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AR I
PENDANULU AN

1. Pandanman Umnum

Dalam rangka menyukseskan program pembangunan yang
dewasa ini telah sampal )ada pelaksanaan Pelita yang ke -
tiga, sudah tentu diperlukan dana cukup besar. Sedang sum
ber pemblayaan yang tersedia berasal darl dana pinjaman -
atau bantuan luar negeri dan sumber - sumber dalam negeri.

Dana yang bersumber darl pinjaman luar negeri, ha -
nyalah dana pelengkap saja, sehingga sumber dana dalam -

negeri merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan.

Sumber dana dalam negeri yany utama berupa pendapatan

negara yang berasal dari pajalk yang dikenakan terhadap

orang - orang pribadi atau badan - badan yanc mempjeroleh

manfaat atas terselenggaranya pemerintahan yanz teratur

dan terjaminnya keamanan yan~ merupakan syarat mutlak un
tuk terlaksananya suatu tata perekonomian yan: menguntun:-
kan semua plhak, justru karena itulah setiap oronr - orang
pribadi astau badan - badan usaha yang hidup dalam suatu -
ne~ara harus berurusan denzan pajak.

Pajak disamping sebagai sumber pondapatan oemerintah
yangy kemudian dialokasikan pada pembiayaan rutin dan pem -
bangunan, adalah merupakan sistim atau mekanisme untuk me -
ngadakan pemerataan pembagian pendapatan.

Gambaran tentanpg besarnya bantuan luar negeri -
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dibandingkan dengan jumlsh penerimaan dalam negerl dari
tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan 1930/1981 dapat
terlihat pada tabel 1. |
TABEL 1
JUMLAH BANTUAN LUAR NEGERI DIBANDINGKAN DENGAN
JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI
1969/1970 - 1980/1981
(DALAM MILYAR RUPIAH)

B P i & Nt L S e

O Bt e L W
1969/1970 91,0 243,7 37,3k
1970/1971 120,4 34,6 3,94 |
1971/1972 135,5 %28,0 31,66

11972/1973 157,8 590,6 26,72
1973/197% 203,9 967,7 21,07
197%/1975 232,0 1.753,7 13,23
1975/1976 491,6 2,241,9 21,93
1976/1977 783,8 2.906,0 26,97
1977/1978 7734 3.535,4 21,76
1978/1979 1.035,5 1, 266,1 2k, 27
1979/1980 1.493,5 5.140,5 . 27,45
R b B Bataa

Sumber : Nota Keuangan dan APEN 1980/1981

Jumlah bantuan luar negeri yang cukup besar ini oleh

pemerintah dimaksudkan untuk mempercepat prosespembangunan
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agar dengan segera dapat merealisir masyarzkat yang adil
dan makmur ,

Sudah barang tentu adénya pinjaman luar negeri tersebut -
akan menjadi beban bagl generasi mendatang,oleh karena itu
ketergantungan pada pinjaman luar negerl hendaknya  sudah
dikurzangi dan perhatian mulai dialihkan pada penggalian
sumber - sumber dalam negeri antara lain éngan peningkatan
penerimaan pajak .

Hal ind sangat penting mengingat kontinultus pinjaman -
luar negeri tidak dapat diandalzan untuk pembiayaan =
pembangunan jangka panjang disamping itu besaraya dana
pinjaman itu sendiri tergantung kepada kepentingan dari
negara pemberl atau kreditor, sedangkan sumber - sumber
dalam negeri yang berupa pajak adalah lebih stabil kalau
dibandingkan dengan dana yang bersumber dari pinjaman luar

negeri,

Pendapatan pemerintah darl sektor pajak telah -
mengalaml kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dimungkin-
kan oleh peningkatan volume pembangunan itu sendiri, yang
telah memberikan pengaruh terhadap kenalxan pendapatan
magyarakat.

Dengan adanya kenaikun pendupatan masyarakat  berakibat. -
penambahan pendapatan pajak untuk negara,

Realisasl penerimaan pajak negara yang berhasil di-
pungut oleh Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur dari -

tahun ketahun juga menunjukkan angka yang selalu meningkat,
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Jika pada tahun 1975/1976 realisasl penerimaan sebesar -

Rp. 46,135,701,000,- maka pada tahun 1930/1931 telah =
mencapai Rp, 113.920.949,000,-.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas

tentang per-

kambangan penerimaan pajak negura di Jawa Timur dari tahun

1975/1976 sampal dengan tahun 1980/1981 dapat dilihat pada

tabel 2 dibawah ini :

TABEL 2

PIRKAMBANGAN PENERIMAAN PAJAK N3IGARA DI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1975/1976 - 1980/1931
( DALAM RIBUAN RUPIAH )

Tahun Anggaran

1975/1976
1976/1977
1977/1978
1973/1979
1979/1930
1980/1981

Sumber : Kantor Wilayah VI

L]

®

*

Jumlah Penerimaan

46,135,701
53.605.163
69.649,178
81.170.624
89.007.478
118,920,949

Direktorat Jendral Pajak

Jawa Timur, Departemen Keuangan 1981,

Dinegara yang sedang berkembang pada ummnya kemampu-

an rakyatnya lemah, sehingga penerimaan negara dari sektor

pajak tidak langsung bilasanya jJjauh lebih besar

daripada

penerimaan pajak langsung, Pemungutan pajak tidak langsung

lebih mudah pelaksanaannya, administrasinya lebih sederhana

dan langsung dapat dikenakan pada saat peristiwanya,sedang
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pajak langsung menimbulkan masalah penilaian atau penafsir-

an gehingga memerlukan suatu sistim administrasi yang le -
bih rumit,

Negara kita gebagai suatu negara yang sedang berkembang -
tidsk luput dari kepihcangan dalam penerimaan pajak lang -

sung dan pajak tidak langsung,

TABEL 3
PERKIMBANGAN PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG DILUAR MINYAK

DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA

1975/1976 ~ 1980/1981
( DALAM MILYAR RUPIAH )

:".-‘===t:===:.‘:-“':::::::::::F:.‘:==:::::.":::::::::’:::::::::::::::‘:::: ===,
Tahun Anggaran Pajak Langsung | Pajak Tidak Langsung

1975/1976 343,0 540, 5
1976/1977 427, 2 725,0
1977/1978 562,6 880,5
1978/1979 687,6 1.078,k
1979/1980 768, 3 1.160,1
1980/1981 999,6 1.452,8

‘:x::-&:égggz)z ‘-'-=====:L::‘:-:::::::::‘:::::::::::::::::::::;—::::::ﬂ

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 1980/1981
Penerimaan pajak langsung dilnar minyak tersebut -
penerimaan dari Pajak Perseroan, Pajalk Pendapatan, Pajak -

Kekayaan dan MPO,
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Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak lang -

sung salah satu usaha yang dilaksanakan ialah dengan in -
tensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapat-
an Usahawan ( PPd Usahawan ), Bahwa PPd Usahawan merupa -

kan salah satu jenis pajak langsung maka setliap adanya

‘peningkatan penerimaan PPd Usahawan akan berpengaruh pada

SKRIPSI

jumlah penerimaan pajak langsung.

Menurut keyakinan penulis, bila intensifiirasi dan
ekstensifikasi pemungutan PPd Usahawan dilsksanakan de -~
ngan sungguh-sungguh maka hasil penerimaan pajaknya masih

dapat lebih ditingkatkan lagl.Berdasarkan pendapat Prof.

Di. Sumitro Djojohadikusumo yang menulis dalam bukunya

Sebagal berikut :

... Dengan perbalkan organisasi dan tata usaha pemerin-
tahan dan penambahan kegiatan atas pemungutan pajak -
pajak yang ada sekarang, masih banyak yang dapat dica-
pal, Mungkin dapat diperoleh tambahan pendapatan sampati
200% dari jumlah yang ada dewasa ini, jika cara pemu -
ngutannya dan undang-undang yang ada serta hukuman-hu-
kuman dilaksanakan secara efektif., Segala sesuatu ha-
rus dilaksanakan atas penyempurnaan organisasi alat -
alat pemerintahan,l

Pengelolaan pemungutan pajak negara di Jawa Timur

-

dilaksonakan oleh Kantor-Kantor Inspekst Pajak galam

lingkungan Kantor VWilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa

Timur ialah, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara, Kantor

lSumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan , PT
Pembangunan, Jakarta, 1960, hal, 301.
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Ingspeksi Pajak Surabaya Selatsn, Kantor Inspeksi Pajak
Surabaya Timur, Kantor Inspeksi Pajak Mojckerto, Kantor
Inspeksi Pajak Madiun, Kantor Inspeksl Pajak Kediri,Kantor
Inspeksi Pajak Malang, Kantor Inspeksl Pajak Jember dan
Kantor Inspéksi Pajak Bojonegoro.

Dalam menunaikan kewajJibannya para _ 'petugas, pajak
baik dibidang administrasi maupun dibidang tekhnis telah di-
beri pedeman pelaksanaan antara lain dengan Pedcman Induk
Tata Usaha Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung,
Pedcmen Induk Tata Usaha Dinas Luar, “Pedoman Induk Tata
Usaha Penerimean Pajak dan Pedoman Induk Pengolahan Data,
Agar supaya pelzksanaan tugas tersebut = dapat terjalan
dengan balk dan dapat memberikan hasil seperti | yang di-
harapkan, dizmbil langkah - langkah penertiban yaitu yang
dikenal dengan Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak yang
meliputi Tertib Organisasi, Tertib Kepegawalan, Tertid
Admiristrasi, Tertid Prasarana dan Tertib Operasionil,

Unttk menciptakan iklim perpajakan yang segar dengan
ditetapkan tarip Pajak Pendapatan yang terus turun setiap
tahun disatu pihak dan dilain pihak dituntut peningkatan.
penerimaan Pajak Pendapatan, maka agar dua sasaran  dapat
berjalan selaras diperlukan ﬁesungguhan kerja para. petugis
pajak, dan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak

Pendapatan diharapkan sasaran tersebut dapat tercapai.

Sejauh mana hasil yang telah dicapai di Jawa Timur
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«

dapat diketahul dari analisa realisasi penerimaan pajak -
Pendapatan dan dari pertambtahan jumlah Wajlb Pajak yang -
akan dibahas dalam skripsi ini,

Dalam pembahasan selanjutnya akan diketahul pula sampai
Lerapa jauh peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap <
pajak negara yang dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak
di Jawa Ti-mur.

Masalah pajak tidak hanya menyangkut petugas pajak
saja tetapi Juga menyangkut masyarakat wajib pajak,
Usaha intensifikasi dan ekstensifikasli pemungutan Pajak
Pendapatan Usahawan ini, diperlukan kesadaran yang tinggl
darli getiap wajib pajaik, dalam memenuhi kewajibannya untuk
melunasi pajak sesual dengan manfaat yang diperoleh berupa
pendapatan, berdasarkan atas perundang - undangan yang ber-
laku, karena tanpa ada kesadaran masyarakat wajib pajak
itu sendiri, mustahil usaha tersebut dapat berhasil dengan
baik,

Betapapun besarnya potensi pajak yang ada dalam
suatu wilayah, tidak banyak artinya bagi penerimaan negara
bila pemungutannya tidak dilakukan dengan cara efektif

dan effisien,

2. Penjelagan Judul

Judul skripsi INTENSIFIKASI DaAN EXSTENSIFIKASI
PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN = USAHAWAN DALAM <RANGKA PE -
NINGKATAN ~PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR, menurut
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penulis maksudnya adalah sebagail berikut :

- Intensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan uUsahawan

ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang d&ipungut
darl Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang sudah ada
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan
ialah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan dengan cara
memperoleh tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan
baru dan potensiil, sesual dengan ketentuan yang

berlaku.,

Pajak Pendapatan Usahawan ialah péJak yang dipungut
atag suatu pendapatan yang berasal dari golongan

sumber usaha,

Pajak negara ialah pajak yang pemungutannya dilaku-

kan oleh Pemerintah Pusat,

- Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak negara di

Jawa Timur maksudnya ialah bahwa dengan peningkatan
penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan tersebut akan
dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara

yang dipungut di Jawa Timur,

Secara keseluruhan maksud dari judul tersebut ada-

lah semua usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan
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penerimaan Pajak Pendapatin Usahawan yang diperoleh dari
hasil pungutan pajak terhadap Wajib Pajak Pendapatan -
Usahawan yang sudah ada maupun dari adanya tambahan Wajib
Pajak Pendapatan Usahawan baru yang potensiil sesual dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dapat mempengaruhi
besarnya penerimaan pajak negara yang pemungutannya di-
lakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat  Jendral
Pajak di Jawa Timur,

3. Alasan Pemilihan Judul

Sumber dana dalam negeri yang utama dalam pembiaya-
an pembangunan yang dilaksanaitan oleh Pemerintah berasal
dari pajak,

Sejalan dengan perkembangan pgmbangunan yang terus me~-
ningkat, dana yang diperlukan untuk pemblayaannya Juga
meningkat, dengan demikian dituntut adanya penerimadn -

pajak yang terus meningkat,

Berhagal usaha telah dilakukan oleh Direktorat. -
Jendral Pajak yaltu instansi yang ditugaskan mengelola
penerimaan negara darl sektor pajak, dalam wusahanya me-
ningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, yaitu dengan

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajax.

Pemilihan judul didasarkan pada pengamatan , bahwa
Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan merupaiin wajih

pajak yang terbesar dibandingian dengan jenis wajib pajak
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laianyi, dan potensi Pajak Pendapatan Usahawan cukup besar
dan dapat dikembangkan,

Masalah pajak tidax hanya menyangkut petugas pajak saja. -
tetapi menyangkut kita semua, oleh karena itu pembahasan
magalah inl selalu menarik, dan data yang diperluzan untuk
mendukung analisa cukup tersedia, ‘

Hal - hal tergsebut diatas yang mendorong penulis memilih
Judul INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN $PAJAK -
PENDAPATAN USAHAWAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PINERIMAAN «
PAJAK NZ2GARA DI JAWA TIMUR,

L, Tujunan Penyugunan

Tujuan dari pada penyusunan skripsi ini adalah ke-
inginan untuk membahas permasalahan yang timbul khususnya
dalam bidang pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, dengan
bekal teorl - teori yang telah didapat dari Fakultas Economi
Universitas Airlangga, dan untuk memberi pendapat atau -
pemikiran kepada para petugas pajak dan pembaca dengan -
Jalan memgcahkan masalah yang timbul pada usaha peningkate
an penerimaan pajak dengan menelitl sampal berapa jauh -
pelaksanaan dan hagil yang telah dicapal melalul wusaha -
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapat

an Usahawan.

5 Sistimati%a Skripsi

Sistimatika skripsi disusun sebagail berixutl
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BAB I. Merupakan Bab Pendahuluan yang serisi gambaran -
upum yang menyeluruh tentang isi skripsi ini, di-
mana memuat penjelasan judul, alasan  pemilihan
Judul, tujuan dari penvusunan, sérta metodologi

yang dipakal untuk menyelesalkan skripsi indi,

BAB II, Bab ini membahas tinjauan umwa tentang Pajak
Pendapatan,
Pembahasan disini bersifat teoritis yang ada kait
annya dengan masalah maupun judul skripsi, antara
lain tentang pengertian dan dasar pemungutan Bajak
Pendapatan, saat timbulnya hutang pajak dansistim

pemungutan Pajak Péndapatan.

BAB III, Dalam bab inl dibahas pelaksanaan pemungutanPajak
Pendapatan Usahawan di Jawa Timur, msngetengahkan
masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan pe=-
laksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan -
dan haéil usaha peningkatan pemungutan Pajak = '«
Pendapatan Usahawan antara lain tentang organi -
sasl pelaksana, kegiatan - keglatan dalam rangka
pemunguian- Pajak Pendapatan Usahawan dan  baail
usaha peningkatan peningkatan Pemungutan ~ Pajak
Pendapatan Usahawan di Jawa Timur, serta hambat -

an - hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

BAB IV, Dalam bab ini mengetengahkan tentang peranan in -

tensifikasi dan Esktensifikasi wWajidb Pajak -

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

13

Pendapatan Usahawan dalam rangka meningkatkan

Penerimaan pajJak melalul kebijaksanaan beban pa-
Jak yang semakin menurun, intensifikasi dan ek -
stensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usaha -

wan gebagal pemerataan pendapatan dan pemerataan
beban pembangunan dan mengenai prospek ekstensi-
fikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan dengan sis-
tim Plot Design.

BAB V, Bab ini adalah bab Kesimpulan dan Saran, yang me-
rupakan bab terakhir dari skripsi ini,

Dalam kesimpulan memuat pengujian hipotesa, dan
berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah
diadakan diambil kesimpulan yang mencakup materi
skripsi, .

Didalam saran diutarakan popok - pokok pemikiran
sebagal hasil dari pada pemecahan masalah yang
menyangkut intensifikasi dan ekstensifikasi pe-

mungutan Pajak Pendapatan Usahawan di Jawa Timur.
6. Metodologi
6.1, Permasalahan,

Yang menjadi permasalalian adalah bahwa realisasi

penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan yang berhasil dipu -
ngut di Jawa Timur selama ini belun sesual dengan potensi

yang semestinya .

Denpan demikian dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
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negara di Jawa Timur, antara lain dapat dilaksanakan mela-
lul usaha meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pendapat
an Usahawan, karena penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan -
masih rendah dan masih depat ditingkatkan lagi, sehingga -

penerimaan pajak negara dapat meningkat lebih besar lagi.

6.2, Hipotesa Kerja.

Sebagul dasar pembahasan permasalahan dalam skripsi
ini dipakai hipotesa kerja sebagai berikut :

Apabila pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemu-
ngutan Pajak Pendapatan Usahawan ditingkatkan terus dengan
penyempurnaan aparatur perpajakan secara kwantitatip mau -
pun kwalltatip maka reallsasi penerlnsaan Pajak Pendapatan

Uganawan akan dapat lebih meningkat lagi dalam rangka pe -
‘ningkatan penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa -
Timur, '

6.3, Scope Analisa.

Agar skripsi ini pembahasannya dapat mendalam, maka
scope analisanya dibatasi pada masalah intenslfikasi dan -
ekstensifikasl pemungutan Pajak Pendpatan Usahawan yang di
pungut di Jawa Timur oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam ling
kungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa -
Timur,

Analisa dibatasi pada pengaruhnya terhadap masyarakat wajib
pajak dan penerimaan pajak negara khususnya yang dipungut

oleh Kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah

VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur.
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6.4, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.
6.4,1. Progsedur Pengumpulan Data,

Data primair diperoleh melalul cara wawancara de -
ngan para pejabat dan petugaé di Kantor Inspeksl Pajak -
Surabaya Utara, Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan
Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur dan Kantor Wilayah VI
Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur di Surabaya,

Diléin plhak juga mengadakan wawancara dengan para

Wajib Pajak Pendapatan Usahawan pada waktu melakukan pem-
bayaran pajak maupun di tempat usahanya untuk memperoleh
kesan maupun pendapat yang berhubungan dengan pelaksanaan
pemungutan pajak.

Data sekundair diperoleh dengan studi kepustskaan
melalul literatur-literatﬁr, ma jalah-majalah yang berhu -
bungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi, dan la-
poran-laporan tentang realisasi maupun rencana penerimaan
pajak.

6.4%,2, Prosedur Pengolafgn Data.

Untuk pengolahan data, sistim analisa yang dipakal
ialah :
a, Analisa Statistik,
Dalam analisa statistik ini yang dipakal adalah metode
statistik diskriptip kerena data yang dliperoleh sebagi

an besar adalah data kwantitatip yang didapat dari su-

atu instansi pemerintah,
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b, Ansalisa komperatip.
Analisa komperatip ini ialah dengan membandingkan data
dari tahun ke tahun dari -tempat yang sama atau dengan
tempat yang berbeda,
Dengan memperoleh data yang relevan dan ada hubungannya
satu sama laln dari penelitian-penelitian tersebut, maka
data yang telah terhimpun mula-mula disusun kemudian dije

laskan serta dlanalisa dan akhirnya diambil suatu kesim -

pulan,
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EAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENDAPATAN

1. Pengertian Pajak Pendapatan Dan Dasar Pemungutan Pajak
Pendapatan

Sebelum mulail membicarakan pengertian Pajak Pendapat
an dan dasar pemungutan Pajak Pendapatan, terlebih dahulu.=
akan diutarakan difinisi atau pengertian pajak.

Banyak literatur telah mengemukakan difinisi pajak diantara
nya difinisi dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, sebagai -
berikut :
Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara ( peralihan
darl sektor partikelir ke sektor pemerintah ) berdasar
kan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada men-
dapat jasa timbal ( tegen prestatie ) yang largsung -

dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayal pe-
ngeluaran umum ( publieke uitgaven ) 1

Dari difinisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :
a. Pembayaran pajak masuk ke kas negara
b. Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang, dapat gi -
paksakan tanpa mendapat jasa timbal yang langsung dapat
ditunjuk,
c. Pajak digunakan untuk membiayal pengeluaran umum,
Jelas bahwa pajak dapat dipaksakan, karena apabila hutang - .
pajak ticdak dibayar, hutang pajak tersebut dapat ditagih -

'Rochmat Soemitro, Dagar Dasar Hukum Pajak DanPajak
Pendapatan 1944, PT Eresco, Bandung, 1977, hal, 22
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dengan menggunakan kekerasan, umpanya melalul surat paksa,
sita dan apabila perlu diteruskah dengan penyanderaan,
Kalau ditinjau lebih lanjut,difinisi tersebut me-
ngandung arti bahwa pajak dlikenakan pada sektor swasta
saja, Menurut pendapat penulis hal ini tidak benar, karena
pajak tidak hanya dikenakan pada sektor swasta saja tetapi
kepada -perusahaan-perusahaan milik negara juga dikenakan
pajak misalnya Perusahaan Negara, Persero, Perusahaan Da-

erah, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum,

Difinigi lain ialah dari Prof, Dr. P.J.4, Adriani,
Guru Besar untuk Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam -
menyatakan "pajak adalah suatu pungutan yang diadakan oleh
Negara dengan jalan paksaan yuridis untuk menutup pengelu-
aran tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung dapat
di tunjuk" 2

Selanjutnya Seligman menyatakan bahwa pajak adalah
"a compulsary contribution from the person to the govern-
ment to defray the expenses incures in the common interest
of all without reference to special benefits confered" 3

Jadi menurut Seligman, najak adalah suatu kontribu-
sl yang dipaksakan kepada rakyat' oleh Pemerintah untuk -

memblayal gsemua kepentingan bersama tanpa adanya suatu -

2Soedargo, P Daerah Dan Retribusj Daerah , N,V.
Eresco, Bandung 196%, hal, 1

3E.R.A. Seli axatio |
5. R. A, gman, Essays Taxation,the Macmillion
Company, New York 1925, halo Ly5 ’
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pertimbangan yang ditunjuk untuk special benefits.

Jecara administratip dan ekonomis pajaik dapat di -

bedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Pajak langsung,

a)

Pajak langsung dalam artl administratip ialah 3

mempunyal kohir, (kohir adalah tindasan surat ke -
tetanpan pajak yang memuat nama can alamat wajib -
pajak, besarnya pajak, hari-hari pembayaran, besar

~ nya angsuran, tahun pajak dan nomer ketetapan,

b)

Kohir ini disimpan di Inspeksi Keuungen dan menja-
di dasar penagihan dan segi-segl pembayaran dile -
katkan pada kohir itu)., Walaupun sebenarnya kohlr
itu merupakan tindasan dari surat ketetapan pajak,
tapi pada hakekatnya hal 1tu seballknya, karena -~
kohirlah yang terpenting, dan kohir 1niiah yang di
tetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan,

dikenakan berulang-ulang pada waktﬂ yang tertentu
(periodik) unpama tiap~tiap tahun,

Pajak langsung dalam arti ekonomis yaitu "pajak -

yang harus dipikul oleh wajib pajak sendiri dan tidak bo-

leh dilimpahkan kepada orang lain" 5

Yang termasuk dalam'golongan pajak langsung umpamanya, Pa

jak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan,
2. Pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung dalam arti kata admiﬁistratip

yaltu pajak yang tidak berkohir dan tidak dikenakan seca-

ra berulang-ulang.Pengensannya hanya kalau terjadi peris-

tiwva-peristiwa yang menyebabkan dikenal:an pajak.

1*Hochrmatt; Soemitro, gp ¢it hal., 26

> Ibta
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Dalam arti ekonomis pajak tidak langsung ialah pajak yang
dapat dilimpahkan kepada orang lain,
Yang termasuk dalan golongan pajax tidak langsung antara

lain lalah Pajak Penjualan, Bea Meteral dan Bea Lelang.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak,
pajak langsung dan pajak tidax langsung, selanjutnya akan
dibicarakan mengenai Pajak Pendapatan yaitu. pajak yang ter

masuk dalam golongan pajak langsung.

Pajak Pendapatan ialah suatu pajak yang dipungut -
atas suatu pendapatan, yang diatur pertama kall dengan -

Inkomsten Belasting 1932 yang kemudian pada zaman penjajah -

an Jepang, grdonansl tersebut masih tetap dinyatakan ber-
laku, Pada waktu itu Belanda mengundurkan dirl ke Australia
dan menyusun konsep grdonansi dan diumumkan dalam lem!n ran
Negara léhk o 17, serta dinyatakan berlaku sejak Januari
1945, meskipun saat itu Belanda masih di Australis,
Bersamaan dengan itu dicabutlah olehnya Inkom3ten Belasting
1932,

Ordonansi yang baru tersebut gecara materiil baru berlaku

pada tanggal 1 Januari 1946 dengan nama Qorlogs Belasting
194 L,

€

Pada wéktu Republik Indonesia merdeka pada tanggal

17 Agustus 1949, Oorlogs Belasting 1944+ berlaku di daerah

Hindlia Belanda yang dikuasai Belanda, sedung daerahcﬁbawah
pemerintahan Republik Indonesia tetap berlaku Inkomstien,
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Belasting 1932 . Di tahun 1946 Qorlogs Belasting 19h% di -

ganti nama dengan Overgungs Belasting 194% (pajak peralih-

an 1944), Pada tahun 1949, saat penyerahan kedaulatan olsh

Republik Indonesla dinyatakan berlaku Ordonansi Overgangs

Belasting 1944+, yang kemudian dengan Undang - Undang No 21
tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No, 4l nama diganti men-
jadl Pajak Pendapatan 19h4 atau yang terkenal dengan nama
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang berlaku sampai saat
ini, deﬁgan perubahan dan tambahan yang terakhir padatahun

1970 dengan Undang - Undang No, 9 tahun 1970,

Dalam melaksanakan pungutan Pajak Pendapatan,selalu
berpegang padd Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang telah
mengatur mengenal subyek, obyek juga tata cara didalam pe-
mungutannya, meskipun untuk tata caranya sendiri pada tahun
1967 dengan Undang-Undang No.6 telah dilaksanakan tatacara
baru yaitu-dengan MPS dan MPO, hanya saja ketentuan tata
cara lama dalam Undang-Undang Pajak Pendapétan 1944 sen -
diri belum dicabut,

1.1, Subyek Pajax Pendapatan.

Subyek Pajak Pendapatan dapat dijumpal pada Ordonan-
si Pajak Pendapatan 1944 pasal 1 (1) yang isinya
"Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut suatu pajak gtag - -
pendapatan, pajak mana dikenakan terhadap orang-orang yang

bertempat tinggal di Indonesia® 6

®Ibtd hal. 254
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Dari bunyi pasal 1(1) tersebut jelas bahwaAsubyek Pajak
Pendapatan adalah ;

a. Orang pribadi,

b, bertempat tinggal di Indonesia,

Crang pribadi dimaksudkan ialah orang atau manusia
yang térdiri dari daging, tulang dan darah, tetapli tidak -
lah semua orang di kenakan pajak, misalnya seorang wanita
kawin se.jak awal tahun takwim adalah or‘ahg pribadi, namun
mereka tidak dikenakan pajak sendiri, tetapil suaminya yang

- dikenakan pajak atas gunggungan pendapatan dari suami dan
istri, sepérti tersebut pada pasal 6(1), kecuali wanita -
kawin yang memperoleh pendapatan khusus dari pada dirinya
sendiri. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6(k4),

Juga terhadap anak-anak yang belum cukup umur,pajak
nya dikenakan pada orang tuanya atau kepada walinysz,

Disamping itu meskipun dengan syarat azas timbal
balik, tidak Jjuga dikenakan pajak atas orang pribadi yang
tersebut dalam pasal 9 huruf.a, yaltu kepada Wakil Diploma
tik, Konsuler dan lain-lain wakil negara asing dan orang
yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal ber-
sama mereka, asal mereka bukan warga negara Indonesia, dan
tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan,

Pembebasan juga diberikan kepada pegawai sipil dan
militer angkatan perang negara asing ( pasal 9 huruf b)dan
kepada wakil-wakil organisasi internasiohal yang ditunjux

Menteri Keuangan (pasal 9 huruf a).
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2abagal syarat kedua bahwa orang pribadi tersebut
harus bertempat tinggal di Indonesia,
Penentuan tempat tinggal adalah penting untux memastikan
apakah seseorang dikenakan pajak, Inspeksi Pajak yang ber-
wenang mengurus pajaknya ialah Inspeksi PajaX didaerah =

mana seseorang bertempat tinggal pada awal tahun takwim.

Daﬁat dimengertl bahwa subyek Pajak Pendapatun me -
nurut pasal 1(1) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, hanyalah
orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

Tetapi bila diteliti lebih lanjut pasal-pasal yang termuat
pada Ordonansi ini, selain seperti tersebut terdahulu, juga
terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di luar negeri
dan warisan yang belum dibagikan, dapat dijadikan subyek
Pajak Pendapatan, Ketentuan ini terdapat pada pasal 2 (1 )
dan pasal 2a (3).

Pasal 2 (1) berbunyl sebagail berikut ;

(1) Pdajak Pendapatan dikenakan juga pada orang - orang
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang:
a. memreroleh hasil darl barzng-barang tak gerak -

yang terletak di Indonesia atau hak yang ter-
ikat pada barang tak gerak;

b, mempunyal hak atas hasil dari piutang yang . -«
pokoknya dijzmin oleh hipotek atas barang tak-
gerak 1itu; 4

c. melakukan sendirl pekerjaan (termasuk pekerjaan
dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan di-
Indonesia atau melakukannya oleh wakil atau.ku-
‘gsanya; :

d. dengan cara lain daripada yang dimaksud pada. s
huruf c, akan tetapl tidak berdzsarkan suatu ' -
perjanjlan kerja yang berjalan,menarik xeuntung-
.an darl pekerjaan (termasuk @ pekerjaan dalam
hubungan perburuhan) atau perusahaan yang di-
lakukan di Indonesia, kecuali jika keuntungan -
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itu dikenakan atau akan'dikenakan pajak per -
seroan; “- ‘
e. menpunyal hak atas gajil, gajl cuti,uang tunggu,
. sokongan, pensiun dan lain-lain upah yang ter-
lkat pada melakukan sesuatu jabatan atau pe-
kerjaan dan dibebankan pada keuangan umum -
Indonesia, dan atas pensiun yang dibebankan. ..
pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia 7

pengan demikian dapat disizpulkan, bahwa orang-orang yang
bertempat tinggal diluar negeril dapat dijadikan . subyek -

Pajak Pendapatan asal mempunyal penghasilan dari® salah =

satu atau lebih sumber - sumker pendapatan seperti  ter-
sebut pada huruf a sampai dengan e pasal 2 (1) tersebu® di-
atas, atau lebih singkatnya bilamana mempunyai . hubungan -

ekonomis dengan Indonesia,

Selanjutnya warisan yang belum dibagikan dapat dijadikan -
subyek Pajak Pendapatan. Ketentuan inl tercantum pada pasal
2a (3) yang bunyinya "Selama suatu warisan belum terbagi,.
maka warisan itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak -

sebagal ganti mereka yang berhak" 8
Pasal ini dimaksudkan untuk menghirdari terlepasnya hasil
hasil yang timbul dari warisan'-warisan selama belum ter-
bagl dari Jangkauan Pajak Pendapatan, sebab mungkin sekali

warisan tersebut dengan berbagal bentuk akan memberikan -

bermacam - macam hasil,

\J .

Ibid hal, 255
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Namun dalam pelaksanaannya ditemui kesulitan, sehingga _ -
dalam praktek pengenaan Pajak Pendapatan atas hasil - hasil
dari warisan jarang sekali dilakukan.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa subyek Pajak Pen-
dapatan dengan memperhatikan pengecualian yang terdapat di
.
pasal 6 (1) dan pasal 9 huruf a, b dan ¢ adalah :

1. Orang -orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indcnesia.

2. Orang-orang pribadi yang bertempat tinggal diluar negeri
yang mempunyal hasil dari sumber - sumber pendapatan ter
sebut pada pasal 2 (1) huruf a sampai dengan e.

3. Warisan yang belum terbagi.

1.2, Obyek Pajak Pendapatan.

Setelah kita ketahui subyek Pajak Pendapatan -2,
penulis ketengahkan obyek dari Pajak Pendapatan, karéna =
pemungutan Pajak Pendapatan atas sesuatu subyek batulah- &
dapat dilakukan bilamana subyek itu juga memiliki obyek &
sebagaimana disebutkan dalam Ordonansi Pajak Peridapatan -
19l,

Obyek Pajak Pendapatan lalah pendapatan, sedang pengertian
pendapatan dalam Ordonansi dapat ditemui pada pasal 2b (1)
dan (2), yang berbunyl sebagai berikut :

(1) Dengan pendapatan dimaksud gunggungan jumlah uang
atau nilal uang yang selama tahun takwim diperoleh
seseorang sebagal hasil dari :

a, usaha dan tenaga,

b, barang tak gerak,
c¢. harta gerak,
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d. hak atas bayaran berkala.
(2) Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta

yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal
sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak. 9
Bahwa setlap hasil yang diperoleh dari keempat sumber
pendapatan tersebut merupukan pendapatan yang dapat dikena
kan Pajak Pendapatan. Sedangkan terhadap wajib pajak yang
sumber - sunmber pendapatannya tak jelas dan tidak diketahui,
bahwa ada tambahan harta dalam suatu tahun takwim, maka -~
tambahan harta tersebut dianggap sebagal pendapatan yang
wajJidb dikenakan pajak, kecuall dapat dibuktikan sebaliknya
oleh wajib pajak.
Bila ditinjau lebih lanjut pada pasal 2b (1) tersebut dapat
ditemui tiga buah prinsip. |
a, Delam menghitung pendapatan seseorang, dianut prinsip
stelsel riil, Terlihat dari kata - kata jumlah uang atau
nilal uang yang selama tahun takwim diperoleh,
b. Dalam menghitung pendapatan'berprinsip pada teori sumber,
yaitu hanya hasil dari sumber yang tersebut pada pasal
2b (1) huruf a, b, ¢ dan d dianggap sebagai pendapatan.

c. Dalam menghitung pendapatan berprinsip pada kompensasi

horizontal, dimuna hasil negatip dari suatu golongan
sumber dapat diperhitungkan dengan hasil positip golong-
an sumber lainnya, yang dalam pasal tersebut diwujudkan

dengan kata " gunggungan jumlah™ .

S

91bid, Hal, 256
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Pemakalan kata-kata 'sunggan can juslab™ sebenarnya tlcak -
tepat karvena dua <ata dipatal pada satu xalimat yany arti-
nyu sama, Cunggungan berasal darl bahasa Jawa darl kata -
gunggung yang artinya menurut W,J,.53, Poerwadarminta dalam
bukunya yang berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu :
" gunggung = Jw Jumlah, sejumlah, sebanyak " 10

Yang perlu diingat bahwa adanya hasil yang dianggap
bukan sebagai pendapatan seperti tersebut pada pasal 3 hu-
ruf ¢, d, e, £, g, h, j, k, n, o, dan p yang berarti hasil
tersebut tiéak dikenakan pajak (1ihat Lampiran 11).

Dengan uraian siapa subyek serta apakah obyek Pajak
Pendaocatan, tetapi »erlu diperhatikan bahwa tidaklah semua
sutyek Paja't Pendapatan harus membayar pajak, juga sebalik-
nyia belum tentu semua obyek Pajak Pendapatan dapat dikena-
kun pajak. Te’asnya seseorung baru dapat dikenakan Pajuk -
Pendanatun bLila memenuhi syarat-syarat yaitu kewajitan pa-
Jak subyeltif dun Newajiban sajak otyelktif,

Kewijiben pajak subyextif adalah Xewsjiban pajak yang mele
rat pada gubyeknya, jadi dalam Pajak Pendapatan talah orung
pribadi ydng tingral di Tndonesia, atau orang yang tin -gal
dilnar negeri yvang mempunyasi hubunzan ekonomis dengan Inde-
nesia dan warlsan yang belum terbagi.

Kewda jiban pajak obyektif yaltu kewajiban pajak yang melekit
padi obyeknya, disini adalah pendapatan itu sendiri, nenda-

— r———— S e s Sy T | B St~ g B Sl S ot

)
10 W.J.5. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,

- .

Cetakan kaq 1V,Pll Balai Pustaka,lakarta 1946 hal., 322.
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patan mana yang melebihi batas pendapaten bebas pajal,bagi
orung yang tingsal di Indonesia., Bagi orang yang tinggal

diluar negeri kewajiban pajak obyektif ada bilamana mem -
punyal pendapaten dari sumber-sumher tertentu di JIndonesia,
terhadapnya tidak diberlakukan pengurangan berupa betan -

perorangan maupun batas pendapatan bebas pajak,

2. Saat Timbulnva Hutang Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jendral Pajak
tidak daps&t terlepas dari persoalan hutang pajak pada umum-
nya dan Pajak Pendapatan pasda khususnya.
Berhasil tidaknya Direktorast Jendral Pajak menéemban tugas
yang dibebankan kepadanya sangatlah tergantung bagaimana -
mereka menetapkan pajak, menagih hutang pajak kepada masya-
rakat, Tentu saja peranan masyarakat sendiri tidak dapat
dilepaskan, .
Apablla dibandingkan dengan hutang biasa, dalam penagihan
hutang pajak, negara mempunyal hak lebih, karena terhadap
hutang pajak dapat dilakukan penagihan denpan paksa secara
langsung dan dilindungi oleh hukum, misalnya dapat melaku-
kan penagihan dengan surat paksa, sita dan dapat pula di -
teruskan dengan pelelangan, bahkan bila perlu dapst mela -
kukan penyanderaan,
Untuk melakukan rangkaian tindakan penagihan tersebut sa -
ngatlah penting mengetahul saat timbulnya hutang pajak.
Terhadap saat timbulnya hutang pajak terdapat dua ajaran

yvaitu ajaran materiil dan ajaran formil.
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Menurut ajaran materiil hutang pajak timbul bukan karena -
xetetapan oleh fiscus, melainkan xarena undang - undang,
Pendapat ini disokong oleh Prof, Adriani, Juga dibetulkan
Hoge Raad sebagal hakim tertinggl di Nederland dalam soal
pajak.

Oleh undang - undang timbulnya hutang pajak dihubungkan -
dengan suatu tatbestand yang dapat berupa :

1. keadaan, misalnya barang siapa yang pada tanggal 1
Januari dari suatu tahun, memiliki kekayazan bersih
melebihi batas kekayaan bebas pajak dikenakan Pajak
Kekayaan,

2, peristiwa, bilamana terjadi suatu peristiwa kemati-
an, kemudlan terjadi perpindahan barang tak gerak ,
sebagal warisan, maka atas warisan ini terhutang bea
warisan,

3. perbuatan, blasanya tatbestand berupa perbuatan,ini
terkena Pajak Tidak Langsung seperti, cukal minnman

Keras, Pajak Penjualan Import atas pemasukkan barag
dari luar negerl kedalam daerah pabean.,

Menurut ajaran tersebut bahwa hutang pajak timbul semata =
mata oleh karena undang - undang dan bukan karena tindakan
Kepala Inspeksi Pajak yang berwenang menetapkan pajak,dalam
bentuk surat ketetapan pajak,

Bila kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak, fungsinya
hahya sebagal pemberitahuan tentang besarnya hutang pajak,
dan kapan hutang pajak itu harus dibayar. Kemungkinan dapat
terjadi surat ketetapan pajak dikeluarkan saat mana wajib
pajak sudah meninggal, menurut ajaran ini surat ketetapan

pajak tersebut tetap dianggap sah, sedang hutang pajaknya

My3ntoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hugum Pajak,
Cetakan ke VI, Eresco Bandung-Jakarta, I971 Hal, 51
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beralih kepada ahli warisnya.

Sedang menurut ajaran formil bahwa saat tiabulnya hutang
pajak ialah saat dikeluarkannya kgtetapan pajak oleh Kepala
Inspeksl Pajak, Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada
segeorang yang telah meninggal dlanggap tidak sah, dengan
sendirinya hutanz pajak seperti ini tidak dapat berpindah
kepada ahli warisnya,

Surat ketetapan pajJak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi
Pajak, terhadap wajib pajak yang masih hidup berfungsi
sebagal :

a. menentukan saat timbulnya hutang pajak,

b. menentukan besarnya hutang pajak,

c. menentukan kapan hutang pajak harus dibayar.

Kedua ajaran tersebut diatas saling bertentangan .-
dan sampai saat ini pertentangan itu masih berlangsung -
terus,

Bila kita melihat pada ordonansi Pajak Pendapatan 19l bahwa
Pajak Pendapatan dikenakan pada serua orang yang tinggal
di Indonesia yang memperoleh pendapatan melebinhi batas pen-
dgpatan bebas pajak, dapatlah dlkatakan bahwa kita mengarut

ajaran materiil,

3. Sistim  Pemurgutan Pajak Pendapatan

Didalam melaksanakan pemungutan pajak suatu negara
dapat memilih salah satu dari ketiga cara yang dikemukakan
oleh Prof. Adriani dalam bulkunyz Het Belastingreht yang me-
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nyatakan s
1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang -
terrutang sesual dengan ketentuan undang - undang
perpajakan, dengan cara pembayaran dapat dilaksana-
kan lewat:
a., pemenuhan dengan Bea Meteral,
b. pemenuhan dengan pembayaran ke Kas Negara,
Fiscus membatasi diri pada pengawasan baik secara
insidentil atau secara continue,
2. Terdapat kerja sama antara wajlb pajak dan fiscus ,
yang dapat diwujudkan dalam bentuk:
a, pemberitahuan secara sederhana oleh wajib pajak,
b. pemberitahuan secara lengkap dari wajib pajak,
3. Fiscus menentukan jumlah pajak yang terhutang sara
sepihak, tanpa bantuan oleh wajib pajak, 12
Untuk mengetahui sistim yang dipakai di negars kita, perlu
ditinjau kedua sistim yang pernah dipakai oleh Direktorat
Jendral Pajak, yang dikenal dengan sistim lama dan sistim
baru yaitu MPS MPOQ,
Menurut sistim lama, selama tahun berjalan oleh fiscus
dikeluarkan surat ketetapan sementara secara masal, tanpa
bantuan dari wajib pajak, dalam hal ini masuk pada golong-
an 3,
Setelah akhir tahun dalam ketetapan pajak akhir ( rampung)
terdapat dua kemungkinan, yaitu bila wajlb pajak memasuk -
kan surat pemberitahuan berarti ada kerja sama antara fiscws
dan wajib pajak, dengan demikian masuk pada golongan 2.
Sebaliknya apablla tidak ada pemberitahuan darl pihak wajib
pajak, pajak akan ditetapkan secara Jabatan oleh fiscus -

jadi termasuk pada golongan 3.

S

12Lembaga Administrasi Perusahaan Fakultas Ekonomi-
Universitag Trisaktl Jakarta, Seminar Perpajakan, Janunu ,
Jakarta 1972 Hal, 59 '
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Demikianldh tinjauan tentang sistim pemungutzn Pajak Pen-
dapatan pada waktu dulu sebelum sistim baru dileksanakan,
' Sekarang kita beralih puda sistim baru yang berizku
di Direktorat Jendrzl Pajak, yaitu sistim MPS dan MPO.
Selama tahun berjalan, terdapat dua kemungkinan,tergantung
pada apakah wajib pajak dzlam hal ini memenuhi kewajibama
secaré baik sesuai dengan ketentuan dalam undzng - undang
atau tidak.

Bilamana kewajibannya itu telah dipenuhi, berarti diterap-

kan golongan 1, tetapl sebaliknya bila kewajibannya fidak

dipenuhi, golongan 3 yang dipakai.

Demikian pula pada akhir tahuh, pada penetapan rampung -

slstim MPS - MFO terdapat tiga macam Ikomungkinan sebagal

berikut :‘

a. Dipakai golongan 1 bila wajib pajak telah menghitung ,
menyetor dan melapor pajak yang terhutang sesuai dengan
Undang - Undang.

t. Dipakal golongan 2, bila wajib pajak tidak memenuhi ke-
wajiban seperti tersebut pada huruf a,

c. Bila wajib pajak sama sekali tidak melakukan perhitung-
an penjelasan serta pemasukan surat pemberitahuan akhir

dipakailah golongan ke 3.

Jelas kiranya bahwa tidak mutlak suatu negara me -
makal salzh satu golongan saja dalam pemungutannya, tetapi

dapat memakal ketiga golongan itu bersama - sama,. hal -
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tersebut tergantung %eadaan dan kebutuhannya.

3.1, Sistim ]ama, -

Pada permulaan tahun pajak oleh fiscus  dikeluarkan
suetu surat ketetapan pajak sementara secara sepihak ber -
dasarkan perkiraan, Oleh karena ini harus ce:at selesai di
kerjakan secara masal, bahkan untuk lancarnya penetapan se-
tlap wajlb palak dlanggap mempunyai suatu kenaikan pendapat
an yang sebanding, sehingga tidaklah mengherankan apabila
Jumlah ketetapan pajak'tersebut kadang-kadang berbeda jauh
dengan kenyataannya,

Ketetapan sementara inl mungkin terjadi hal-hal yang men. -

beratkan wajib pajak, karena ketetapan pajaknya jauh me -

lebihd keadaan semestinya.

Hal demikian dapat menurunkan dislplin pembayaran karena

hal - hal sebagal berikut :

a. Bilamana oleh wajib pajak dirasa xetetapan ketetapan
sementara terlalu tinggl, kemudian dengan bukti yang di
miliki wajlb pajak dapat membuktikan bahwa ketetapannya
berada diatas pajak yang sebenarnya, tertuxalah ke -
mungidnan untuk mengajukan penundaan pembayaran,

b. Bahwa ketetapan sementara tersebut dikeluarkan secara
seplhak oleh fiscus atas dasar perkiraan, yang sudah
barang tentu sulit dapat mendekati keadaan sebenarnya,
hal ini dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi wajib

pajak.
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c. Angsuran ketevapan sementara yang sama besarnya, lebih-
lebih bila ketetapan sementara dikeluarkan dalam bulan
Jull atau sesudahnya dalam suatu tahun berjalan, hanya
tersedia waktu untuk mengangsur selama lima kali,
Kemungkinan jatuh tempo angsuran itu tidak selalu ber-
tepatan dengan tersedianya likwiditas wajib pajak.

d. Aparatur pajak masih kurang jumlahnya sehingga tidak
dapat ﬁélakukan penagihan secara baik.

Apabila ketetapan sementara ditetapkan terlalu rendah dari

keadaan sebenarnya, sehingga pada ketetapan rampung .erla-

lu tinggi, maks disini wajib pajak akan merasa keberatan

dan wajibpajak tersebut cenderung mengajukan keberatan,

3.2, Tata ¢ara pemungutan MPS dan MPO

Sistim MPO lebih dulu lahir apablila dibandingkan -
dengan sistim MPS, yaitu pada tanggal 1 Mei 1966 di Kantor
Inspeksi Pajak Palembang.
Keadaan daerah ini sendirilah yang merupakan sebab muncul-
nya gagasan pemungutan pajak dengan sistim MPO,
Didaerah ini terdapat banyak petani yang meamperoleh hasil
dari penjualan hasil bumi seperti karet, kopi dan sebagai-
nya.

Pada dasarnya para petani tersebut harus membayar -

Pajak Pendapatan, tetapl untuk mengenakan pajak sesuai. .

8

dengan aturan yang terdapat pada Undang - Undang , tidak

mungkin karena mereka jauh berada di desa-desa dimana . .
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komunikasi sangat sulit, Keadaan yang sama terjadi pula
pada parappengumpul hasil buml yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap.

Bilamana terhadap petani dan pengumpul hasil bumi
sulit dikenakan pajak, tidak demikian bagi pengusaha yang
membeli hasil bumi, Pada umwanya mereka terdirl dari pe -
dagang exportir dan pedagang lokal yang mempunyai tempat
tinggal tetap serta jumlahnya relatip sedikit,

Timbullah suatu gagasan untuak memanfaatkan pengusaha
pembeli hasil bumi dengan menunjuknya sebagai pemungut -
pajak pada rekanan yang mengadakan transaksi dengannya.
Gagasan ini kemudian disampaikan kepada para pengusaha me-
lewati musyawarah dan akhirnya tercapal kessesuaian paham
bahwa para pengusaha diberi wewenang untuk memungutkan -
pajak rekanan yang mengadakan transaksl, sebesar persen -
tase tertentu dari nilai transaksi, yang kemudian terkenal
dengan nama MPO,

Jelas disini bahwa MPO bukan merupakan jenis. pajak
melainkan merupakan tata cara atau sistim pemungutan pajak,
balk untuk Pajak Pendapatan Usahawan maupun Pajak Persero-
an, Secara resmi sistim MPO mulai berlaku pada tanggal 1 -
April 1967 dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak
tanggal 22 Maret 1967,

Kurang lebih dalam waktu lima bulan sejak berlaku -
nya sistim MPO, yaitu pada tanggal 26 Agustus 1967,setelah
pengesahan Undang - Undang No.3 tahun 1967, tentang per -
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ubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pen -
dapatan 1344+, Pajak Perseroan 1925, Pajal Kekayaan 1932 ,
barulah sistim MPS berlaku, sedangkan sistim MPO yangtelah
berlaku terlebih dahulu, dengan Undang-Undang No. 8 tahun
1967 mempunyal landasan hukum, Namun demikian pelaksanaan
sistim MP$ baru pada tahun 1968,

Rencana untuk mengadakan perubahan sistim pemungutan
pajak dari sistim lama menjadi sistim baru, .siidah .. .=
lama sejak dirasakan kekurang mampuan cara lama, dan ber -
alihlah pandangan dari cara lama buatan Negara Belanda «e
sistim yang dipakal oleh Jepang dan Amerika Serikat yaitu

self assegsment.

Dalam gself assessment aktivitas pemungutan pajak diserah -
kan kepada wajib pajak, serta mewajibkan kepada wajib pajak
untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan, laba atau -
kekayaan bersih dan menghitung sendiri besarnya Pajakz -
Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan dan menyetor -
kan ke kad negara,

Slstim self agsessment hanya akan berhasil bilamana
didukung oleh pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi
darl wajib pajak, masyarakat serta administrasi yang baik
dan petugas - petugas pajak yang penuh pengabdian dan ber-
tanggung jawab,

Menyadari kondisi masyarakat, juga administrasi dan para
petugas pajak masih jauh dari syarat - syarat diatas, maka

sebagal langkah permulaan diterapkan sistim i1PS - MPO,
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... dalam tahun berjalan wajib pajak secara otomatis
harus melakukan penghitungan pajaknya sendiri,menyetor
kannya serta melaporkan pajaknya sendiri, Tata cara -
demikian dapat dikatakan dengan tata cara penetapan__-
sendiri atau biasa disebut dengan self assessment,
Pada setlap akhir tahun, wajib pajak diberikan for-
mulir Surat Pemberitahuan atau SPT, Dengan dasar data yang
tercantum dalam SPT serta dari sumbsr data lainnya, kepada“
wajib pajak yang bersangkutan dlitetapkan jumlah pajak yang
semestinya terhutang, meskipun pada wajib pajak yang ber-
sangkutan telah diberikan kesempatan untuk perbaikan dengan

penyetoran MPS akhirnya.

... bahwa selama tahun berjalan diterapkan gistim self
assegsment, tetapi pada akhirnya juga masih harus me -
nunggu Ketetapan dari fiscus. Sehingga disinl dapat di
katakan bahwa pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Ke -
kayaan dan Pajak Perseroan dengan berlakunya tata cara
MPS da?uMPO ini mempergunakan sistim Semi Self Assess-
ment

Uraian - uraian diatas menunjukkan bahwa sistim gelf - =

assessment belum dapat ditefapkah dl Indonesia, sedangkan

tata cara MPS dan MPO merupakan semi self assessgment,

3.2.1. Tata cara MPS,

MPS kependekan dari Menghitung Pajak Sendiri, gdan -
kemudlian dapat diperluas lagl dengan arti menghitung, me -
nyetor, melaporkan pajak sendiri.

13@ata Cara MPS dan MPC Tentang Cara Memenuhi Pajak

‘Berita Pajak, 2 Oktober 1973, hal.39
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Pada sistim MPS, wajib pajak diserahl suatu kepercayaan
untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajainya sendiri,
dan pilhak fiscus hanya melakukan pengawasan bila perlu me-

ngadakan verifikasi.

Hal ini perlu karena pengetrapan sistim self assessment se
cara murni belum dapat dilaksanakan,

Peraturan Pemerintah No.1ll tahun 1967, antara 1lain
menetapkan pelaksanaan MPS sebagal berikut
Kewajiban selama tahun berjalan,

1. Wajib pajak MPS, wajib menghitung pajak yang ter-
hutang selama masa pajakx.

2. Wajib pajak MPS wajib menyetorkan pajak yang -
terhutang pada Kas Negara atau tempat lain yang di
tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak paling 1lambat
dalam waktu limabelas hari setelah berakhirnya masa
pajak.

3. Wajib pajax, wajib melaporkan jumlah pajak yang telah
disetornya, pada Inspeksi Pajak setempat paling -
lambat dalam waktu 20 harli setelah berakhirmya masa
pajak. ’

Dalam hal wajib pajak melakukan kesalahan, masih di
berikan kesempatan baginya untuk mengadakan pembetul
an dalam waktu 10 harl setelah janglla waktu laporan
tengetut dlatas,

Kewajiban pada akhir tahun berjalan,
Setelah pada akhir tahun pajak, wajib pajak mem -
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punyal kewajiban :

1. Melakukan perhitungan akhir mengenal jumlah pajak
yang terhutang selama sgtu tahun taxwim, menurut ke-
tentuan undang-undang yang bersangkutan dan memper-
hitungkan jumlah pajax yang telah disetor baik be-
rupa MPS masa, MPO wajib bayar, Pajak atas Bunga,
Deviden dan Royalty dan Pajak Pendapatan Buruh,

2. Memasukkan surat pemberitahuan akhir pada Inspeksi
Pajak paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan se-
telah tahun pajak berakhir, kecuali ada perpanjang-
an waktu oleh Kepala Ipspeksi Pajak atas permohonan
waJidb pajak,

3. Menyetor kekurangan pajak, bilamana pajak yang ter-
hutang menurut undang-undang lebih besar dard jumlah
yang telah disetornya, penyetoran atas kekurangan
itu harus dilakukan sebelum surat - penberi tahuan
akhir dimasukkan,

Bahwa adanya kesangsian terhadap dipatuhinya  kewajiban-
kevajiban oleh wajib pajak, masih diperlukan penelitian
oleh fiscus baik terhadap kewajiban selama tahun pajak
maupun setelah akhir tahun.
Dalam sistim MPS ini wajib pajak tidak dilepas sama sekali
tetapi diawasi, terutama dalam penentuan pajak yang ter-
hutang pada akhir tahun,

Bilamana wajib pajak tidak memasukkan'surat peni-

teritahuan, setelah diperingatkan dan ditegur secara ter-
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tulis, dikeluarkanlah ketetapan secara jabatan atas dasar
taksiran fiscus.

Pembayaran MPS masa tidak tergantung pada diberi -
kannya surat ketetapan pajak oleh fiscus balk untuk yang
masa dan yang rampung, melainkan kewajiban itu sudah = -
timbul setiap masa pajak, dan besarnya tiap setoran ber-
beda - beda sesual dengan perutahan dasar perhitungan,

Untuk kelengkapan sistim MPS, dipakailah terus -
sistim MPO yang sudah lebih dulu digunakan, jadl sistim ini

berjalan berdampingan,

3.2.2, Tata cara MPO,

MPO kependekan Menghitung Pajak Orang, namun dapat

diperluas dengan artl menghitung, memungut,menyetor dan
melapor pajak orang lain,
Dengan demikian terdapat dua pilhak, pertama adalah orang
yvang melakukan perhitungan, memungut, menyetor dan mé -
laporkan pajak orang lain dan pihak kedua ialah yang di
hitung, dipungut dan disetorkan pajaknya oleh pihak per-
tama, Pihak pertama biasa disebut wajib pungut MPO ( wapu
MP0O) dan pihak kedua sebagali wajib bayar MPO (waba MPO),

Untuk dapat menjadi wapu MPO haruslah ada syarat=-
berupa penunjukan dari Inspeksi Pajak setempat dengan_ =
nomer pengukuhan, ;enunjukan tersebut dilasksanakan secara
selektif dengan memperhatikan unsur :

&, Yang dapat ditunjuk adalah orang atau badan,
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d. Orang atau badan‘tersebut harus bonafide.
c. Administrasinya baik,
d. Dapat dipercaya, bila mereka sebagai wajib pajak MPS
setorannya harus teratur dan beres,
e, Transaksi relatip besar dan frekwensinyva tinggi.
f. Kelangsungan usahanya terjamin,
Syarat - syarat ini perlu diperhatikan agar kepercayaan
yang telah dilimpahkan kepada mereka dapat dilaksanakan
dengan baik dan tidak sia -‘sia.
Setelah menerima penunjukan dari Inspeksi Pajak,wapu
MPO tersebut mempunyal wewenang untuk menghitung  jumlah
pajak yang terhutang dan memungut jumlah pajak yang ter-
hutang darl rekanan yang mengadakan tranéaksi dengannya.
Disamping mempunyai wewenang, wapu MPO juga mem -
punyal kewajiban menyetorkan jumlah pajak yang telah di
pungut setiap masa pajak ke kas negara paling lambtat tujuh
harl setelah akhir masa pajak dan melaporkan penyetoran
MPO tersebut ke Inspeksi Pajak setempat paling lambat 20
harl setelah akhir masa pajak serta memberikan bukti pe-
mungutan MPO kepada rekanan yang telah dipungut pajaknya.
Dengan sistim MPS dan MPO ini ada kemgygkinan bahwa
seseorang atau sesuatu badan dapat menjadl :
a, Sebagal wajib pajak MPS semata-mata.
b, Sebagali wajib pajak MPS dan sebagai wajib bayar MPO,
¢. Sebagal wajib pajak MPS dan sebagal wajib pungut
MPO.,
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Sebagal walib pgjak MPS, sebagai wajib tayar MPQO. -
dan sebagail waj{b pungut MPO,

Sebagal wajib pungut MPO semata - mata,

Sebagai wajib bayar MPO semata - mata,

Didalam praktek sering dijumpai kesulitan, apabila

seseorang atau badan sebagal wapu MPO mengadakan hubungan

ekonomis dengan seseorang atau badan yang Jjuga sama - sama

ditunjuk sebagai wapu MPO, dalam hal ini diberikan ke -

tentuan - ketentuan sebagal berikut :

a,

Ce

€.

Dalam perdagangan pengumpulan, seperti perdagangan
pengumpulan hasil bumi ditunjuk sebagai wapu MPO
ialah pihak pembeli, dan sebagai waba MPO ialah pen-
jual., |

Dalam perdagangan pembagian, sebagai wapu MPO 4i -
tentukan penjual dan sebagai waba MPO ialah pembeli.
Dalam penyerahan jasa, maka sebagal wapu MPO adalah
penerima jasa.

Perdagangan interinsulair sebagai wapu MPC adalah™
pembelinya,

Khusus untuk transaksi dengan instansi Pemerintah
sebagal wajib pungut adalah 1nstansi°Pemerintahtadi
yang dilaksanakan oleh para Bendaharawan, sedangkan
wajib bayarnya adalah pihak - pihak yang mengadakan

transaksi dengan ingstansi Pemerintah tersebut.

Pada hakekatnya MPO adalah pelengkap darl pada MPS Yyang
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disadarl belum dapat diterapkan secara murni di Indonesia.
MPS dan MPO sifatnya sebagai pembayaran dimuka dan selama
tahun takwim berjalan, tidak dapat diperhitungkan satu
sama lain,
Baru pada akhir tahun kedua pembayaran tersebut, diper -
hitungkan dengan pajak yang benar - benar terhutang.
Untuk menjaga jangan sampal terjadi kelebihan pem -
bayaran MPS dan MPO dari pajak yang terhutang maka g1 -
usahakan sedemikian rupa misalnya melalui penentuan tarip
untuk tiap Jenis usaha yang berbeda - beda baik untuk MPS
maupun MPO,
Namun demiklan belumlah menjamin bahwa pajax yang te4lah-
disetor lewat MPS dan MPO akan selalu lebih kecil atau

sama dengan pajak yang terhutang,
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BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN
USAHAWAN DI JAWA TIMUR

1. Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan
khususnya dan pajak negara pada umumnya,di Jawa Tinur di
selenggarakan oleh Inspeksi Pajak dalam linglungan Kantor
Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa Timur) masing-
masing

1. Inspeksi Pajak Surabaya Utara,
2. Inspeksi Pajak Surabaya Selatan,
3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur.
L, Inspeksi Pajak Mojokerto

5. Inspeksi Pajak Madiun.

6. Inspeksi Pajak Kedirl.

7. Inspeksi Pajak Malang.

8. Inspeksi Pajak Jember,

9. Inspeksi Pajak Bojonegoro.

1.1. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jendral .-
pajak,

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak mempunyai
tugas membantu menyelenggarakan pelaksanaan tugas Direkto-
rat Jendral di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksana-
an yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak,

Lk
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Untuk menyelenggarakaﬁ tugas tersebut, Kantor wilayah -
Direktorat Jendral Pajak mempunyail fungsi :

a, Melaksanakan keéiatan-kegiatan tugas Direktorat -
Jendral Pajak dibldang pemberian bimbingan,pembina-
an dan pengamanan tekhnis secara langsung terhadap
pelaksanaan tugas Kantor - Kantor Inspeksi Pajak ,
Kantor-Kantor Inspeksi Ipeda dan Kantor Lelang di
daerah wewenangnya;

b. pengamanan dan pemantapan kebijaksanaan tekhnis .
rencana kerja dan rencana penerimaan Direktorat -
Jendral Pajak sesual dengan kebijaksanaan yang di
tetapkan oleh Direktur Jendral Pajak;

¢, pengendalian dan penilaian serta memberixan pe -
tunjuk-petunjuk kepada Kepala Inspeksi Pajak,Kepala
Inspeksi Ipeda dan Kepala Kantor Lelang Negara di

daerah wewenangnya,

Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak (Jawa
Timur) berkedudukan di Surabaya, termasuk Kantor Wilayah
type A yang terdiri dari :

a, Bagian Umum, yang mempunyai tugas dibidang pelayan-
an tekhnis dan administratif terhadap pelaksanaan
tugas Kantor Wilayah;

b, Bidang Bimbingan Pajak Langsung, yang mempunyai. .-
tugas dibidang bimbingan pemungutan, penetapan dan

penyelesaian xeberatan pajak langsung oleh Kantor-
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Kantor Inspeksi Pajak;

Bidang Bimbingan Pajax Tidak Langsung, yang mem -
punyal tugas dibidang bimbingan cara pemungutan, pe
netapan dan penyelesalan keberatan pajak tidaik -
langsung oleh Kantor-Kantor Inspeksi Pajak dan pem-
binaan serta bimbingan pelaksanaan tugas Kantor -

Lelang;

Bidang Perencanaan Penerimaan dan Penagihan, yang -

mempunyal tugas dibidang perkiraan penerimaan serta
bimbingan penagihan dan tata usaha penerimaan Kantcr
Kantor Ingpeksi Pajak;

Bidang Pemeriksaan Buku dan Pengusutan, yang mem =
punyal tugas dibidang pembinaan serta menyelenggara
kan pemeriksaan buku dan pengusutan terhadap wajib
pajak tertentu;

Bidang Pengendalian Wilayah, yang mempunyal tugas
dibidang pembinaan dan biabingan pelaksanaan tugas
Kantor - Kantor Dinas Luar.

Bidang Bimbingan Ipeda, yang mempunyail tugas di -
bidang bimbingan cara pembaharuan, pengenaan, pe-
mungutan dan penyelesalan keberatan oleh Kantor -

Kantor Inspeksi Ipeda di daerah.

Bagan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Type A, dapat diikuti pada Gambar 1.

1.2, Tugas dan fungsi Kantor Inspeksi Pajak.
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Kantor Inspeksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan
pemungutan pajak-pajak negara secara langsung di  daerah
wewenangnya sesual dengan kebljaksanaan yang ditetapkan
oleh Direktur Jendral Pajak berdasarican peraturan per-
undang-undangan yang berlaku,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Xantor Inspek-
si Pajak mempunyal fungsi :

a, Menyusun dan memelihara administrasi mengenal subyek
dan obyek perpajakan di daerah wewenangnya;

b, menyelenggarakan secara langsung keglatan pemungutan
pajak - pajak negara di daerah wewenangnya berdasar-
kan suatu rencana kerja tahunan;

c¢. melaksanakan ketetapan penerapan peraturan-peraturan
perpajakan yang menjadi weweﬁangnya;

d. membina semua unsur dan faktor dalam rangka inten -
sifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan tugas pe -
mungutan pajak;

€. mengamankan segala sesuatu yang menyungkut tugas-
tugas tersebut pada huruf a sampai dengan @ diatas,

Di Jawa Timur terdapat 9 Kantor Inspeksi Pajak yang ter-
diri dari:

a. 1 (satu) Kantor Inspeksi Pajak Type A yaitu KXantor
Inspeksi Pajak Surabaya Utara;

b. 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 yaitu Kantor
Inspeksi Pajak Surabaya Selatan dan Kantor Inspeksi
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Pajak Malang,

c., & (enam) Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 masing -
maslng Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur, Kantor
Inspeksi Pajak Mojokerto, Kantor Inspeksi Pajak =
Madiun, Kantor Ipspeksi Pajak Kediri, Kantor Inspek
sl Pajak Jember dan Kantor Inspeksi Pajak Bojonegaro.

Kantor Inspeksi Pajak Type A terdiri dari ,

a. Kordinator Administrasi, yang mempunyai tugas me -
nyelenggarakan kordinasi harian, bimbingan dan pe -
mantapan pelaksanaan tugas Seksi Umum, Seksl Pusat
Tata Usaha dan Seksi A£eberatan;

b. Kordinator Texhnis, yang mempunyai tugas menyeleng-
garakan kordinasi, bimbingan dan pemantapan pe -
laksanaan tugas beberapa Seksi Penetapan dan Kantor
Kantor Dinas Luar dilingkungan Kantor InspeksiPajak;

¢. Seksi Umum yang mempunyal tugas menyelenggarakan se-
gala sesuatu yang menyangkut kepegawalan, Keuangan
perlengkapan dan tugas-tugas hubungan masyarakat
serta urusan rumah tangga Kantor Inspeksi Pajak;

d. Seksl Perencanaan Penerimaan dan Penagihan,yang mem-
punyal tugas menyusun perkiraan penerimaan dan pem-
bukuan piutang pajak serta melaksanakan peraturan-
peraturan dibidang penagihan dan restitusij

e. Seksi Keberatan,yang mempunyal tugas menyelenggara-
kan penyelesaian surat-surat keberatan dan  surat-

surat permohonan banding wajib pajak;
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e. Seksi Pusat Tata Usaha yang mempunyai tugas me - -
nyelenggarakan dan menelihara tata usaha pengukuhan,
pengiriman surat pemberitahuan pajak (SPT),pencatat-
an alat-alat keterangan dan melaksanakan segala se -
suatu yang menyangkut tata usaha berkas wajib pajak;

f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Buku, yang mem-
punyal tugas melaksanakan pemeriksaan buku, menyusun
laporan hasil pemeriksaan buku serta mengolah dan
nmenyalurkan alat keterangan kepada Seksi Pusat Tata
Usaha dan satuan-satuan organisasi laimya;

g. Seksi-Seksi Penetapan,yang mempunyal tugas me -
nyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan ke -
wajiban wajib pajak dibicang setoran masa dan me -
laksanakan segala sesuatu yang menyangkut penetapan
pajak, masing-masing mengenai jenis pajak yang men -
Jadi tugasnya;

h. Kantor-Kantor Dinas Luar Tingkat I, yang . mempunyal
tugas melaksanakan pemeriksaan setempat,melaxsanakan
tugas-tugas pengendalian wilayah dan menyusun lapor-
an pemeriksaan setempat serta laporan umum,

Seksi Penetapan pada Kantor Inspeksl Pajak Type A terdiri:

a. Seksl Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);

b, Seksl Penetazpan II (Penetapan Bidang Penanaman -
Modal).

c. Seksl Penetapan III (PPd/PKk).
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d. Seksi Penetapan IV (Pajak Pendapatan Buruh),
e. Seksi Penetapaﬁ V (Pajak Tidak Langsung).
Untuk lebih Jjelasnya dapat diikuti Bagan Organisasi Rantor
Inspeksi Pajak Type A yang tercantum pada Gambar 2.
Kantor Inspeksi Péjak Type B 1 terdiri dari :
a. Kordinator Tekhnis;
b, Seksi Umum;
c. Seksl Perencanaan Penerimaan dan penagihan;
d., Seksi Keberatan;
e, Seksi Pusat Tata Usaha;
f. Seksi Alat Keterangan dan Pemeriksaan Bukuj
g. Seksl - Seksi Penetapan ;
' Penetapan I (PPs/PBDR/MPO);

Penetapan II (Penetapan Bidang Penanaman Modal);
Penetapan III (PP4d/PKk/PPd Buruh);

Penetapan IV (Pajak Tidak Langsung);

]

h. Kantor-Kantor Dinas Lyar Tingkat I,
Bagan Organisasi Kantor Inspeksi Pajak Type B 1 dapat di
ikuti padé Gambar 3.

Kantor Inspeksi Pajak Type B 2 terdiri dari :

a. Seksi Unmumj

b. Seksi Pusat Tata Usaha;

c. Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan;g

d, Seksi Keberatan;

e. Seksi-Seksi Penetapan ;
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- Penetapan I (Pajak Langsung);
- Penetapan II (Pajak Tidak lLangsung);
f. Kantor Dinas Luar Tingkat I/Alat Keterangan dan Pe-
meriksaan Buku,
Bagan Organisasi Kantor Ipspeksi Pajak Type B 2 tercantum
pada Gambar 4,

1.4, Tempat kedudukan dan daerah Wewenang Kantor Inspeksi
‘Pajak.

Sesual derngan isi Surat Keputusan Menteri = Keuangan
Republik Indcnesia No. KEP-951/MK/11/8/1975  tanggal 27
Agustus 1979 ditetapkan bahwa :

1. Kantor Inspeksi Paja't Surabaya Utara bertempat xeduduk-
an &l Surabaya,dengan daerah wewenang meliputi  daerah
admninistrasi pemerintahan Kecamatan Semampir,Kecamatan
Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan,Kecamatan Bubutan,
Kecamatan Tandes,

2. Kantor Inspeksl Pajak Surabaya Selatan bertempat ke -
dudukan di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi
daerah administrasi pemerintahan Kecamatan Genteng, Ke-
camatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari,.serta Kecamatan
Wonokromo dan Kecamatan Wonocolo,

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur bertempat keduduk-
an di Surabaya, dengan daerah wewenang meliputi daerah
admiristrasi pemerintahan Kecamatan Gubeng, Kecamatan

Tambaksarl, Kecamatan Simoxerto, Kecamatan Rungkut ,
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\

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten -
Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangxalan,
Kantor Inspeksl Pajak Malang, bertempat xedudukan di -
Malang, dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis-
trasi pemerintahan Kotamadya Malang, Kabupaten Malang ,
Kotamadya Probolinggo, Kébupaten Probolinggo, Kotamadya
Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.
Kantor Inspeksi Pajak Madiun, bertempat kedudukan di
Madiun, dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis-
trasi pemerintahaan Kotamadya Madiun, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo
dan Kzbupaten Magetan.

Kantor Inspeksi Pajak Kediri, bertempat kedudukan di
Kediri dengan daerah wewenang meliputi daerah adminis-
trasi pemerintahan Kotamadya Kediri, Kabupaten Kediri,
Kotamadya Blitar, Kabupaten Blitér, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, bertempat kedudukan di
Mojokerto dengan daerah wewenang meliputl daerah ad-
ministrasi pemerintahan Kotamadya Mojokerto, Kabupaten-
Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan
Kabupatien Jombang.

Kantor Inspeksi Pajak Jember, bertempat kedudukan dai
Jember dengan daerah wewenang meliputl daerzh adminis -
trasi pemerintahan Kabupaten Jember,Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
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9. Kantor Inspeksl Pajak Bojonegoro, bertempat kedudukan
di Bojonegoro dengan daerah wewenang mellputi daerah ad-
ministrasli pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Tuban dan Kabupaten Lamongan,

2. Keglatan Dalam Rangka Pemungutan Palak Pendanatan.-
Usahawan )
2,1, Pemberian Nomor Pokok Kepada Wajilb Pajak Baru,

Tata cara pemberlan nomor pokok kepada wajib pajak
baru diatur dalam pedoman Induk Tata Usaha Pajak Langsung
dan Pajak Tidak Langsung,

Bahwa tiap usul untuk memberi nomor pokok xepada wajib -
pajak baru, darl siapapun, dengan bentuk dan alat apapun
harus melalui Kepala Seksi Dinas Luar Tingkat I/Alat Ke-
terangan dan Pemeriksaan Buku, dengan membuatkan alat Ke-
terangan dengan bentuk KPDL 11 A dalam rangkap dua,

Dalam hal keadaan yang mendesak dan wajib pajak perlu .-
segera mendapatkan nomor pokok untuk sesuatu pembayaran ,
maka kepada wajib pajak diberl nomor pokok lokal atau nomor
pokok sementara,oleh Dinas Luar segera diadakan penelitian
dan setelah diterimanya KPDL 11 A dari Dinas Luar maka
nomor pokok nasional harus segera diberikan sebagal ganti
nomor pokok lokal tersebut.

Lembar pertama KPDL 11 A tersebut dipergunaxan untuk  di-
teruskan ke Unit Tata Usaha Nomor Pokok Perorangan  kalau
mengenal wajib Pajak Pendapatan Usahawan, Kepala Unit Tata
Usaha Nomor Pokok setelah meneliti bahwa calon wajib pajak
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tersebut belum dikenal pada Kartu Pendaftaran Induk Wajib
Pajak tersebut} maka calon wajib pajak tersebut dibukukan
kedalam Buku Register Nomor Pokok dan selanjutnya dibuat -
kan kartu pendaftaran wajib pajak, dan dibuatkan pula surat
pemberitahuan nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajxk
yang bersangkutan, Selanjutnya untuk menyelenggarakan peng-
awasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajid pajak dibidang
setoran masa dan melaksanakan segala sesuatu yang me-
nyangkut penetapan Pajak Pendapatan Usahawan menjadi tugas
Seksl Penetapan III pada Kantor Inspeksi Pajak Type A dan
B 1 atau Seksi Penetapan I pada Kantor Inspeksi Pajak Type
B 2, Seksl - seksl yang bersangkutan akan membuat Kkartu
pengawasan induk,kartu pengawasan pembayaran dan  kartu
pengawasan laporan, Kartu pengawasan induk dipergunakan
untuk mencatat keadaan wajib pajak selama 5 tahun hingga
akan merupakan dokumentasi berharga tentang perkembangan
wajib pajak, keadaan dan perkembéngan usaha wajib pajak.
Kartu pengawasan pembayaran yaltu kartu untuk tempat me-
nempelkan segi pembayaran, sedangkan kartu pengawasan -

laporan ialah kartu yang dipakal untuk mencatat tanggal

penerimaan laporan, bulan pembayaran masa, tanggal pem =~

pbayaran dan nomor kas pembayaran masa beserta jumlah uang-

nya dan tanggal dikeluarkan peringatan dan teguran,

2,2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peaungutan Pajak.
Prinsip pemungutan pajak yang merupakan suatu cara

pelaksanaan pemungutan pajak untuk mencapai tujuan yang
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telah ditentukan itu, Direktorat Jendral Pajak telah mem-
punyal Tri Dharma Perpajakan, Panca Tertib Direktorat =
Jendral Pajak, Plot Design dan usaha-usaha lain dalanm -
rangka intensifikasl dan ekstensifikasi pemungutan pajak.
2.2.1. Tri Dharma Perpajakan.

Ada 3 (tiga) pokok cara bertindak yang terkandung
didalam Tri Dharma Perpajakan yaitu :

1. Pemupgutan pajak meliputl segenap wajib pajak,

Ini mengandung arti bahwa pemuﬁgutan pajak itu ik
mengenal pilih bulu atau pilih kasih, Bagl orang yang me-
nurut peraturan seharusnya terkena pajak, harus tidak di-
benarkan untuk menghindarinya ataupun-dihindarkannya ,

2. Pemungutan:pajak meliputi obyek semestinya,

Yang dinaksud dengan obyek disini ialah obyek pajak
yaltu sasaran pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud b
oleh undang « undang, pada sasaran inilah diperoleh nilai
dasar untuk dikenakan pajak, nilai dasar ini disebut pula
tax - base, dan pengenaan pajak itu ialah pengenaan suatu
tarip pada tax - base tersebut, Dalam Pajak Pehdapatan -
obyek pajaknya ilalah pendapatan dan tax-basenya 1alah =
nilai atau jumlah pendapatan bersih diatas BPBP (Batas Pen-
dapatan Bebas Pajak). Biasanya tax-base ini disebut Pen-
dapatan Sisa Kena Pajak (PSKP).

3. Pemungutan pajak tepat pada waktunya.
Dharma yang ketiga darli Tri Dharma Perpajakanl ind

mengandung petunjuk tentang .pelayanan yang cepat,pelayanan
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yang menyenangkan dan efektif, Baik bagl petugas maupun

bagl wajib pajak, waktu adalah berharga. Walaupun perxata-

an tepat waktu bukanlah berarti cepat, namun ketepatan -

waktu pastilah menimbulkan akibat rasa dalam diri ' manusia

yang bersangkutan sebagai rasa yang menyenangkan,

Pelayanan yang menyenangkan ialahﬁpelayanan yang menganding

sikap sebagai berikut :

- sikap rela melaksanakan hukum pajak sebagaimana adanya

- sikap rela melaksanakan tugas;

- slkap tidak memihak walaupun terhadap dirinya sendiri se-
kalipun;

- sikap menghargai wajib pajak; dan

- sikap ramah tamah,

Petugas yang mampu memberikan pelayanan yang tepat pada =

waktunya adalah petugas yang bekerja dengan effektifitas

yang tinggi.

Secara teoritis sistim MPS dan MPFO adalah menjalan-
kan pembayaran pajak pada saat ngib pajak mampu mem -
bayarnya. Tetdpl menurut kenyataanya wajib pajak kebanyak-
ah tldak mau memanfaatkan peraturan yang sebenarnya dapat
menolong dirinya dari kesulitan itu, mereka melakukan setor-
an sesuka hatinya tanpa mengkaitkan dasar perhitungan yang
sebenarnya .
cleh karenanya Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan
blmtingan MPS yang pada pokoknya wajlb pajak diéjak datang

ke Kantor Inspeksi Pajak untuk mendapatkan penerangan dan
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bimbingan, supaya mereka dapat mengisi SPT akhir dengan -
baik sedemikian rupa sehingga petugas pajak tidak lagi -
mengadakan verifikasi dikemudian hari,
Bagl wajlb pajak yang telah mengisi SPT akhir sesuai dengan
bimbirgan, maka hutang pajak tahun lalu telah dianggap . -
rampung.
Tetapl walaupun telah diberikan bimbirgan pada kenyataan -
nya wajib pajak tetap menyetor sesuka hatinya sendiri, hal
ini dikarenakan belum ada kesadaran dezn kejujuran dari =
pihak wajib pajak,

Kalau pada MPS persoalan pertama terletak pada -
Jumlah setoran pajak yang masih Jauh éibawah yang seharus-
nya, berbeda dengan MPO ditinjau dari segi penerimaan culap
meyakinkan, tetapi bahwa tujuan MPO disamping untuk meng -
amankan penerimaan juga untuk mengadakan pertambahan wajib
pajak, tetapi maksud terakhir ini tidak tercapai karena
bilasanya dokumen-dokumen yang diterima oleh Inspeksi Pajak
banyak berisi nama dan alamat palsu, sehingga tidak dapat
digunakan sebagal alat ekstensifikasi, juga sulit untuk ‘-
intensifikasl karena banyak pula wajib pajak yang sudah di
kenal di administrasi Inspeksi Pajak tetapi tidak mau me-
nyebutkan nama dan alamat sebenarnya dalam dokumen MPO.

Sebab lain yang dapat menghambat pelaksanaan sistim
MPG, misalnya karena sistim MPO dapat menimbulkan persaing-
an yang tidak sehat diantara para pengusaha, karena tldak

semua pengusaha yang bergerak pada jenis usaha yang sama
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dapat ditunjuk sebagai Wapu MPO,

Hal tersebut diutas dapat menghambat penerimaan pajagk . -

khususnya Pajak Pendépatan Usahawan, karena'bilamana wa jit
pajak dibiarkan menyetor sesuka hatinya berarti menghambat
penerimaan, disamping itu bagi wajib pajak yang telah -
dengan jujur melakukan penyetorannya dan kewzjiban lainnya
akhirnya akan merasa adanya ketidak adilan dan lapun akan

terbawa arus untuk ikut berbuat demikian, sedangkan MPO

dengan pungutan yang tidak merata menyebabkan wajib pajak

lari kepada badan atau orang yang ditunjuk sebagai wajib

pungut.,
2.2.2. Panca Tertib Direktorat Jendral Pajak.

Negara kita yang sedang membangun disegala bidang
itu mengalami kemajuan-kemajuan tertentu, Untuk dapat me-
ngikuti kemajuan itu maka cara pemungutan pajaknya  harus
pula ada penyesuaian agar supaya pelaksanazan Irl Dharma -
Perpajakan dapat berlangsung secara baik,

Penyesuaian itu dapat berwujud dalam bentuk sarana=- sarana
tertentu atau tata - tertib tertentu,

Sejak Pelita I penyesuaian didalam pemungutan pajak telah
dilancarkan dengan sarana yang dikenal dengan Panca Tertib
yaitu :

a. Tertib organisasi.’ .

Dalam hal yang dimaksud dengan organisasi . ialah
organisasi Direktorat Jendral Pajak yaitu serangkaian ~

hubungan formil dan informil dari tugas-tugas dalam tubuh
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Direktorat Jendral Péjak untuk mencapal tujuan yang di -
tentulan, Ringkasnya dapat dikatakan bahwa untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan maka Direktorat Jendral Pajak
harus mempunyal organisasl yang sesual. Ini mengandung arti
bahwa ketepatan memillih organisasi dan dalam pelaksanaannya
organisasl yang tepat 1tu akan merupakan potensl tersendiri,
dalam artil mempermudah tercapainya tujuan,

b, Tertib administrasi,

Administrasi yang selalu up to daté dan senantiasa
siap pada waktunya, adalah mengandung potensi yang besar
untuk melayani pemungutan pajak atau pelaksanaan tugas yang
effisien, Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi  tidak
dibenarkan apabila petugas berpendirian pokoknya as3] = -
selesal, melainkan harus senantiasa berusaha untuk nmendapat-
kan = . cara yang tepat daﬁ siap dalam waktu yang tepat -
pula,
¢, Tertib prasarana,

Yang dimaksud prasarana disini ialah alat - alat dan
tenaga yang menunjang penyelenggaraan tugas pekerjaan untuk
mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditentukan,
Agar supaya prasarana mempunyal potensl yang besar haprus .
selalu memenuhi & syarat yaitu s
syarat tempat, syarat waktu, syarat jumlah dan syarat jenis.
d. Tertib personalia,

Pada hakekatnya personalia ini adalah paling pokok ,

karena lain-lainnya akan dipengarunhi oleh manusianya,
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Yang melakukan peke rjaan adalah manusia dan yang ingin -
mencapal tujuan jugg manusia,Untuk mempertesar poténsinya

agar supaya manusia itu dapat bekerja lebih efektif,lebih

teratur dan lebih tertib manusia menggunakan crganisasi,

administrasl dan prasarana dalam melakukan tugas pekerja-

annya itu, Bahwa manusia dapat merupakan potensi positip

dan dapat pula negatip, artinya dapat terjadi manusia atau
sekelompok manusia bersikap menghalangl tercapainya tujuan
karena mempunyal kepentingan lain,

Dengan tertib personalia ini diarahkan agar manusia me -

rupakan potensi yang positip

e, Tertip Operasionil,

Operasionil yang dimaksud disini ialah tindakan
atau.pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perpajakan,
Potensl operasionil adalah potensi untuk mengubah kemampu
an menjadi tindakan nyata. Jadli yang dituntut adalah tin-

dakan nyata sesuai dengan kemampuannya.

2.2.3 Plot design.

Dengan surat edaran Direktur Jendral Pajak -
No. SE-10/PJ.532/1980 tanggal 9 Mei 1930, Direktorat Jen-
dral Pajak melaksanalmn ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak
Pendapatan dengan sistim atau metode plot design.
Plot design ini mempunyal 2 sasaran yaltu plot Ipeda dan
plot lokal,
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2.2.3.1 Plot Ipeda,

Plot Ipeda ialah pelaksanaan ekstensifikasi di _-
lakukan dengan menggunakan data Ipeda., Ekstznsifikasi ini
disebut juga ekstensifikasi plot nasional.

Tindak lanjut pelaksanaan plot Ipeda ini oleh Direktur -
Jendral Pajak telah dikeluarkan Surat Keputusan No., . ., =
Kep-653/PU.5/1980 tanggal 13 Nopember 1980 tentang pe -
tunjuk pelaksaan ekstensifikasi jumlah wajid pajak, Pajak
Pendapatan dengan plot design wajib Ipeda Perxotaan,
Pelaksanaan eksténsifikasi dilakukan dengan menggunazan
daftar dan data wajib Ipeda Perkotaan yang digarap dengan
sistim plot design.

Sasaran ekstensifikasi ini ialah Wajib Ipeda . Per~
kotaan yang memenuhl syarat sebagal Wajib Pajak Pendapat-
an (PPd), Medan sasaran ditentukan :

a. Seluruh Kotamadya di Indonesia.

b. Seluruh kota Kabupaten dimana jumlah wajib Ipedanya
mencapai jumlah 10.000 (orang/badan) keatas.

¢. Seluruh kota-kota dimana terdapat Kantor Inspeksi -
Pajak.

d. Khusus bagi Inspeksi Pajak yang wilayahnya meliputi
daerah perkotaan yang sedang tumbuh secara relatip
pesat, daerah semacam ini dijadikan medan sasaran
ekstensifikasi,

Bkstensifikasl dengan sistim plof design dimulal  dengan
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menentukan batas ekstensifixkasl yang disingxat E, yaitu -
batas ketetapan Ipeda berapa rupiah yang diduga memenuhi
syarat sebagal Wajib Pajak Pendapatan,

Wajib Ipeda Perkotaan yang kohirnya dibawah E tidak dijadi
kan sasaran ekstensifikasi. Kohir Ipeda yang menjadi ukur-
an ialah kohir tahun 1979. Besarnya E ini ditentukan oleh
Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, selaiﬁ itu juga di
tentukan target ekstensifikasi yang disingkat T bagi ma -
sing - masing Inspeksi Pajak.

Untuk menunjang pelaksanaan ekstensifikasi dibutuh -
kan kelengkapan data petunjuk. tentang Wajib Ipeda Perkota
an, Data petunjuk ini dikumpulkan dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang disingkat Q. Formulir Q ini disampaikan ke
pada Wajib Ipeda dan setelah diisi dikembalikanke Inspexsi
Ipeda untux diadakan pendataan dalam, dengan mengadakan pe
ngelompoXkan $

a. Wajib Ipeda yang belum mempunyal Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dipisahkan dari Wajib Ipeda yang sudah
mempunyai. NPWP.

b, Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP, . ' dipisahkan
lagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Wajib Ipeda
yang kohirnya E keatasdan kelompok Wajib Ipeda yang
kohirnya dibawah E,

Darl kelompok Wajib Ipeda yang belum mempunyai NPWP dan
besarnya ketetapan Ipedanya E keatas dibuatkan daftar -
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dengan bentuk PD1 untuk dikirimkan ke Inspeksi Pajak.
Di Inspeksi Pajak daftar PD1 tersebut dl tata usahakan di
Kantor Dinas Luar Tingkat I dan dibuatkan daftar dalam -
bentuk Dn1. Berdasarkan daftar Dn1 tersebut Petugas Dinas
Luar (PDL) melakukan pendataan medan yaitu tindakan me -
ngumpulkan data dari setiap Wajib Ineda untuk dipakai me-
nentukan dapat atau tidaknya dijadikan Wajib Pajak Penda-
patan Usahawan, |

Wajlb pajak baru yang dihasilkan dari pendataan -
medan masih merupakan wajib pajak yang memerlukan pembina
an, Agar supaya dalam jangka tertentu mereka mampu me-
menuhi kewajlbannya dengan baik maka pembinaan perlu di
lakukan sebalk-balknya oleh Dinas Luar,

Wajlb pajak baru yang dihasilkan tersebut harus me-
menuhi syarat sebagal berikut :

a. Subyek dan obyek pajak yang ditemukan adalah sama
sekali baru,

b. Wajib pajak yang bersangxutan belum pernah ter U=
daftar di Inspeksi Pajak manapun, atau dengan per-
kataan lain belum pernah diberikan NPWP.

Nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak inl selama
dalam pembinaan ialah nomor pokok regional yang disingkat
NPR, dan selama dalam pembinaan pajak yang dikenakan ha-
nya Pajak Pendapatan saja.

Setelah pengukuhan wajib paj)ak plot nasional dengan
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nomor pokok regional dilakukan, segera diterbitkan surat
keputusan tentang penentuan MPS. Besarnya MPS yang harus
disetor setiap bulan ditentukan pada Pasal 19 ayat ( 1)
huruf ¢ Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Jumlah Wajib
Pajak "Pajak Pendapatan”" Dengan Plot Design Wajib Pajak
Ipeda Perkotaan yang berbunyl sebagal berikut :
¢, Pengenaan pajak sebagal wajib pajak PPd dibina me-
lalui pengenaan MPS yang wajib dilunasi setiap- -
bulan. Besarnya MPS setiap bulan sebagai langkah
pembinaan ditentuxan sebagai berikut :
1. Untuxk yang berdomisili dikota-kota Jakarta
Surabaya, Medan, Semurang, Bandung dan Palembang
Rp 3-000’-
2, Untuk yang berdomisili didalam Kotamadya dan
kota Administrasi selaln yang telah disebub
angka 1 diatas Rp 3000,-

3. Untuk kota Kabupaten dan daerah Administrasi -
Rp 1000, - 1

Sebelum tahun pajak berakhir kepada setiap wajib pajak
yang dibina diberikan formulir surat pemberitahuan pajak
pembinaan atau yang disebut SPT Plot.

Pengisian dan pengiriman SPT Plot juga mendapat pembina-
an dari Pétugas Dinas Luar,Ketetapan rampung hanya dapat
diterbitkan apabila SPT Plot telah dimasukkan oleh wajib
pajak yang bersangkutan,

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP . .-
§53/PU.5/1980 y tercantum pada lampiran,.

Tpirektorat Jendral Pajak,Petunjuk . - Pelaksanaan
Ekstengifikasi Jumiah Wajib Pajak "Pajak Pendapatan" -
Dengan Plot Cesign Wajib Ipeda Perkotaan, Jakarta 1980,

al,l
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2.2.3.2 Plot lokal.

Pada plot.lokal, pelaksanaan ekstensifikasi di

tangani langsung oleh Inspeksi Pajak masing -~ masing

serentak di Indonesia dimana sasaran yang dituju sebagai

sumber data adalah terserah pada pilihan dari Inspeksi

Pajak yang bersangkutan,

Sagaran yang dituju sebagai sumber data perlu memperhati-

kan ketentuan - ketentuan sebagai berikut ;

a.

Pemilihan plot loikal sebagal sasaran sumber data
ekstensifikasi dapat berupa buku telepon, surat -
ijin usaha perdagangan (SIUP) dan sebagainyadengan
catatan tidak boleh memakai sumber data Ipeda se-
bagal plot lokal karena terakhir inil merupakan plot
nasional,

Femilihan suatu sasaran sebagal plot lokal hendak-
nya disertal pertimbangan yang cukup matang dimana
wajib pajak yang nantl dihasilkan sebagai hasil
ekstensgifikasi, baik subyek maupun obyek relatip
memiliki potensi yang stabil atau dengan perkataan
lain kesalahan memilih plot yang hanya menghasil -
kan wajib pajak tidak obyektip harus sejauh
mungkin dihindarkan,

Setelah plot dipilih, pekerjaan mula - mula yang harus

ditangani ialah mengumpulkan data segunder, yang dlsetut

pendataan dalam yang diperkirakan dapat mengr.asilkan
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wajib pajak baru., Berdasarxan pendataan dalam, kemudian .-

dilakukan pendataan Juar atau pendataan medan. Berdasarkan

hasll dari pendataan medan ini dilakukan pengukuhan wajib
pajak baru,

Pemilihan plot lokal pada Inspeksi Pajak dalam =~ -
lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa
Timur dalam tahun 1980 yang lalu adalah sebagai berikut :
1. Inspeksl Pajak Surabaya Utara, memilih plot daerah yang

meliputl daerah pertokoan, real estate dan industri.

2, Inspeksi Pajak Surabaya Selatan, memilih plot daerah
yang meliputi daerah pertokoan, real estate dan industrl

3. Inspeksi Pajak Surabaya Timur, memilih plot daerah yang
meliputi daerah pertokoan, real estate dan industri.

4, Inspeksi Pajak Mojokerto memilih nomor rumah (jalan).

5. Inspeksi Pajak Bojonegoro memilih surat ijin usaha per-
dagangan (SIUP),

6. Inspeksi Pajak Jember memilih,SIUP, DLLAJR dan Kantor
Perindustrian, Kantor Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan
Umum, Depot Logistik dan Perusahaan Jawatan Kereta Api,

7. Inspeksli Pajak Malang,memilih penguasaan wilayah,

8. Inspeksi Pajak Kediri, memilih surat ijin usaha per -
dagangan.,

9., Inspeksi Pajak Madiun , memilih surat ijin usaha per -
dagangan,

Plot lokal ini pelaksanaannya dimulai pada tahun 1980 se -

rentak di seluruh Indonesia
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2.2.4, Keharusan mencantumian Nomor Pokok Wajib Pajak,

Dalam rangka menunjang tugas dalam perpajakan -
Menteri Keuangan Repubiik Indonesia dengan Surat Keputusaﬁ
No.k15/KMK.01/1977 tanggal 30 Desember 1977 telah menge -
luarkan keputusan tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib, -
Pajak pada Dokumen Ekspor/Impor/Antar Pulau/Cukai dan .-
Dokumen Pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan Negara kepada
Rekanan/Pemborong serta i;zin-izin yang diberikan oleh . -
Direktorat Jendral lainnya serta Badan dalam lingkungan
Departemen Keuangan,

Tujuan dari keharusan mencantumkan NPWP adalah untuk men-
jaring badan atau orang yang seharusnya menjadi wajib pajax
tetapl selama ini selalu saja dapat lolos dari pendaftaran
sebagal wajib pajak, sehingga dengan demikian terhindar
pula darl kewajiban pembayaran pajak secara baik, Tegasnya
gsasaran utama dari pada keharusan mencantumkan NPWP adalah
terhadap subyek pajak, yaltu badan-badan usaha atau orang
yang karena perusahaan atau usahanya memperoleh pendapatan

tertentu, sehingga terhadapnya berlaku kewajiban membayar
pajak Pendapatan.

>

2,2.5, Pengawasan pembayaran masa, dengan 3
. meneliti pemenuhan pembayaran masa oleh para wajib

pajak;
- memberikan instruksi-instruksi tertulis tentang
pengamanan operasionil kepada Kasubsi / Pemegang

Buku Tabelaris;
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- mencztat Instruksl tersebut dalam buku khusus;

- mengadakan penelitian mengenai dipenulinya ™
jnstruksi - instruksl yang sudah diberikan,

Pengawasan atas pencairan tunggakan,

Mengadakan pengawasan atas pencairan tunggakan

dengan

- penertiban administrasl penagihan;

- mengadakan penagihan secara aktif persuasip;

-~ menyelesaikan surat-surat keberatan;

- mengadakan rapat-rapat tentang pencairan tunggak-

an,

Pemeriksaan tahun berjalan:

Mengadakan pemeriksaan tahun berjalan dengan :

memberi. dorongan kepada wajib pajak untuk memenuhi

penyetoran masa yang sesual dengan keadaan se-
benarnya dan pada waktunya;

- membantu kXelancaran dan peningxzatan penerimaan -
pembayaran masaj

- Waktu pemeriksaan relatip singxat tetapi memberl
hasil yang effektif;

- memperoleh tambahan wajib pajak baru yang poten -
siil.

Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT).

Memperluas pengiriman SPT dengan :

-~ pengiriman SPT tepat pada waktunya dan menyeluruh

kepada wajib pajak yang bersangiutan;
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- memberikan/mengirimkan SPT kepada para pejabat
negara eselén IIT keatas;
- memberikan/mengirimkan SPT Direksi melalui per=

usahaan perusahaan milik negara yang bersanghkutan,

3 Hasil Usaha Peningkatan Pemungutan Pajak Pendapatan

Ugaghawan di Jawa Timur,

Seperti telah dikemukakan, bahwa dalam menyelenggara
kan pemungutan pajak Kantor Inspeksi Pajak telah mempunyai
pedoman atau xetentuan-ketentuan didalam melaksanakan tugas
nya, dimana pedoman atau ketentuan-ketentuan tersebut ber-
laku untuk seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia.
Namun demikian hasil dari pelaksanaan pemungutan pajak’ -
tiap-tiap Inspeksl Pajak selalu berbeda, tergantung pada
keadaan dan kemampuan daerahnya dan petugas pelaksananya.

Hasll yang dapat dicapai oleh Kantor-Kantor Inspeksi
Pajak dalam lingkungan Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral
Pajak (Jawa Timur) dalam melaksanakan pemungutan Pajak Pen-
dapatan Usahawan maupun pajak negara pada umumnya dapat -

penulls sajikan sebagai berikut.

3.1 Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan,

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Pajak Pen-
dapatan Usahawan selalu meningkat, baik dilihat dari seton
an masa atau MPS maupun kohir, Pada tahun 1975/1976 rea -
lisasi penerimaan tercatat Rp 2.140.634.000,- dan  terus
meningkat sehingga pada tahun 1980/1931 menjadi sebesar
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Rp '+, 818,808,000,-. Pada tahun 1975/1976 setoran MPS se-
Lesar Rp 1.027,.%72.000,- dan setoran yang melalul kohir -
Rp 1.112,762,000,-. Pada tahun 1980/1981 setoran MPS telah
meningkat pula menjadi Rp 1.770,372.000,-,
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, penulis sajikan
data realisasi penerimaan PPd Usahawan dari tahun anggar-

an 1975/1976 g/d 1980/1981,

TABEL 4
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN

DI JAWA TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN .

1975/1976 s/d 1980/1981
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
[ fuhun Anggapan | FeAlisasi Penerimasn PPd Usahawan
' MPS Kohir Jumlah
1975/1976 1,027,872 | 1,112,762 | 2.140,63%
1976/1977 1.651.359 | 1,058,049 | 2,709,408
1977/1978 1.851.49% | 1,029,143 | 2.830.637
1978/1979 2,266,389 | 1,100,744 | 3,367,132
1979/1980 2,542,995 358,141 | 3.901,136
1980/1981 3,048,436 | 1,770,372 | 4,818,808

Sumber: Laporan-laporan Triwulan ke IV Tahun Anggaren,Kan-
wil VI Ditjen Pajat Jatim,Departemen Keuangan 1981,

Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan ter-
sebut terus meningkat,

Kalau dibandingkan dengan rencananya pada tahun anggaran
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1975/1976 realisasinya melampaul rencana, tetapi pada tiga
tahun anggaran kemudian yaitu tahun 1976/1977, 1977 / 1973
dan 1973/1979 realisﬁéinya tidak dapat memenuhi taréej't,
karena banyak ketetapan pajak belum dilunasi yang akhirnya
menjadl tunggakan, dan tunggakan pajak ini semaxin mem-
besar .

Sebab lain ialah adanya wajib pajak Pendapatan WUsshawan -
yang berallh ke Pajak Perseroan, Setelah diadakan se -
rangkalan usaha pencairan tunggakan dan penagihan  aktip-
persuasip maka pada tahun anggaran 1979/1930 dan 1950/1981
realisas! penerimaan dapat melampaui rencananya,

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5.
TABEL 5
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENDAPATAN
USAHAWAN DI JAWA TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN

1975/1976 s/d 1980/1931
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

- =EzzsmsssSssgs=sosssssssm=sosssszzossscosssssssSszossoss
’Tanm Anggaran' Rencagznej‘magﬁaﬁgagﬁahaggsentase —1
1975/1976 2.112.500 2,140,634 101,3
1976/1977 3,022,675 2.709.408 89,6
1977/1978 3.130.700 2,830,637 92
1978/1979 3,641,431 3.367.122 92,9
1979/1980 3.861.627 3.9C1.126 101
1980/1981 | .41k, 964 4,818,808 i 109
szZsssoiossmassisssssoscIssrdssoossoozoszsshossmzassozss

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa
Timur, Departemen Keuangan 1981,
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3.2 Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan,

Jumlah Wajib Pajak Pencapatan Usahawan beberapa . -
tahun terakhir ini peftambahannya ternyata seret sekali ,
malatan pada tahun 1978 justru tidek bertambeh tetapl se-
baliknya yaltu berkurang.

Hal inilah yang selalu menjadi bahan pemikiran oleh para
pimpinan Direktorat Jendral Pajak., Kalau dilihat dengan
adanya pemtangunan yang dilzltsanakan semekin meningkat,
tentu diharapkan Jjumlah wajib pajaknya pun akan meningkat
pula, tetapi kenyataan yang ada jumlah wajib Pajak Penda~
patan Usahawan seret sekali perkembangannya,
Usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya telah
dilaksanakan misalnya dengan return guidance atau bimbirg-
an MPS, operasl door to door, pFnetapan tambahan wajib -
pajak 11%, penglrizan SPT kepada para Direksi Perusahaan-
Perusahaan Negara dan para pejabat negara yang menduduki
eselon III keatas dan sekarang yang sedang giat dilaksana
. kan ialah eltstensifikasi Wajib Pajak Pendapatan dengan -
sistim plot design,

Pada 1 Janhari 1976 jumlah Wajib Pajak . Pendapatan
Usahawan tercatat 31.933 wajib pajak, dan selana 2 tahun
meningkat menjadi 23,758 wajib pajak pada 1 Januari 1973.
Tahun 1978 jumlzh wajlb pajak tersebut justru  berkurang
sehingpa tinggal 32,677 wajib pajax pada 1 Januarl 1979.
Dua tahun berikutnya jumlah wajib pajak mengalami “enaik-

an yaitu cada 1 Januari 1931 tercatat 234,117 wajib pajak.
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Data jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan dan

seluruh wajib pajak yang terdaftar di Jawa Timur,

diikuti. pada tabel

6.
TABEL 6

77

JUMLAH WAJIB PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN DAN JUMLAH
SELURUH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI JAWA TIMUR
DARI 1/1/1976 s/d/1/1/1984

. T . s At e B g S i St o S . ]

Keadaan pada

{_Jumlah Wp terdaf

Y e B D D g, PO e o B s e T A W S S e b e o e B e O D e . S e = W s B G

ar di Jawa Timur

jumlah

dapat

PPd Usahawan

Pajak Negara

P~

1 -4 -Laglé
1 -1 =~ 1977
1. - 1 = 1978
1 -1 - 1979
1 -1 - 1980

Sumber: Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa

31.933
32,164
33.758
32,677
33.071
3. 417

. o B g e T e e S e e o e TS e e o e = e 4 P g S g e S D e s, S ]
- e - e N T N L e e s N e T S s L e ===

5k, 372
54,653
54, 356
55.618
57.947
59.312

Timur, Departemen Keuangan 1981,

3.3. Peranan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap

negara di Jawa Timur.

’

Besarnya peranan Pajak Pendapatan Usahawan ter -

hadap penerimaan pajak negara yang dipungut di Jawa Tmur
dapat dlketahul dengan mengadakan perbandingan
realisasl penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan

realisasl penerimaan pajak negara setiap tahunnya |, yang

dapat diikuti pada tabel 7.
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TABEL 7
PERANAN PAJAK PENDAPATAN USAHAWAN TERHADAP
PAJAK NEGARA DI JAWA TIMUR
1975/1976 s/d 1980/1981
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
F:====== P ettt b=ttt L T S S T 31 L P T X
Tahun Anggaran RﬁalisaSi Pener_i_@_aan
: " PPd, Ush AT;;Jak‘Négara. Peranan(%)
1975/1976 2.140.63% | 46,185,701 %,63
1976/1977 2.709.4%08 | 53,605.163 5,05
197741978 2.880.637 | 69.649.178 by 14
197%/1979 3.367.133 | 81.170.624 l, 15
1979/1980 3.901.136 | 89,007,473 4,38
19830/1931 4,518,808 113,920,949 4,05
S ZSSI®os=SISS3SassEsossososSconszizsSosssSooSsoosoooomomosmo
Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Jawa

Timur, Departemen Keuangan 1981.

-

Dipandang dari jumlah penerimaannya sistim pemungut
an MPO selama inl keadaannya cukup mantap, dimana pe -
nerimaan MPO dari tahun anggaran 1975/1976 sampali dengan
1980/1981 terus meningkat, tetapi kalau dilihat dari segi
dokumennya sulit dijadikan bahan untuk menunjang usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak =~ Pen =~
dapatan Usahawan karena banyak dokumen yang tidak lengkap
dan dengan alamat palsu,

Realigsasi penerimaan MPCU tercantum pada tabel 8.
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TABEL 8
REALISAST PENERIMAAN MPO DI JAWA TIMUR
TAHUN 1975/1976 s/d 1980/1981
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun Anggaran Reallisasi Penerimaan
1975/1976 Ceeteeneaneaaes 11,310,494
1976/1977 A L9 5 =i b
1977/1978 cerersreaensess 22,525,033
1973/1979 ceseusssnaiinee 24,612,533
1979/1980 Y e N Ao o 31,298,007
1980/1981 b L e, 116,555,664

Sumber : Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak
Jawa Timur, Departemen Keuangan 1931

TABEL 9
JUMLAH PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
DI JAWA TIMUR TAHUN 1976 s/d 1981

Keadaan Pada Jumlah Pegawail
1-1-1976 oo Baade o T 1.437
1-1-1977 B e 2 s e e rs 1,425
1-1-1978 ceterreieiienns 1,534
1-1-1979 seecdsstnisantos 1.53k
1-1-1930 Ceteeneraranans 1.559
1-1-1931 Cerereteeannaae 1.571

Sumber : Kantor \lilayah VI Direktorat Jendral Pajak
Jawa Timur, Departemen Keuangan 1991,
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Junlall pegawal pada 1 Januarl 1976 tercatat 1,437 ,
sedang pada 1 Januari 1977 hanya 1.425 hal ini karena pada
tahun 1976 terdapat 4 orang yang menjalani masa pensiun
dan ada pegawal yang dimutasikan keluar daerah Jawa Timur
sedang pada tahun yang sama tidak ada penerimaan pegawail -
baru,

Pada 1 Januari 1978 dan 1 Januari 1979 jumlah pega-
wal tercatat 1.534 yang berarti terdapat tambahan pegawai
109 apabila dibandingkan dengan keadaan pada 1 Januari 1977,
karena pada tabun 1977 mendapat’ tambahan pegawai baru,

Pada 1 Januari 1980 keadaan pegawai 1.559 atau suatu tambah-
an pegawal 25 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Junlah pegawal pada 1 Janueri 1981 mencapai 1.571 yang ber-
artl terdapat tambahan éegawai sebanyak 12 yang berasal da-
ri siswa Sekolah Tinggl Akuntan Negara di Jakarta,

Sejak 1 Januari 1976 sampail dengan 1 Januari 1981 -
terdapat tambahan jumlah pegawai sebanyak 123.

Dengan adanyd tugas-tugas atau pekerjaan yang selama ini -
terus berkembang, dimana Direktorat Jendral Pajak di Jawa

Timur pada tahun anggaran 1975/1976 berhasil memasukkan pa
jak negara sebesar Rp 46,185,701.000,- dan pada tahun ang-
garan 1980/1981 pajak negara yang berhasil dipungut telah

meningkat menjadi Rp 118,920,949,000,-.maka untuk dapat le-
bih memantapkan tugas-tugas Direktorat Jendral Pajak di -
Jawa Timur di waktu mendatang, jumlah pegawal yang ada se -

karang ini masih perlu ditambah.
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4. Hambatan Hambatan yang di Jumpai Dalaf pPelaksanaan.
Pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pendapatan Usaha

wan, di jumpai hambatan-hambatan sebagai berikut:

d.

Ce

Pada waktu dilakulkan pemeriksaan setempat oleh Pe -
tugas Dinas Luar, menemui kesuxaran untuk dapat ber
temu dengan wajlb pajak atau calon wajibaya sendiri,
sedangkan orang yang ditemul tidak mau memberi ke -
terangan yang sebenarnya karena tidak tahu atau -

memang dilarang memberikan keterangan.

.Wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahu;n (SPT)

blasanya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ke-
adaan semestinya, oleh karena itu masih diperlukan
keterangan atau data lain untuk dapat dipakai se -
bagal dasar penetapan -pajaknya.

Adanya Wajib Pajak Pendapatan Usahawan yang mengem-
bangkan usahanya dengan mengadakan perubahan bentuk
usaha yang semula sebagal usaha perseorangan di
rubah menjadi bentuk badan hukum, sehingga pgjak -
yvang dikenakannya beralih dari Pajak Pendapatan men
Jadi Pajak Perseroan (PPs).

Sulit mengadakan pemeriksaan setempat secara re-

nyeluruh, karena terbatasnya jumlah Petugas Dinas

Iyar.
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BAB IV
PERANAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
WAJIB PAJAK PENDAPAT.AN USAHAVAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pendapatan

ﬁsahawan dalam .rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak me-

..1alui Kebijaksanaan Beban Pajak yang Semain Menurun,

Tujuan yang hendak dicapal dalam pemungutan pajak
pada umumnya meliputi dua tujuan, yaitu untuk mengisi kas
negara atau tujuan budgeter dan tujuan mengatur  misalnya
untuk mengatur perekonomian ataupun untuk menciptakan iklim
perpajakan yang semakin segar.

Untuk mencapai tujuan pertama yaitu budgeter, maka -
penerimaan pajak diusahakan sebanyak mungkin agar dana yang
masuk ke kas negara terus meningkat,

Untuk meénciptakan iklim perpajakan yang semakin segaf
dalam pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, Pemerintah me-
laksanakan kebijaksanaan beban pajak yang semakin menurun
berupa penurunan tarip Pajak Pendapatan Usahawan can dengan
menaikkan batas pendapatan bebas pajak setiap tahunnya.

Pada ketetapan pajak tahun 1976 tarip 50% dikenakan
pada pendapatan sisa kena pajak (PSKP) diatas Rp7.500.000,-
tahun 1977 pada PSKP diatas Rp 8,400.000,- dan - seterusnya
sampal dengan tahun 1980 pada PSKP diatas Rp 18.092.000,-.

Demikian pula dengan batas pendapatan bebas pajak .-

82
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(BPBP) setiap tahunnya juga dinaikkan yaitu pada tahun -

1976 untuk dirl wajib pajak Rp, 120.000,-; setiap istri
sah Rp. 120,000,- dan anak yang menjadi tanggungannya Rp,

5%,000,- . Tahun 1977 untuk diri wajib pajak menjadi Rp..
135.000,-, istri yang sah Rp. 135.000,- dan anak yang men-
jadl tanggungannya Rp. 60.000,-. Tahun 1978 untuk diri wjib
pajak Rp.156.000,-, setiap istri sah Rp.156.000,~ dan anak
yang menjadi tanggungannya Rp. 78.000,- Pada tahun 1930
BPBP telah meningkat menjadi Rp,240.000,- untuk diri wajib

pajak, Rp.240,000,- untuk setiap istri yang sah dan Rp .

120.000,- untuk anak yang menjadi tanggungannya.

Untuk lebih Jelasnya lihat daftar pada tabel 10,

o i S e S o i e i e T o ——

TABEL 10
BATAS PENDAPATAN BEBAS PATAK
TAHUN 1976 S/D TAHUN 1980
(DALAM RUPTAH)

> . S i VL i e . A e e Tk R s T e o Pt sy P g S i . o S s T g, W . o A

o
et e,

Diri Wajib Pajak

Tiap~tiap istri
yang sah

Tiap-tiap orang
keluarga sedarah
dan semenda da -
lam garis lurus
dan anak angkat
belum dewasa yang
menjadi tanggung-
an sepenuhnya.

120,000 | 135.000 { 156,000 | 174,000

120,000 | 135.000 | 156,000 | 174,000

54,000 60.000 72,000 78,000

240,000

240,000

120.000

Sumber:Penuntun Penglisian. Surat pemberitahuan Pajak Pendapatan,_ .
Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan 1981 dan ..
diolah penulis.

|
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Perhitungan BPBP seorang wajlb pajak yang beristri
satu dan menanggung 3 orang anak, pada tahun 1976 Rp .
402,000,-, tahun 1977 menjadi Rp.450.000,-, selanjutnya
tahun 1978 Rp.528,000,-; tahun 1979 Rp.582.000,-;dan tahun
1980 meningkat lagi menjadi Rp,840.C00,- ,
Jika pendapatan bersihnya diperhitungkan tetap f.5.000.000,-
maka Pendapatan Sisa Kena Pajak pada -tahun ., 1976 Rp .
4,998.000,- tahun 1977 Rp.4.550.000,- tahun 1978 Rp.
4,472,000,- tahun 1979 Rp.4.418.000,- dan pada tahun 1980
Rp.4.160.000,~- .
Cara menghitung Pajak Pendapatan Usahawan yang  terhutang
ialah dengan menerapkan tarip Pajak fendapatan atas Pen -
dapatan Sisa Kena Pajak.
Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka Pajak Pendapatan
Usahawan yang terhutang dapat dihitung yaltu pada tahun
1976 Rp.1.051,240,~ tahun 1977 Rp.903,000,- tahun 1978 Rp.
750,156,~ tahun 1979 Rp.738.140,- dan tahun 1980 Rp.
544+,000,- , yang artinya setiap tahun pajak yang terhutang

terus menurun,
Selisih pajak pada tahun 1976 dengan tahun 1980 adalah Rp.

1.051.240,00 - Rp. 544,000,00 = Rp,507,240,00; atau dengan
perkataan lain pajak pada tahun 1930 besarnya :
(Rp.5%4,000,00 : Rp.1.051;240,00) X 100% = 51,75% dari -
pajak tahun 1976,

Batas Pendapatan Bebas Pajak, Pendapatan Sisa Kena  Pajak

dan Pajak Pendapatan Usahawan yang terhutang, bagli wajib
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pajak yang beristri satu dan menanggung tiga

35

orang anak

pada tingkat pendapatan bersih Rp.5.000.000,00 dapat di-
ikutd pada tabel 11. ~

TABEL 11
JUMLAH BPEP, PSKP DAN PAJAK PIIDAPATAN USAHAWAN

TAHUN 1976 S/D 1980
(DALAM RUPIAH)

P R e e N R e S s s S e S T S TR S T T S e S S SRR ST e R 2SSy

Pabun | Jumlah i Pendapatan|, popo | pgkp |'PPd;Ush
Keluarga Bersih

1976 K/3 5,000,000 | 402,000 u.598.ooo'1.051.ooo
1977 K/3 5,000,000 | 450,000 | %,550,000| 903,000
1978 K/3 5,000,000 | 528.000 | 4,472,000} 750,156
1979 K/3 5,000.000 { 582.000 { 4,413,000 738,140
1980 K/3 | 5.000,000 | 840,000 {%,160.000{ 5kk.000

S R T e e e e e R

Sumber : Datg diolah penulis.

Dengan tarip umum Pajak Pendapatan Usahawan yang -
setlap tahunnya semakin menurun, diperlugan langkah-langksh
agar supaya penerimaan pajak tidak menurun tetapl malahan
harus meningkat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pendapatan Usaha
wan tersebut adalah melalui intensifikasi dan ekstensifi-
kasi pemungutannya.

Darli tabel W& dapat.diketahui bahwa tahun 1975/ 1976
tercatat

realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan

| Rp. 2.140.639.000,- dan pada tahun 1980/1981 terus me-
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ningkat menjadi ﬁp 4,818,803.000,- yang berarti dalam :-
waktu lima tahun mengalami kenaikan Rp, 4%,818.303,000,- -
Rp 2.140,639.000,- = Rp 2.678,169.000,- atau suatu kenaik-
an 125,11 4. |

Jelas bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi jumlah Wajib
Pajak Pendapatan Usahawan telah berhasil meningkatkan pe-
nerimaan pajak,

Apabila ditinjau dari perkembangan jumlah wajlb
pajaknya, seperti tercantum pada tabel 6, dapat diketahui
bahwa jumlah Wajib gajak Pendapatan Usahawan pada tanggal
1 Januari 1976 tercatat 31.933 wajib pajak dan seterusnya
berubah sehingga pada tanggal 1 Januari 1931 tercatat se-
banyak 3%.417 wajib pajak, yang berarti selama lima tahun
mengalami pertambahan wajib pajak sebanyak 2.43%+ atau -
suatu pertambahan 7,22 %.

Persentase pertambahan penerimaan Pajak .Pendapatan
Usahawan apabila dibandingkan dengan persentase pertambah
an jumlah wajlb pajaknya, dalam jangka lima tahun tadi
ternyata angkanya = jauh berbeda dimana pertambahan pe-
nerimaan pajak naik 125,11 % dan jumlah wajib 'pajaknya
hanya bertambah 7,22 4.

Hal demikian menunjukkan bahwa usaha intensifikasi 1lebih
berhasil darl usaha ekstensifikasi.,
Keadaan demikian apabila berlangsung terus dapat merupa -

kan titik rawan yang perlu segera diatasi dengan men -
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dorong usaha ekstensifikasi jumlah wajib pajaxnya atau me-
nempatkan usaha eistensifikasi pada urutan utama dalam pe-
laksanaan tugas.,

Akibat yang dapat timbul apabila eistensifikasi kurang di
perhatikan yaitu'wajib pajak yang sudah ada merasa diper-
lakukan kurang adil, karena mereka memikul beban kenaikan
pajak setiap tahunnya dilain pihak ada sementara orang s
yvang seharusnya dikenakan pajak tetapi pada kenyataannya
bebas dari pengenaan pajak akan berhasil mengumpulkan ke-
untungan yang relatip lebih cepat dari mereka yang telah
menjadi wajib pajak.

Akibat selanjutnya akan dapat merubah kepatuhan wajib ‘=
pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak - pajaknya men-
jadi Rurang patuh dan akibat yang lebih parah kalau wajib
pajak tersebut malahan menghilang.

Dengan uraian tersebut jelas bahwa untuk dapat men-
ciptakan iklim perpajakan yang\semakin segar maka  usaha
e%kstensifixasi jumlah Wajib Pendapatan Usahawan harus di
laksanakan dengan penuh kesungguhan hati oleh para pe -
tugas pajak terutama para petugas dinas luar.

Dari tabel 2 diketahul realisasi penerimaan pajak
negara di Jawa Timur tahun 1975/1976 sampal dengan tahun
1980/1931 yang secara terus menerus mengalami kenaikan,
Kalau pada tahun 1975/1976 realisasi penerimaan Rp .
46,135.701.000,- maka pada tahun 1980/1931 meningkat men-
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jadi Rp.118,920,949.000,- yang berarti selama lima  tahun
terjadi kenaikan Rp.72.735.243.000,-
Apabila tahun 1975/1976 dipakal sebagai dasar perhiiungan
realisasi penerimaan naik (Rp.72.735.243.000,- Rp.
146.185,701,000,-) X 100% = 157,48 %

Dari tabel 7 diketahul peranan Pajak Pendapatan «
Usahawan terhadap pajak negara yang dipungut di Jawa Timur.
Tahun 1975/1976 peranannya sebesar 4,63% selanjutnya pada
tahun 1976/1977, tahun 1977/1973, tahun 1973/1979, tahun
1979/1930 dan tahun 1930/1981 berturut-turut sebesar 5,05%;
L,1%%; 4,15% ; %,38% dan 4,05%,

Besarnya peranhan Pajak Pendapatan Usahawan terhadap pajak
negara selalu berubah, kadang-kadang naik dan ada pula yang
turun, hal inl disebabkan antara lain karena kebijaksanaan
perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah melazlui  Keputusan
Menteri Keuangan untuk setiap jenis pajak berbeda ~ dan
waktunya juga tidak bersamaan, Misalnya untuk Pajak Per-
seroan dikeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan Paket
27 ﬁaret, untuk Pajak Penjualan juga dikeluarkan ke -
bijaksanaan tersendiri dan demikian pula untuk Pajak Pen -
dapatan kebijaksanaannya juga lain, Oleh karena itu akibat
terhadap penerimaan pajak untuk masing-masing jenis pajak
juga berlainan, Sebab lainnya ialah karena tiap jenis pajak

mempunyai masalezh yang berbeda-beda.
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2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perungutan Pajak Pen -

dapatan Usahawan Sebagai Pemeratzan Pendapatan dan Peme

ratadn Beban Pembangunan

Telah dikemukakan dimuka bahwa Tri Dharma Perpajakan
mengandung 3 pokok cara atau pedoman bertindak yaitu .

1. Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak.
2. Femungutan pajak méliputi obyek yang semestinya.
3., Pemungutan pajak tepat pada waktunya.

Apa yang terkandung dalam pedcman pertama jelas di-
dalamnya mengandung arti prinsip keadilan, prinsip keharus-
an ekstensifikasi dan jiwa pemerataan,

Pemungutan pajak haruslah bersifat umum dan merata.
Pengertian umum dan merata ini bukan berarti kepada senua
warga negara harus dikenakan pajak yang sama. Tindakan se=-
macam ini bukan keadilan tetapl justru tidak adil kerena
walaupun setiap warga'negara itu mendliki hak dan kesempat-
an yang sama untuk melakukan usaha namun hasil yang di -
peroleh tidak sama, kemampuan untuk membayar pajek juga -
tidak sama,

Umum dan merata diartikan semua orang yang seharusnya ter-
kena pajak haruslah dikenakan pajak, maksudnya disini apa-
bila memenuhl syarat yang ditentukan dengan undang- undang
atau peraturan yang berlaku, sedang pajak yang dikenakan
harus diukur menurut kemampuan sebagaimana yang ditentukan

dalam undang - undang atau peraturan - peraturan yang. ‘=

berlaku.
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Apabila terdapat orang yang seharusnya terkena pajak,

tetapl dapat. lolos dari pengenaan pajak, hal ini menimbul-
kan ketidak adilan, éemakin banyak orang yang dapat lolos
semacam ini, semakin menimbulkan ketidak adilan, oleh ..~
karena itu merupakan kewajiban setiap petugas pajak untuk
selalu mengusahakan pertambahan jumlah wajib pajak atau
ekstensifikasl jumlah wajib -ajak agar supaya jumlah yang
lolos dari pengenaan pajak semakin berkurang,
Ekstensifikasi itu bukan hanya penting bagi perpajakan saja,
tetapli juga sangat penting bagi pembangunan negara kita,
Dengan ekstensifikasi berarti jalur pemerataan, baik d1tu
pemerataan pendapatan ataupun pemerataan beban pehbangunan.
Uraian ini gsekaligus menunjukkan bahwalfungsi pajak bukan
hanya memungut uang untuk mengisi kas negara, tetapi juga
penting artinya bagi pembangunan,
Agar supaya pemungutan pajak yang dilakukan meliputi se -
genap wajib pajak tentu saja bukan hanya kegiztan-kegiatan
mencari wajib pajak baru, tetapi wajib pajak yang sudah ada
dan sudah terdaftar itu harus dipelihara dengan taik, jangan
sampal menghilang, Pemeliharaan yang baik dalam bentuk pe-
layanan yang balk oleh petugas pajak kepada wajib pajak ,
dilakukan dengan hubungan saling keterbukaan, saling meng-
hargal dan bukan saling mencurigei.wWajib pajak memerlukan
pelayanan yang cepat, rapi dan penuh keramah tamahan dan
jauh darl maksud maksud yang merugikannya,

Dalam taraf sekarang inl pelayanan yang dilaxukan ‘' oleh -
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petugas pajak belum dapat dikatakan baik namun baru dalam
usaha memberikan peléyanan yang lebih haik.

Pedoman kedua fri Dharma Perpajakan ialah pemuﬁgutan
pajak meliputi obyek yang semestinya.
Pemungutan pajak yang baik ialah pemungutan pajak meliputi
obyek yang semestinya, yaitu bahwa obyek yang seharusnya
terkena pajak itu haruslah dikenakan pajak sebagaimana
mestinya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, tidak
dikurangkan dan juga tidak dilebihkan dari semestinya.
Pada hakekatnya intensifikasi merupakan pelaksanaan Dharma
ke dua dari Tri Dharma Perpajakan, Yang menjadi keinginan
intensifikasi, apabila seluruh kapasitas atau potensi yang
terkundung dalam segenap wajib pajak yang sudah terdaftar
itu dapat digall menjadl pajak nyata masuk ke Kas Negara.
Tetapi hal ini tidaklah mungkin sempurna seperti itu, yang
dapat dilaksanakan adalah berusaha mendekatl yang sempurna
itu gan semakin dekat adalah semakin baik.
Pada umumnya orang sudah tahu dan mempunyal kesadaran se-
penuhnya, bernegara itu mutlak perlu untuk hidup . bersama
dalam suatu bangsa. Untuk kehidupan suatu negara.itu orang-
pun sudah pasti tahu diperlukan biaya, untuk itu diadakan
pungutan pajak, Dengan demikian orangpun sudzh sadar mem -
bayar pajak adalah - mtlak perlu untuk kepentingan :negara
dan kepentingan hidup bersama, Tetapi didalam lubuk hatinja
ada faktor penghalang, uang'yang digunakan untuk membayar

pajak itu pada hakekatnya adalah mengurangl pendapatannya,
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Dalan diri setiap orang ada pula kecenderungan mementing -

kan diri sendiri, oieh karena itu kemudian timbul per -

tentangan dalam diri;sendiri, disatu pihak kesadarannya

berblcara bahwa membayar pajak itu perlu dan dilain pihak

lubuk hatinya menentang bahwa kepentingan diri sendiri itu

perlu di dahulukan, keinginan ini mendorong orang untuk me-
nunda atau menghindari pembayaran pajak.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemungutan pajak me -

liputl obyek yang semestinya merupakan tugas yang berat

dalam perpajakan,

Dalam permasalahan perpajakan sebenarnya yang lebih menge=-

tahul besarnya pendapatan yang diperoleh atau besarnya ke«

kayaan yang dimiliki ataupun besarnya keuntungan yang di -

peroleh adalah wajib pajak sendiri, Oleh karena itu penting
sekall partisipasi dari masyarakat untuk - memberitahukan
tentang besarnya pendapatan yang diperoleh selama setahun
atal besarnya kekayaan yang dimiliki pada 1 Januari atau =-

pun keuntungan yang diperoleh selama setahun,

Partisipasi masyarakat melalul pengisian SPT dengan
benar dan memasukkan SPT tepat pada waktunya akan mencipta-
kan keadaan pemungutan pajak secara wajar dan menyeluruh
meliputl masyarakat waJib pajak, dimana besarnya beban se-
sual dengan Xemampuan wajib pajak serta pemungutannya tepat
pada waktunya,

Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak di-

arahkan kesuatu pedoman dimana pemungutan pajak meliputi
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obyek yang semestinya, dan besar kecilnya Pajak Pendapatan

Usahawan ditetapkan antara lain dengan tarip progresip maxa

.bagl wajib pajak yang berpendapatan rendah tarip pajaknya

juga relatip lebih tinggi.
Sebagali contoh lalah pada tarip umum Pajak Pendapatan tahm

1930, tarip 5% dikenakan pada pendapatan sisa kena pajak di-
bawah Rp,240,000,- dan tarip 50% dikenakan pada pendapatan
sisa kena pajak diatas Rp.13.000.000,-

Dengan uraian tersdbut diatas maka intensifikasi dan
ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan dapat
dipakal sebagal usaha pemerataan pendapatan dan pemerataan

beban pembangunan,

3. Prospek ekstensifixgasi Jumlah dJajib Pajak Pendapatan

Dengap sistim Plot Design

Pertambahan jumlah wajib pajak seperti tercantum pada

tabel 6 ternyata seret sekali tidak sebanding dengan per -
kembangan ekonomi yang semakin meningkat,
Usaha ekstensifikasi yang dulu telah dilaksanakan rmisal -
nya return guidance atau bimbingan MPS, operasi door to
door, penetapan tambahan wajib pajak bersih 11% kesemuanya
tadi tidak dapat menghasilkan tambahan wajib pajak seperti
yang diharapkan yang berartl mengalami-kegagalan,

Menurut pendapat penulls kegagalan tersebut disebab-
karena tidak diatur mekanismenya, pengawasan juga kurang
dan tidak ada kesungguhan hati dalam pelaltsanaannya.

Untuk berhasilnya ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak
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Pendapatan Usahawan dengan sistim plot design yang sedang
dilaksanakaq pada saat ini harus memenuhi syarat - syarat
sebagai berikut : -

a. Mekanisme ekstensifikasi dari tahap ke tahap yang 1lain
harus sampa2i tuntas, artinya tahap penelitian, tahap pe-
laksanaan dari pendataan medan sampal pengukuh&n men -
Jadi wajlb pajak efektip harus jelas.

b Mekanisme harus mencakup dan dapat memaksa ~kesungguhan
dalam pelaksanaannya.

c. Sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya dan sedapat
mungkin memanfaatkan sarana yang telah ada,

Bagaimanapun sistim itu diciptakan secara bdik kalau ke -

sungguhan pelaksanaannya kurang maka hasil yang di idam -

idamkan tidak mungkin akan dapat dicapai sepenuhnya,

Masalahnya sekarang ialah baguimana caranya untuk dapat

mendorong kesungguhan dalam pelaksanaan,

Kesungguhan akan dapat timbul bilamana para pelaksana me -

mahami latar belakang dari pada diadakannya ekstensifikasi

ini, Misalnya dilihat dari segl penerimaannya dapat me -
nimbulkan rasa senang, namun dilihat dari jumlah wajib
pajak dapat menimbulkan rasa prihatin.
Timbulnya rasa prihatin dari para pimpinan dan para
pelaksana akan dapat mendorong kesungguhan,
Oleh karena itu para pelaksana perlu digugah hatinya untuk
memahami lgtar belakang diadakannya ekstensifikasi  jumlah

wajib pajak dengan sistim plot design .
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Perlu disadari bahwa seluruh petugas pajak dewasa ini /.-

menghadapl kenyataan sebagail berikut :

a., Jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan sejak dahulu -
dan sudah bertahun - tahun tidak banyak berbeda.

b. Sementara isu pembangunan di Indonesia sudah berjalan
sampal Pelita III, dan perkembangan ekonomi menunjuk -
kan kemajuan, yang seharusnya diikuti pula oleh per -
kembangan jumlah wajib pajak.

Harus digadarl oleh para petugas pajak sehingga hati
nuraninya mengalui bahwa jumlah wajib pajak seharusnya

jauh lebih banyak darl yang sudah ada sekarang ini,

. ¢, Kondisi jumlah wajib pajak Pendapatan Usahawan yang se-

karang ada ini cukup memprihatinkan bahkan dapat me -
rupakan titlk rawan dan memerlukan perhatian untuk -

segera diatasi,

d. Pemecahannya ilalah harus dicarikan cara yang 1lebih .-

SKRIPSI

efektip hingga dapat mengembangkan jumlah Wajib Pajak

Pendapatan Usahawan sampai jumlah yang wajar,
Dari penelitian Direktorat Pengusutan dan =~ Pengendalian
Wilayah, Direktorat Jendral Pajak di Jakarta, jumlah wajib
Pajak Pendapatan Usahawan di Indonesia yang dianggap wajar
berjumlah sekitar 573.835 wajid pajak sampai dengan -
663,464 wajib pajak. Yang jelas ialah jumlah Wajib Pajak
Pendapatan Usahawan per 1 Januari 1930 sebanyak  196.329
wajib pajak adalah sangat tidak wajar,

Kenyataan yang menjadi latar  belakang diadakannya -
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ekstensifikasi ini tila teleh diketahui dan disadari oleh
para petugas pajak merupakan suatu pendorong untuk me -
laksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan  penuh
tanggung jawab dan kesungguhan hati.

Agar supaya para petugas mengetahul dan memahami diada -
kannya ekstensifikasi ini pimpinan perlu membterikan pen -
jelasan-penjelasan kepada bawahannya atau penataran bagil
petugas - petugasnya.

Petugas pajak perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang
masalah perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pe -
laksanaan ekstensifikasl, karena seperti telah dikemukakan
dimuka bahwa dalam masalah perpajakan ini terhasil atau -
tidaknya sangat tergantung dari partisipasi dari masyarakat
wajib pajak, maka petugas yang berhubungan ;angsung dengan
masyarakat harus mempunyai bekal yang cukup berupa pe -
ngetahuan perpajakan untuk dapat memberikan - penerangan- &
kepada wajib pajak bila diperlukan,

Dalam ekstensifilxasi ini akan banyak berhubungan -
dengan wajib pajak baru atau calon wajib pajak baru.
Menghadapi wajib pajak baru atau calon wajib pajak, sebaik
nya pendekatarnya dilakukan secara berhati-hati, supaya -
calon wajib pajak atau wajib pajak baru tersebut dapat di
bina menjadi wajib pajak yang benar - benar efektip.

Dalam pembinaan wajib pajak yang penting dapat me -
rubah wajib pajak yang cenderung menghindari pajak men -
jadl wajib pajak yang sadar bahwa membayar pajak merupakan
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suatu kewajiban yang harus dipenuhi,

Di lain pihak petugas pajak juga harus menyadari
bahwa mereka berkewéjiban untuk memasuckan pajak sé -
maksimal mungkin ke kas Negara,

Exstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan
dengan sistim plot design di masa mendatang cukup baik -
karena dari kenyataan yang ada sekarang ini dapat kita -
lihat keglatan usaha semakin berkembang misalnya  dengan
dibangunnya pusat pertokoan, daerah industri, daerah pe -
mukiman serta banyalnya pemilik kendaraan bermotor baru
dan usaha-usaha lain yang memungkinkan dipilih untuk di-
jadikan medan sasaran plot lokal,

Dengan penyempurnaan aparatur perpajakan secara -
kwalitatip maupun kwantitatip disertail kesadaran masyarakat
wajib pajak dalam memenuhl kewajiban untuk membayar pajak
lebih baik yang didukung dengan kesungguhan - memasukkan
pungutan pajak ke kas negara se maksimal mungkin dari para
petugas pajak, maka realisasil penerimaan Pajak Pendapatan
Usahawan maupun jumlah Wajib Pajak Pendapatan '~ Usahawan
akan jauh lebih meningkat dan akan mempunyail peranan yang
lebih berdrtli terhadap penerimaan pajak negara yang di -

pungut di Jawa Timur,
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VISTHEULAN DAN SARAN

FYoesimprulan

1, Berbagal usaha telah dilaksanakan dalam rangka inten-

sifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penda -
patan Usahawan yaltu den’an renyempurnazn di bidang-
organisasi, administrasi, prasarana, kepegawaian, o-
perasionil serta sistim pemungutuan dan & »dcman pemu-
ngutan pajak.

Hasil intensifikasi pemungutan Pajak Pendupat
an Usahawan yang dilaksanakan di Jawa Timur, dapat -
dilkketahul dari adanya data kenaikan realisasi peneri
maan Pajak Pendupatan Usahawan khususny. dan pajak -
negars padé unumnnya setiap tahun,

Renli«usi penerimuan Pajak Fendupatan U _howin terus
menin~k: t, jika padu tahun 1975/1976 buru berjumlah-
Rp 2.1%0,639,000,0% maku pada tahun 19%./10131 telah-
meningkat mencapai Rp 4.3818.808,000,00 vang berarti
naik 125,11 %. Demikian pula yang terjadi pada pajak
negara, kalau pada tshun 1975/1976 baru berjumlah -
Rp 46.185.701.000,00 maka pada tahun 1930/1981 telah
meningkat menjadi Rp 118.920.9%%9.000,00 yang artinya
natk 157,43 %,

Berdasarkan uraiusn tersebut dan pembahasan pada bab -
bab sebelumnya make hipotesa yang dipakal dalam pem -
buatan skripsi ini telah dapat diujl dan dapat dite -

rima,
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Intensifikasi dgn ekstensifikasi pemungutan Pajak
Pendapatan Usah;wan disamping sebagal usaha untuk
meningkatkan penerimaan pajak juga sebagal pemerata.
an pendapatan dan pemerataan beban pembangunan,
Intensifikasi pada hakelkatnya merupakan pelaksanaan
c¢harma kedua dari Tri Dharma Perpajakan,yaitu pe-
mungutan pajak meliputi obyek semestinya.

Yung menjadi keinginan intensifikasi ialah apabila
seluruh kapasitas ‘atall potensi yang. terkandung pada
segenap wajih pajak itu dapat digali sehingga men -
jadi pajak yang nyata masuit ke kas negara,

Yang menjadl keinginan ekstensifikasi ialah apabila
pemungutan pajak dapat menjangkau seluruh wajib pajk
atau pemungutannya meliputi segenap wajib pajak.
Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usaha -
wan mengalami kegagalan karena sistimnya tidak di
atur, pengawasannya xurang dan tidak ada xesungguhan
dalam pelaksanaan, Pada 1 Januari 1976 jumlah Wajib
Pajak Pendapatan Usahawan terdaftar 31.933 dan pada
1 Januari 1930 terdaftar 33.071. Selama empat tahun
tambahan wajib pajak 1.138, berarti rata-rata tam -
bahan wajib pajak dalamasgatu tabun hanya 273..
Eistensifikasi jumlah Wajib Pajak dengan sistim plot
design dimulai sejak tahun1980.Sistim plot design -

mempunyai dua sasaran yaitu &
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a., Plot Ipeda, pelaksanaan usaha ekstensifikasi di
lakukan dengan menggunakan data Ipeda yang di
sebut juga dengan plot nasional,

b. Plot lokal, pelaksanaan exstensifikasi ditangani
langsung oleh Inspeksi Pajak dimana sasaran yang
dituju sebagai sumber data terserah pada pilihan
darl Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

Tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan setelah -

berlakunya ekstensifikasi dengan sistim plot design

dalam satu tahun tercatat 1. 346,

. Prospek intensifikasi dan ekstensifilzasi pemungut -

an Pajak Pendapatan Usahawan untuk masa mendatang
cukup baik, karena potensi pajak yang terkandung -
dalam masyarakat cukup besar tetapi belum terjangkau
atau belum dapat digali menjadl pajak yang masuk

ke kas negara.

2. Saran -
1. Perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dengan memperbaiki mutu dan mental -
pegawval., Mental pegawai yang lebih mementingkan
diri pribadi dari kepentingan dinas sedapat mungiin
dihilangkan atau setidak-~tidaknya diiurangl dengan
cara menegakkan disiplin pegawai., Kepada pegawal -
yang ternyata melanggar disiplin diambil  tindaxan

tegas sesuai dengan ketentuan yang terlaku dan apa-
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bila perlu diberikan sangsi yang cukup memadai, agar
supaya pegawal tersebut dapat mengendalikan kemauan -
nya uncvuk mementingian diri pribadi.

Pelayanan wang baik dapat dilaxsanakan apabila pe-
tugas dalam menjalankan tugas dilakulkan dengan tulus
hati semata- mata untuk kepentingan dinas,

Data yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib ., -
pajak atau calon wajib pajak sangat penting dalam -
rangka intensifikasi dan ekstensifikasl pemungutan -
Pajak Pendapatan Usahawan, sedangkan data yang ter-
cantum dalam surat pemberitahuan (SPT) biasanya tidak
lengkap dan masih disangsikan kebenapannya.

Tanpa tersedianya data yang cukup penetapannya - -
tidax atan dapat sesuai dengun keadaan sebenarnya.
Untu« itu perlu dijalin hubungan b:ik denzan pihak in-
stansi lain agar supaya data yang tersedia dapat di
manfaatkan untuk menunjang penerimaan pajak. Misalnya
data yang ada di Kantor Kantor Wilayah Departemen Per-
dagangan dan Koperasi, Kantor Pemerintah Daerah,{antor
Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai,Kantor Wilayah
Direktorat Jendral Anggaran dan Perusahaan - Perusahaan
Milix Negara.

iMeningikatikan pengetahuan tekhnis perpajakan bagli para
petugas dinas luar agar supaya dapat dengan mudah me -

ngisi daftar atau kesan umum yang dipakal ..sebagal . -
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dasar pengukunan calon wajit pajak menjadi wajib -
pajak, disamping untux menjawab can memberikun - pen -
jelasan yuang diperlukan oleh calon wajib pajak.

Xarena dalam pemerilisaan sering dialami Kkesulitan me-
nenui calon wajib pajak di tempat tinggalnya,.sebaik-
nya pemeriksaan dilakuxan dengan memilih waxtu  yang
tepat, misalnya antara jam 14,00 - jam 16,00 dimana

diharap<an mereka sudah berada di rumah.

Untuk dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas -
perlu diadakan penambahan pegawai terutama untukfugas
- tugds dinras luar, karena dengan adanya exstvensifi -
xasi jumlan wajib pajax dengan plot design  tugasnya

semakin btertarmtah dan berxeatang.,
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Lampiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRTKTCRAT JENDRAI PAJAK

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PaJaAK
NCMCR : KEP-653/PU,5/1930
TZINTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI JUMLAH WAJIB PAJAK
"PAJAK PENDAPATAN'"DENGAN PLOT DESIGN WAJIB IPEDA PER =
KOTAAN,

DIRZKTUR JENDERAL PAJAK,

Memperhatikan : Jumlah wajib pajak Pajak Pendajsatan sampai

dengan 1-1-1980 belum menunjukkan perkem -

bangan yang memuaskan;

Menimbang ¢ 1. bahwa junlah wajib pajak Pajak Pendapat-
an perlu ditingkatkan sejalan dengan per
kembangan ekonomi;

2. bahwa berdasarkan penelitian yang dilaku
kan oleh Direktorat Pengusutan dan Pe -
ngendalian Wilayah dengan menggunaxan -
metode Plot Design telah menunjukkan ada
nya potensi untuk meningkatikan jumlah -

wajib pajak Pajak Pendapatan;
Mengingat : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pajax tang

gal 9-5-1930 Womor :SE-21/PU/1930-PTUP
tentang Rumusan Raker Ka Kanwil Ke- I -
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Tahun Anggaran 1980/1981;
2, Pasal 3 yo, pasal 7 Surat Keputusan -

Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 A-
pril 1972 Nomor D.15.4/1/D/3-13 ten -

tang Pedoman Induk Dinas Luar; jo .
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
tanggal 4 Januari 1973 Nomor: -
D.15.4/V/C/2-01/1-55/73.

MR M JeRell *5 1@ AN ¢

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PE-
TULJUK PELAKSAITAAN EKSTENSIFIXASI JUNMLAH VA -
JIB PAJAK "PAJAK PENDAPATAN" DENGAN PLCT DE -
SIGN WAJIB IPEDA PZRKOTAAN,

Pasal 1
Ekstensifikasi jumlah wajib pajak P.Pd.dengan

menggunakan metode Plot Design dilaksanakan -

dengan berpegang pada PETUNJUK PELAKSANAAN -

seperti lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di

tetapkan,
Ditetapkan di : JAXARTA

Pada tanggal ; 13 KOPEMBER 1930

DIREKTUR JZHDERAL PAJAK
Karena bterhalangan
SEKRETARIs DIREKTORAT JELDERAL PaJaK

ttd
Drs. AUM4D DIN

i g ~ [ ~
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Lampiran 111

ORDONANSTI PAJAR PENDAPA 1 AN 1944

(sebagaimana tcrakhir diubah dan ditambah dengun
U.U. No. 9 Tahun 1970},

* Pasal /.

(1)  Dengan nama Pajak Pendapatan dipungut suatu pajuk atas
pendapatan, pajakh manda dikenghan terhadap orang-orang
yang bertempat hnggal G [ndonesia,

(2) Apakah orang bertempat tinggal di Indonesia ditentuhan me-
nurut kcadaan,

* Puasal 2.
(1) Pajak pendapatun dikenakan juga pada orang-orang vany
tidak bertempat tinggal di lndonesia, yang :

a. memperolel hasil dan barang-barang tukgerak yang ter
letak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak-
gerak itu;

_b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya di-
jamin oleh hipotek alas barang takgerak yang terletak di
Indonesia atau yang terikat pada barang takgerak itu;;

¢. melakukan sendiri pekerjaan {lermasuk pekerjaan dalam
hubungan perturuhan) atau perusahaan di Indonesia atau
melakukannya oleh wakil atau kuasanya;

d. dengan cara lain daripada yang dimaksud pada hurut ¢,
akan tetapi tidak berdasarkan suatu perjanjian kerja yang
berjalan, menarik -keuntungan dand pekerjaan (termasuk
pekerjaan dalam hubungan perburuham) atau perusahaan
yang dilakukan di Indonesia, kecuali jika keyntungan itu
dikenakan atau gkan dikenakan'pafak persevoan;

¢. mempunyai hak atas gaji, gaji cutl, uang tunggu, sokong-
an, pensiyn dan lain-lain upah: yang terikat pada melaku-
kan sesuatu jabatan atap pekegjaan dan dibebankan pada
keuangan ymym_ Indongsia, dan atas pensiun yang dibe-
bankan pada perusahaan yang siikukan di [ndonesia,

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(la) Untuk melaksai.akan ordonansi ini termasuk pula dalam ke-
uangan umum {ndonesia: keuangan daerah swatantra dan
dana pensiun, dana pensiun janda, dan anak yatin piatu,
yang diadakan untuk pegawai negeri dan pegawai daerah
swatantra, begitu pula subsidi yang diberikan unituk tenaga
guru pada sckolah partikelir dan dibebankan pada anggaran
belanja Indonesia; _

(2) Tidak dianggap scbagai melakukan suatu pekerjaan atau per-
usahaan di Indonesia oleh mercka yang tidak bertempat ting-
gal di Indonesia, ialah :

a. dihapuskan.

b. dihapuskan.

¢. pekerjaan pegawai atas alat-alat pengangkutan yang me-
melihara lalu-lintas antara pelabuhan yang terlctak di In-
donesia dan tidak terletak di Indonesia.

* Pasul 2a.

(1) Dihapuskan.
(2) Dihapuskan.

(3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warisan itu seba-
gai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka
yang berhak. ‘

" Pa-"a‘ ~26-"

(1) Dengan pendapatan dimaksud gunggungan jumlah uang atau
nilai uang yang selama tahun takwim diperoieh seseorang se-
bagai hasil dari :

a. usaha dan tenaga,
b. barang tak gerak,
c. harta gerak,
d. hak satas bayaran berkala.
(2) Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta yang ter-

nyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal sebaliknya
dibuktikan oleh wajib pajak.

* " ¢ks resmi menurut Undang-Undang
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(3) Jika kewajiban pajak menurut pasal 8c ayat (1) dan (2) hanya
ada selama scbagian dari tahun takwim, maka bagian ini
menggantikan tahun takwim. Bagian tahun takwim tersebut
disebut ''Masa pajak’’.

* Pasal 2c.

(1) Hasil usaha dan tenaga terdiri dari hasil yang tidak termasuk
hasil dimaksud pada pasal 2¢ geperti : keuntungan, gaji,
upah, tantiem, gratifikasi, hadiah, uang jasa, honorarium,
uang duduk, uang vakansi, uang hadhr perumahan dengan
cuma-tuma, makan dengan cuma-cuma atau hasil lain yang
dengan nama atau bentuk apa pun diperoleh dari perusahaan
atau pekerjdan {termasuk pekerjaan dalam hubungan perbu-
ruhan) dan dari segala pekerjaan yang berdiri sendiri.

(1a) Hesil usahe dan tenaga yahg -dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, kecuali hasil bersih yang diperoleh karena pengoperan
hak daratau bagiannya dalam maatschap, perseroan firma,
perseroan komandiator, kongsi dan sebagainya, bagi seorang
anggeuta meatschap perseroan firma, perseroan komanditor,
kongsi dan sebagainys yang diperoleh dari badan-badan ter-
sebut tidak dianggap sebagai hasil yzaha dan tenaga dalam
arti kata ayat ini,

(1b) Jumlah pengurangan dari keuntunw\ bersih sesuatu maats-
chap, perseroan firma, perseroan komanditor, kongsi dan se-
bagainya, menurut tabel seperti dimaksud dalam pasal 4a Or-
donansi Pajak Perseroan. tidak dikenskan pajak péndapat-
an.

(Ic) Menteri Kcuangm dapat menpadaken pemuran temang
penghilungan hasil bersib dari jenisenis perusshaan terten-
tu, mengingat pada keadaan-keadasn istimewa, sekian per-
seratus dari pada peredaran brutonya/ .

(2) Dalam hasil-hasil tersebut antara lii" termasuk juga :

a. keuntungan yang diperoleh dari pengoperan alat perusaha-
an atau alat pekerjaan bebas yang menurut tujuannya
semula tidak dimaksudkan untuk dioperkan dan pada

|

* Teks resmi menurut lUl'tdang-Uﬁdanx

INTENSIFIKAS|I DAN EKTENSIFIKASI ...

Setyoadi, Sujanto



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

umumnya tiap keuntungan yang diperoleh denpan alat
demikian,
b. penggunaan sendiri hasil dan atau persediaan perusahaan.

(3) a. Sebagai hasil perusahaan dianggap juga keuntungan yang
diperoleh dari pengoperan saham atau tanda laba, dimifiki
tidak sebagai modal perusahaan, dari perseroan yang mo-
dalnya untuk seluruhnya atau sebdgian terbagi atas saham-
saham dan dalam perseroan mana yang mengoperkan
mempunyai suatu kepentingan. Memasukkan surat-surat
effek demikian dalam modal perusahaun disamakan de-
ngan suatu pengoperan; menarik surat-surat effck demi-
kian dari modal perusahaan merupakan suatu peinbefian.

b. Kepentingan dimaksud dianggap ada, jika yang mengoper-
kan, baik sendiri maupun bersama dengan keluarganya,
dalam lima tahun terakhir lebih dari satu perempat bagian
dari jumiah modal nominal yang telah disetor, langsung
maupun tidak langsung menjadi pemegang saham. Dalam
hal ini dianggap semata-mata sebagai kelvarga : isteri,

* keluarga "sedarah dan semenda dalam garis lurus dan
dalam derajat kedua dari garis-simpang.

¢. Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada
huruf a tidak diperhatikan.

* Pasul 2d.

Sebagai hasif barang tak gerak dianggap scmua keuntungan
yang diperoleh darl gedung, tanah, tambang dan peraiian yang
tidak digunakan dalam perusahaan atau pekerjaan, sepetii- sewa,
nilai sewa dari rumal dun (urutapnya yang digunakan seadin,
keuntungan yang diperolch karena mengoperkan hak mengguna-
kan atau mencmpati atau menyewa'suatu barang tak gerah, keun-
tungan yang diperoleh karena scsuatu hak kebendaan yiug terikat
pada suatu barang tak gerak, keuntungan yang diperolch karena
penjualan atau penukaran barang tak gerak,

* Pasal 2e.
(1) Sebagai hasil harta gerak dianggap semua keuntungan yang

diperoleh dari harta yang bukan merupakan barang tak gerak
dan dari harta yang tidak digunakan dalam perusahaan alau
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pekerjaan sendiri seperti bunga, sewa barang gerak, hcun-
tungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran ba-
rang gerak.

(2) dihapuskan,
' * Pasal 2f,

Hasil hak atas bayaran berkala terdiri dari gaji cuti, gaji non aktif,
uang tunggu, tunjangan, pensiun , bunga seumur hidup, tan-
time, begitu pula pemberian yang terutang untuk penghidupan,
perumahan atau untuk hal lain dan umumnya semua bayaran dan
pemberian yang terutang dan tidak termasuk hasil hubungan per-
buruhan dan yang berakhir pada meninggalnya yang berhak atas
bayaran atau pemberian ilu alau meninggalnya orang iain,

*

Pasal 3.

Tidak dlanunp stbagai pcndapawn ialah :
a. dihgpuskan;
b, dihapuskan; '& -
¢ ¢. nikmat mendiarhi rumah dengan percuma oleh Presiden Re-
publik Indoensta df Jakarta, begitu pula nilai sewa lapangan-
lapangan tcrma;uk Iingkunnn Istana di bogor dan di Cipa-
nas;

d. apa yang dnperoleh dari keiuvarga sedarah dan semenda datum
garis furus atay yang diperoleh ansk angkat dari orang 1ua
angkatnya untuk penghidupan atad pendidikan, begitu pula
apa yang oleh orang tua diberikan kepada anaknya yang
belum dewasa dan apa yang diberikan oleh orang tua anghat
kepada anak angkatnya berupa suatu bunga seumur h.iup
atau bayaran berkala lainnya;

e. nikmat perawatan kedokleran dungan percumga dan pemai.ii-
an obat-obatan dengan percuma;

f. nikmat makan dan tinggal-dengan percuma di kapal olch
pegawai pelayar kgpal itu;

g. nikmat makan dan tinggal dengan percuma dnlam asrama,
oleh pegawai militer angkatan darat, apgkatan lau; dan ang-
kalan udura; .

* Teks resint menurut Undang-Undang .
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h. pengganti yang diberikan untuk biaya yang terikat pada me-
lakukanttya suatu jabatan dan pekerjaan;

i. dihapuskan;

j. tunjangan perang yang diberikan kepada pegawai militer
angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara;

k. nikmat petmkmn sendiri barang gerak;

'1. dibapuskan;
m dihapuskan:

* n. penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Umum Indo-
nesia stkedar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik In-
donesia dibebaskan dari pajak;

* 0. keuntungan yang diperoleh karéna penjualan atau penukaran
barang tak mk, sepanjang basrang tak gerak lersebut
berasal darl warisan atau hibah atau jika penjualan maupun
penukaran dilakukan dalam waktu lebih dari dua belus bulan
setelah dipérolehnya barang tak gerak yang bersangkutan
atau jika harga jual atau nilai uang barang yang dimaksud itu
tidak melebihi jumiah yang ditentukan oleh Menteri Keuang-
an.

p. keuntungan yang diperoieh karena penjualan atau penukaran
harta gerak sepanjang harta gerak tersebui berasal dari waris-
an atau hibah atau jika penjualan maupun penukaran dilaku-
kan dalam waktu lebih dari enagn dulan seielah dipei olehnya
harta gerak yang bersangkutan atgu jika harga jual atau nilai
uang harta yang dimaksud itu tidak melebihi jumlah yang di-
ientukan Menteri Keuangan,

Pasal 4.
(dthapuskan).

Pasal ,3

*(1) Hasil suaty sumber pendapatan untuk menghntung jumlah
bersihnya, ' dfurangkan denga :
a. biaya untuk memperolch, ihémungut dan ‘mempertahan-
kan hasil ftu beban-beban yang memberatkan hasil itu.

e g ]

* Teks resmi menurut Undang-Undang

SKRIPSI INTENSIFIKAS|I DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

b. apa yang menurut kebiasaan pedagang yang harus disusut-
kan dari benda-benda yang digunakan dalam pekcrjaan
atau perusahaan, dan' dari piutang yang timbul dJalam
melakukan pekerjaan atau perusahaan;

¢. dihapuskan;

d. dihapuskan;

¢. dihapuskan;

f. dihapuskan.

(1a) Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya,
dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan
seumur hidup yang terhutang.

*(2) Mengenal mereka yang tidak bertempat kediaman di Indo-
nesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang dipcrolch
sebagai hasil sumber pendapatan yang bersangkutan hanya
dipotongkan: -

kel biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang
dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal
+int huruf a dan b;
.ke-2 bunga hutang yang dhamin oleh hipotek atas harta
' 5 tetap yang terletak di lndonngh atau atas hak yang ada
pada itu;
satu dan lain dengan tidak mengurangl apa yang ditentukan
dalam pasal Sa.

(3) Tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah:

a. biaya-biaya untuk mana diberikan ganti rugi dimaksu-ikan
dalam p.sal 3 huruf h;

b. pengeluaran-pengeluaran untuk penghldupan atau untuk
pendidikan keluarga sedarah dan sgmenda dalam garis
lurus dan anak angkat, begitu pula buxga seumur hidup
dan lain-lain pembayaran berkala yang dibertkan vrang
tua kepada anaknya yang belum dewasastau yang diberi-
kan orang tua angkat kepada anak mgkgmyn‘

¢. pengeluaran untuk pembelian, pendm perbaikan atau
perubahan tanah, bangunan, alat ketja, perkakas dan ben-
da-benda lalmtya ang digunakam untuk melakukan suatu
pekerjaan atay perusahdan dan pengeluaran untuk peng-
operan, pengluasan, perbaikan atau perubahan perusaha-

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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‘an, saty dan iain sepanjang pengeluaran itu tidak dapat
dianagzp pubaam bisya biasa sehari-hari dari pekerjaan

ata p;i‘ncaham i,
4 Gmiﬂka@. tantierh dan upch esrupa itu dianggap diperoleh
5t gakwim ctau maca pajak dimaksud pada pasal
- Be ayst (4) d:ﬁam mana jumichnya ditetapkan.

‘Fm!m

()., Jikn ditari; geekakukan pwtwan-peratuun untuk menetap-
* koo pandapatan bersib dzlan +ssuatu tohun dihitung kerugi-
an, ks kexugioa ind dikurangkan dari pendapatan bersih
delen §(c tpat) tahun betikutnya, dimulai dengan tahun

. partemy, arl tohat-gahun itu,
Aﬂ) Datam k«usjan dimaketd gadn ' ayat (1) tidak 1ermaksud
, &BN.M wng diderita kdren, pojualan atau penukaran ba-
L % :’nﬁ'ﬁ 5 m dan torsng mr::&. dimaksud pada pasal 2d

c‘”s ]

3 K«w«nm penjucien cloy penukaran barang dimaksud
' mammh dopot ditviingkan dalam tahun takwim
kesuglon m:ebut diderita, d25f keuntungan yang diperolch

‘dedgany ptrjuslan ofou pontikeren- barang-barang sejenis

laingga, "~
Pesst 6,

(1) Pendupaten seorang wanita yang telah kawin pada awal
tahun takwim atau pada awal masa pajak dimaksudkan pada
pasal 8¢ dyht (4) begitu puln keruglannya yang berasal dari
tahun-fahun yang lampau yans belum diperhitungkan seperti
dimaksudkan pada pasal St4,"dianggap sebagai pendapatan
atau kerugian suaminya,

(2) Ketetapali pajak suami-ister{ dilkkukan terpisah dalam hal ;
a. hidup tefpisah karena keputuup hakim;

b. dikehendaki dengan tertulig oleh isteri bezdasarkan pemi-
sahan kekayaan “dan/atau apatan menurut hukum
tertulis ataupun fldak tertuljg ypng berlaku baginya.

{3) Dalam hal upem yang dimaksugd pada ayat (2) huruf b maka
* Teks resmi mepurut Undang-Undang’
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pajak ditetapkan berdasarkan gunggungan pendapitan ber-
sih suami-isteri.

Suami-isteri masing-masirng diberi surat ketetapan-pajak
yang memuat jumiah pajak sesuai dengan imbangan penda-
patan bersih mereka.

(4) Ketentuar terscbut pada ayat (1) tidak diberlakukan terha-
dap penghasilan seorang wanita yang semaia-mata diperolch
scbagai hasil pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam
pasal 17a ayat (3) ke-2.

Pasal 7.
(Dihapuskan).

* Pasal 8, ‘

(1) Tidak dipungut pajak, apabila pendapatan bersih setahun
seorang wajib pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)
- tidak melebihi batas pendapatan bebas pajak seperti ditetap-
kan oleh Menteri Kevangan,

(2) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan bebas pa-
jak,‘seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut
pendapatan sisa kena pajak, atas dasar mana pajak dihitung
menurut tacip progresip antara lo% (;epuluh perseratus) dan
50% (limapuluh perseratus), -

(3) Tarip seperti tertera dalam ayat (2) pasal ini diterapkan lang-
sung pada pendapatan kotor seorang wajib pajak yang di-
maksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2a ayast {3).

(4) Pengelunasan-pengecluaren wajib pajak untuk keperluan pem-
berian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan dikurangkan setinggi-tingginya tiga per-
seratus dari pendapatan sisa-km-puak teracbut,

(5) Lapisan-lapisan pendapamn sisa kefta pajak’ dan tarip-tarip
yang bersafigkutan seperti dimaksud pada dyat (2) pasal ini
ditetapkean -vleh Menteri Keuangan.' b

(6) Dircktur Jenderal Pajak berwmng untuk menetapkan batas
ketetapan terendah di bamh ‘batas mana I:clclapan pajak
tidak dapat ditagih.

s e

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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Pasul 8a.
(Dihapuskan).

" * Pasal 8b.

(1) Pada peneclapan pajak bagian-bagian pendapatan tcrsebut di
bawah ini ditetapkan tersendiri dan tidak dikenakan menurut
pasal 8, akan tetapi menurut ayat (2) pasal ini.
ke-1 keuntungan yang diperoieh dengan atau pada pengoper-

an atau pembubaran suatu perusahaan atau bagiannya,

dengan mengecualikan keuntungan yang diperoleh dari
persediaan barang-barang dagangan;

ke-2 keuntungan yang diperoleh dengan atau puda pengoper-
an seluruhnya benda-benda yang digunakan untuk me-
lakukan pekerjaan bebas, begitu pula pada penghentian
atau pengoperan seluruhnya atau sebagian pekerjaan
bebas;

ke-3 keuntungan yang dimaksud pada pasal 2¢ ayat (2) huruf

a, jika alat perusahaan atau pekerjaan bebas yang ber-

sangkutan sckurang-kurangnya telah empat tahun men-

Jadi bagian kekayaan perusahaan atau pekerjaan bebas

wajib pajak yang cutan;

ke-4 keuntungan yang diperoleh karena pengoperan saham
atau tanda laba dimaksud pada pasal 2c ayat (3);
ke-5 uang tebus, ganti-rugi dan bantuan yang diberikan:

a. untyk mengganti upah yang tidak diperoleh atau
akan tidak diperoléh, bayaran berkala yang telah
atau belum berjalan dan hastl-hasil lainnya;

b. karena penghentian stau tidak melakukan pekerjaan
dalam arti seluas-lunstiya, begitu pula karena mele-
paskan harapan atay ha.k-'bhd dalam suatu perusaha-
an atau pekerjaan bebas; -~ L

satu dan lgin sepanjang wanrg tebus, ganti-rugi dan ban-

tuan ftu tidak diberikan -berupa suaty hak atas hasil

berkala yang tergantung pada hidup seseorang, seperti
bunga seumur hidup dan bagian keuntungan;

ke-6 keuntyngan ying dipcr;:!eh‘ quena penjualan atau
penukaran harta gerak dah barang tak gerak dimaksud
pada pasal 2d dan pasal 2e.

)

* Teks resmi menurut Undang-Undang'
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ke-7 keuntungan yung diperofeh beruny pemberian saham-
saliun bary stan penamhghan iz nominal sabam-
saham tanpa peiegang saham m. nyelor sesuatu, sepan-
jang pemberian saham-saham bary atau penamb.ihan
nilai nominal sahani-saham itu ditahukan oleh b.dan
usaha, dimana sipetierima keunturvan memiliki saham-
sahamnya, dalam rangka memperbesar jumlah modal
schubungan dengan penilaian kembab aktiva tetap vang
dimaksud dalam pasal 3a QOrdonansi Pajak Perscioan
1928,

Tarip pajpk untuk hagian pendapatan bersih yang ditetapkan
tersenditi itu berjumiah sepuluh perseratus, kecuali jika me-
nurut ketgntuan pasal 8 pajaknya akan lebih rendah.

Pasal 8¢.

Kewayban pajak mereka yang bertemipat tinggal di Indone-
sia, dimulai pada saal mereka dilahirkan atau menetap di In-
donesia; berakhir pada saat mercka meninggal dunia atau
meninggaikan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kewajiban pajak mereka yang tidak bertempat-tinggal di In-
donesia:

Mulai pada saat mereka mendapat satu atau lebih sumber
pendapatan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (1), atau pada
saat mereka meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
telah berhak atas hasil dari satu atau lebih sumber penda-
patan serupa itu; berakhir pada saat mereka tidak berhak lagi
atas kenikmatan hasil sesuatu sumber pendapatan scperti
dimaksud pada pasal 2 ayat (1), atau pada saat mereha
menztap di Indonesia, telah berhak atas hasil dari satu atau
lebihe somber pendapatan serupa « 1

hewajthan pajak warsan yang belur 1erbagi dimaksud pada
pasal 2s ayat (1) dimulai pada saat t rjadinys warisan belum
terbagi 1ty dan ber.khir pada saa* r-embagian watisan telah
selesai.

Pajak Jtpungut terscodiri atas tap bagan dari tahun
takwiny, s¢.ama mana seorang wa: jak bertempat-tinggal
atau bid  hertempat tinggal di I 1es18a.

* Teks tewra et ot ! ndany  ndan
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(4) Dari mereka yang kewajiban pajaknya dimulai pada atau
sctelah | Januari atau berakhiv Jalam tahun takwim, maka
pajak ditetapkan atas sekian per tiga ratus enam pulub
bagian dari jumlah yang diperoich dengan perlakuan pasal 8,
scttanyak jumiah hari dari ms.a pajak, dengan pengertian,
b.hwa tirp bulan yang penuh yang termasuk pada masa pa-
jak itu, dihitung sebanyak tigapuiuh hari.

Pada itu maka untuk pelakuan pasal 8 pendapatan bersih
yang diperoleh selama masa pajak dihitung dahulu hingga
juiniah setahun.

(5) Uniuk menjalankan pasal 8 maka keadaan pada awal tahun
takwim atau pada awal masa pajak adalah menentukan.

* Pasal 8d.

(1) Pajak yang dengan memperhatikan pasal 8¢ ditentukan me-
. burut tarip pasal 8 ayat (3), dikurangkan dengan pajak yang
telah dipungut di muka atas pendapatan itu atau atas bagian-
_bagiannya, Jika jumlah pajak yang telah dipungut di muka

itu berjumiah lebih besar daripada jumlah pajak yang dihi-
tung kemudian itu, maka keleb/hannya dikembalikan. Pemu-
ngutan maupun pengembalian termaksud tidak dilakukan,
jika pajak yang dihitung kemudian itu tidak berbeda lebih
dari sepuluh persen dari pajak yang telah dipungut di muka.

(2) Dibapuskan,

Pasal 8e.
L (Dihapuskan).

Pasal 8f

{ ntgk pelaksanaan Ordonansi ini, maka dianggap sebagai
anak angkat, orang yang belum dcwasa yang pada awal tahun
takwim atau masa pajak dimaksudk -n pada pasal 8c ayat (4) tidak
tergolang keluargs sedarah atau ser enda dalam garis lurus wajib
pajak dan yang penuh menjadi trny gungannya.

———
* Teks :+'m men: -ut Undang U tang
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Pusul 9.

Dari pajak dikccualikan :

a. wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negaia asing,
orang yang diperban* kan kepada mereka dan yang bekerja
pada dan bertempat kediaman bersama-sama mereki, asal
merela bukan warga negara Indonesia dan selanjuinya di in-
donesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan, dan
dengan syarat, bahwa jika oleh negara untuk mana atau un-
tuk wakil mana jasa-jasa itu dilakukan, dipungut suatu pajuak
atas pendapatan atau atas kekayaan, wakil diplomatik, hon-
suler dan lain-lain wakil Republik Indondsia, orang vang di-
perbantukan kepada mereka dan yang bekerja pada dan ber
tempat kediaman bersama-sama mereka, dalam negari ito
memperoleh pengecuaiian yang sesuai;

b. | pegawai sipil dan militer angkatan darat, anghatan laut duu
angkatan udara negara asing;

c. wakil-wakil organisasi intcrnasional yang ditunjuk olch
Menteri Keuangan,

d. (dihapuskan).
e. (dihapuskan).
f. (dihapuskan).
g. (dihapuskan).

Pasal 10.

1

*(1) Ketetapan-pajak ditetapkan olch para Kepala Inspeksi Pa-
jak, masing-masing sekodar mengonai dacrah jabatannya.

{2) (dihapuskan), *

(3) (dihapuskan),

(4) (dihapuskan), { & v

(5) Wajid-pajakYing bertempat-kediaman di Indonesia, dan
wajib-pajak yang’'tidak bertempat-kediaman di Indonesia
yang pendapatannys diperoleh dari harta-tetap yang terletak

di Indonesin atau.dasi hak yang pada itu, dari piutang, yang
pokok hutangnya dijamin oleh hipotek atas harga tetap atau

* Teks resmi menurut Undang-Undang

SKRIPSI INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI ...

Setyoadi, Sujanto



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

hak demikian, mavpun dari pcheryaun atau perusahaan yang
dilakukan di Indonesia, dikenakun pajak oleh pejabat, dalam
daerah siapa nicreka bertempat-kediaman, barany tak gerak
terletak atau pekerjasn atav perusahaan dilakukan, kecuali
bila Menteri keuangan menentukan lain.

(6) Pada penclapan tempat menurul ayat terdahulu, maka ke-
ailaan pada awal tahun takwim atau masa pajak adalah me-
nenfukan,

(7) Wajib-pajak yang lain, yang tidak bertempat kediaman di ln-
donesia dikenakan pajak oleh Kepala inspeksi Pajak Jakar-
la.

Pasal (0a.

*(1) Wajib-pajak seperti dimaksudkun pada pasal | ayat (1), se-
panjang ia menjalankan sualu pekerjaan bebas atau perusa-
haan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan
itu datam sesuatu tahun setelah tahua 1948 telah melebihi
jumiah seratus ribu rupigh, ataupun apabila ia ditunjuk oleh

+ pegawai yang dibebani ketetapan pajak, diwajibkan untuk
mengadakpn pembukuan tentang apa yang dijalankan, de-
mikian rupa, schingga dari pembukuan dapat ternyata peng-
hasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan
itu.

(2) Wajib-pajak seperti dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) di-
haruskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi
semata-mata sekedar mengenai pekerjaan atau pcrusahaan
yang dilakukan di Indonesia. .., ,

(3) Pejabat yang dibebani ketetapan pajak dapat menank kem-
bali penunjukan yang dimaksudkan pada ayat pertama, pun
dapat memberikan pembebasan kewajiban untuk mengada-
kan suatu pembukuan dimuksudkan pada ayat pertama,’
kalau wajib pajak menunjukkan bahwa penghasilan setahun
dari pekerjuan atay perusahaannya selamas lima tahun ber-
turut-turut telah berjumlah seratug ribu rupish atau kurang.

(4 Pembukuan ite harus dilakukan dalam-bahasa Indonesia
dengan mempergunakan huruf-huruf latin dm angka-angka
yang lazim terpakai.

* Teks resmi menurut Undang Undang
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(5) Menteri Kcuangan dapat mengizinkan baik untuk umumnya,
maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakannya bahasa-
bahasa lain schugai bahasa pengantar dan diadakan pembu-
kuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angka-angka
lain.

(6) Pembukuan itu harus memuat catatan urut teatang keadaan
kas dan daftar tagihan dan hutang yang dikerjakan teratur
dan disudahi setiap tahun juga, jika mengenai suatu perusa-
haan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun
setiap tahun,

(7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus
disimpan selama sepuluh tahun.

Pasal 11,

(1) Wajib-pajak, atas permintaan wajlb:

a. melakukan pemberitahuan dengan mengisi dengan tegas
dan benar suatu surat pemberitahuan yang diberikan ke-
padanya, menanda-tangani dan mengirimkan kembali

_surat pemberitahuan itu-kepada pejabat yang dibebani ke-
tetapan pajak dalam waktu yang ditentukan olehnya.

b. memberikan keterangan lisan kepada pejabat yang dibe-
bani ketetapan pada tempat dan saat yang ditentukan
olehnys, begitu pula keterangan tertulis, dalam waktu
yang ditentukan olehnya yang dianggapnya perlu untuk
pengenaan ketetapan pajak;

¢. memperlihatkan kepada pejabat yang dibebanl Letetapan
pajak atau kepada akhli atau juru bahasa yang dituajuk-
nya, pada tempat dan saat yang ditentukan oleh mereka,
pembukuan yang dilakukan, surat-surat yang menjadi
dasar pembukuan itu begitu pula catatan-catatan dan |
surat-surat lainnya yang dianggapnya perlu untuk penge-
naan pajak, memberikan kesempatan kepada mercka
membuat salinan, kutipan dan catatan dari pada itu, mem-
berikan segala keterangan tentang itu yang mereka perlu-
kan dan mengizinkan, bahwa pemeriksaan dilanjutkan
selama mercka menganggap demikian itu perlu.

*(1a)Juga apabila kepadanya tidak liberikan surat pemberitahu-
an, maka wajib-pajak yang p ndapatan bersihnya setabun

* Teks resmi menurut Undang-Und- g
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melebihi batas peudapatan minimum seperti dimaksudkan
dalam pasal 8 ayat (1) dan tidak semata-mata terdiri dari pen-
dapatan termaksud pada pasal 17a ayat-ayat (1), (6) dan (7),
wajib melakukan pemberitahuan schelum tanggal 1 April
dari tahun yang berikut pada tahun takwim,

Guna memenuhi kewajiban seperti dimaksud pada ayat (1),

maka oleh pejabat yang dzbaham ketetapan pajak dapat pula
ditunjuk: .°

a. Untuk wajib pajak ms belum dewasa, berada di dalam

pengamponun atau gil, {alah wakiinya yang sah;

b. Untuk wejib-pajak yang meninggal dunia, ialah pelaksana
wasiatnya pengurus harta-peninggalannya, atau scorang
atau lebih ahli warisnya;

¢. Untuk wgjib-pajak yang tidak bertempat-tinggal di Indo-
nesia dan memperoleh hasil dezi barang tak gerak yang
terletak di Indonesia atay hak yang terikat pada barang
tak gerak ftu, dari pintang yang pokoknya dijamin oleh
hipotek atas barang tak gerak yang térletak di Indonesia
atay hak yang terikat pada barang tak gerak itu maupun
dart pekerjaan atau perusthaan yang- dllakukan di Indo-
nesis ialsh wakiinya atau kussanya.

Jika kewafiban yang ditentukan g‘ pasal 10a tidak atau
:

tidak sepenuhnya dicukupi, atau jiks pemberitahuan, walau-
pun telah ditegur dengan surast tercatat, tidak dilakukan
dalam waktu yang ditentukan pedetegutan itu, ataupun, Jiks
kewajiban yang ditentukan pada ayat (1) huruf b dan ¢ tidak
dicukupi sepenuhnya, maka jumiah pajak ditambah dengan
duapuluh lima persen.

Direktur Jenderal Pajak, setelah dlyakinkan oleh yang ber-
sangkutan, berwenang atas .iasan kekt@!dm atau kelalaian
yang dapat dimaafkan, pntuk mengurangi atay membatalkan
tambahan yang dimaksud pada ayat yang lalu,

 wsal 12., )

Ketetapan pajak ditétapkan secepat mungkin 'sesudah akhir
tahun takwim atau mass pajak.

.4..
* Teks resini menurut Undapg-Undang
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Sambi! menunggu ketetapan psjak maka oleh pejabat yang
dibebani ketetapan pajak, dapat dikenakan ketetapan pajak
sementara, menurut perkiraan yang berdasar dengan meng-
ikat pendapatan yang dikenakan pajak untuk tahun yang
lalu,

Ketetapan pajak sementara hanya dapat dilakukan satu kali
dan dikenakan dalam tahun takwim yang bersangkutan,
kecuali jika terdapat alasan-alasan untuk menyimpang dari
ketentuan tersebut dan dengan persetujuan wajib-pajak.
Ketetapan pajak sementara dipandang sebagai ketetapan pa-
jak dalam arti kata ordonansi, kecuali terhadap ketetapan
pada pasal-pasal 13, 14, 14d dan pasal 17 ayat (1).

Jika setelah dua tahun terhitung semenjak akhir tahun daiam
mana ketetapan pajak sementara dikenakan, ketetapan pajak
belum juga ditetapkan, maka ketetapan pajak sementara itu
dianggap scbagai keteapan pajak dalam arti kata ordonansi.

Dari ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sebagian yang
besarnya sama dengan ketetapan pajak sementara tidak di-
tagih.

Jika ketetapan pajak dimaksud psda ayat (1) lebih rendah
daripada ketetapan pajak sementara, maka ketetapan pajak
itu seluruhnya tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara
dikurangi dengan bedanya.

Jumlah pengurangan menurut ayat (7) dibagi rata menurut
jumlah angsuran ketetapan pajak vang belum dilunasi.

Jika besarnya ketetapan pajak dimaksud pada ayat (1) sama
dengan atau lebih rendah dari ketetapan pajak sementara,
maka tentang hal itu oleh pejabat, yang dibebani kctetapan
pajak diberikan suatu berita kepada wajib-pajak yang
memuat tanggal pemberian tersebut.

Dihapuskan.
* Pasal 13.

Wajib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak
yang dikenakan padanya dalam waktu tiga bulan sesudabh
pemberian surat ketetapan pajak atau pemberitahuan dimak-

G

* Irks ress senurut Undang-Undang
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sud pada pasal 12 ayat (%) atgu dalam waktu hga bulan
sesudah dua tahun dimaksud puada pasal 12 avai (3, dapat
memasukkan surat heberatan pada pejabat yang menetapkan
ketetapan pajak itu,

Kewajiban membayar ketetapan pajak tidak ditunda oleh
pemasukan surat keberatan.

Fusal 14,

Atas surat keberatan diambil suatu keputusan oleh pejabat
yang ditunjuk pada pasal 13 ayat (1).

Untuk mengambil keputusan atas surat keberatan apa yang
ditentukan pada pasal {1 ayat (1) dan (2} diluhukan sesuai.
Wajib-pajak yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentp-
kan pada pasal 11 wajib membuktikan tidak benurnya kete-
tapan-pajak yang dikenakan.,

Jika surat keberatan tidak dimasukkan dalam batas waktu

. yang ditentukan maka wajib-pajak tidak diterima dalam ke-
. beratannya, kecuali jika ditunjukkan, bahwa batus waktu itu

oleh keadaan-keadaan istimewa tidak dapat dipatuhi.

Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang di-
masukkan pada waktunya, diperhatikan segala apa yang ter-
nyata tidak benar pada pengenaan ketetapan-pajak.
Keputusan diberi alasan-alasan, jika wajib-pajak tidak di-
terima dalam keberatannya ataupun jika keberatan yang di-
ajukan untuk sefuruhnya atay untuk sebagian ditolak.

*(7) Suatu salinan dari keputusan #tu diberikan kepada wajib-

pajak dengan jalan pengiriman selpku surat dinas terdaftar
maupun atas tanda terima m%ib.buhl tanggal.

0 .MM- ,‘i‘
Barang siapa keberatan terhadap keputusan yang diambil

menurut pasal 14, dalam waktu tigs bulan sesudah salinan kepu-
tusan dikirimkan, dapst memobon panding kepada Majelis Per-
timbangan Pajak menuryt cara yaog djtentukan dalam peraturan-
pertimbangan Utusan Pajek, .

ffék?m:d menyrut Undang-Undang
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Pasal 14b.

(1) Ketetapan-pajak, sebagaimana ditetapkan terakhir diperta-
hankan oleh Majelis Pertimbangan Pajak sepanjang ketidak
benarannya tidak ternyata kepada Majelis:

a. jika pemberitahuan walaupun telah ditegur menurut pasal
11 ayat (3), tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan
dalam batas teguran itu;

b. jika kewajiban. yang ditentukan pada pasal 1] ayat (1)
huruf b dan ¢ tidak dipenuhi seluruhnya.

Pasal Mc.
(Dihapuskan),

(1) Jika suatu ketetapan-pajak dikenakan kerendahan atau salah
diputuskan untuk tidak mengenakan ketetapan-pajak, begitu
pula jika ketetapan-pajak yang dikenakan salah dikurangkan
-atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut itu dapat
ditagih kemudian, selama sejak hir tahun takwim itu tidak
lewat tiga tahun,

(2) Pajak yang termasuk dalam matu ke dnfm tagihan kemu-
dian ditambah dengan seratus persen mlah pajak itu.

{3) Tambahan ity tidak tethutang, Jika. dan seganjang tagihan
kemudian ity adalah akibat darl pada keterangan tertulis,
yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan kemauannya
sendiri dan bersama itu pula diberikan keterangan yang
benar untuk menghitung pajak yang kurang dipungut.

(4) Tambahan juga tidak terhutang, jlka dan scpanjang tagihan
kemudian terjadi:

a. untuk membetulkan perklraan yang salah dari yang berke-
pentingan dan yang dapat diterims bahwa perkiraan itu
dilakukan dengan itikad baik;

b. untuk membetulkan kelalaian jabatan.

(5 Direktur Jenderal Pajak, setelah diyakinkan oleh yang
berkepentingan, berwenang atas alasan kesesatan atau
kekhilafan, yang dapat ditnaafkan, mengurangi atau mem-
batalkan tambahan yang dimaksud pada ayat (2).

(6) (Dihapuskan).
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Pasal 14c.

(1) Terhadap ketetapan tagihan kemudian peraturan leniang
penetapan dan penagihan ketetapan-pajak berlaku sesuai.

(2) Barang siapa berkeberatan terhadap tagihan kemudian yang
dikenakan padanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal
pemberian surat ketetapan-pajak dapat memohon banding
kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang di-
tentukan dalnm Peraturen Pcrtlmbanpn Urusan Pajak.

Pasal 15.

(1) kcmubancpajak serta tambahan yang ditetaphan dimuat
dalam' kohir, kecuali ketetepan-pajak yang besarnya sama
dengan atau lebih rendah deni ketetapan sementara.

(2) Kohir yang memuat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh
Kepala Inspeksi Pajak, ditetapkan oleh Kepala Inspeksi itu,

*(2) kepah_a Inspeksi Pajak mengurus pemungutan pajak yang ter-
+ hutang menurut kohir yang ditetepkan oleh mereka, juga pe-
Inksanaan yang saksama dasi apa'yang ditentukan pada ayat-
ayat (3), (4), (5) dan (6)
(2b) (Dihapuskan).- '

(3) Segéra sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung
pajak atau dalam hal yang ditetukan pada pasal 11 ayat (2),
anak bagian a dan b, kepada orang-orang yang disebut dalam
pasal itu diberitahukln tentang ketetapan pajak yang dimuat
di dalam kohir itu, dengan julan Mberikan suatu surat ke-
tetapan-pajak.

(4) Jika ketetapan pajak mengenai wajib-pajak yang tidak ber-
tempat tinggal di Indonesia dan yang memperoleh hasil dari
barang tak gerak yang terletsk di indoenaia, atau hak yang
terikat pada barang tak gerek itu dari piutang, yang pokok-
nya dijamin oleh hipotek atas barang tak gerak yang terletak
di Indonesia, atau hak yang terikat pada barang tak-gerak itu
maupun dari pekerjaan atau perugphaan yang dilakukan di
Indonesia maka surat ketstapan pajak dapat diberikan
kepada wakil atau kuasanya yang bertempat tinggal di Indo-
nesia.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(5) Tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat kete-
tapan pajak.

*(6) Dalam hal wajib-pajak atau orang yang disebut pad a yat (3)
tidak mempunyai rumab atau tempat kediaman yang terang
surat ketetapan-pajak disimpan di kantor Kepala Inspeksi
untuk wajib-pajak, maka hal itu diumumkan dalam Berita
Negara dan dalam surat kabar harian yang diterbitkan dalam
wilayah Kepala Inskepsi Pajak yang bersangkutan dan pe-
nyimpanan itu berlaku sebagei penyerahan sedang sebagui
tanggal penyerafian dianggap hari keenampuluhnya sesudah
tanggal nomor Berita Negara di mana pengumuman tersebut
dimuatnya,

Pasal 16.

(1) Kctctapan-pajak terhutang oleh orang atas nama siapa kete-
lapan itu dimuat dalam kohir,

{2) Jika ketetapan-pajak mengenai seorang penanggung -pajak
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan yang memper-
oteh hasil dari barang tak gerek yang terletak di indonesia,
atau hak yang terikat pada barang tak gerak itu, dari
piutang, yang pokoknya dimjamin oleh hipotek atas barang
tak gerak yang terletak di Indopesia, atau hak yang terikat
pada barang tak gerak itu, maupyn dari pekerjaan dan peru-
sahaan yang dilakukan di lndonnia maka wakil atau kuasa-
nya yang bertanggung-jawab atss pembayaran ketetapan-
pajak itu, jika surat ketetapan pajak bersangkutan diberikan
kepadanya menurut pasal 15 ayat (4).

Pasal 17.

*(1) Ketetapan pajak yang dimaksudkan pgda pasal 12 ayat (1) °
ditagih sekaligus pada hari kelima belas dari bulan ketiga
yang berikut pada bulan, dalam mana surat ketetapan pajak
diberikan, Hari kelimabelas ity ditentukan sebagai hari pem-
bayaran,

(2) Ketetapan-pajak sementara, bcmtu pula ketetapan-pajak di-
maksud pada pasal 12 ayat (8),-dapat ditagih dalam sekian
angsuran yang sama, sebab sisa bulan tahun takwim sesudah

e

* Teks 1esmi menurut Undang-Undang
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3)

*(4)

(5)

(1)

bulan, dalam mana surat ketetapan-pajak diberikan.
Pada hari kelimabelas dari tiap-tiap bulan itu jatuh hari pem-
bayaran satu angsuran,

Jika pemberian sural ketetapan mengenai ketetapan pajuk
yang dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah tanggal 31 Juli
tahun takwim yang bersangkutan dengan ketetapan-pajak,
maka ketetapan-pajak dapat ditagih dalam lima angsuran
yang sama, yang hari pembayarannya jatuh berturut-turut
pada hari kelimabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai dengan
bulan yang berikutnya pada bulan, dalam mana pemberi.n
itu terjadi.
Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang
terhutang sebelum atau pada hari pembayaran, maka ia di-
kenakan bunga sebesar lima prosen dari bagian yang tidak
terbayar, untuk tiap-tiap bulan sebagian dari sebulan
dihitung untuk sebulan penuh dari hari jatuh pembayaran
hingga penyetoran.
Ketetapan-pajak dimaksud padn ayat (1), (2), dan (3) dapat
ditagih sekaligus:
ke-1 jika suatu jumlalldfyqng lebth besar dari dua angsuran
yang telah dapat h tidak dilunasi;

.ke-2 Jika penanggung-pajak dinyatakan pailit, begitu pula

dalam hal penyitaan bamug gerak atau barang tak gerak
atas kuasa Pemerintah’ atau dalam hal penjualan
barang-barang itu oleh hrena penyitaan atas nama
fihiak ketiga; St
ke-3 jika penanggung-pajak meninggalkan Indonesia untuk
sclama-lamanya atau sementara, atau berniat untuk itu.
ke-4 jika wajib-pajak dimaksug dalam pasal 2 ayat. (1),
menghentikan atsu'secara menyolok mengecilkan pe-
kerjaannya atau ‘perusahaannya’-ying dilakukan di
Indonesia maupun memindahkan harta tetapnya yang
terletak di Indonesia.
. ‘P;hsa! 17a.
Sesuai densm keunmanbtetcmuan yang akan dikeluarkan
oleh Menteri Keuangan, maks para majikan wajib melaku-

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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kan potongan pajak yang terutang atas upah yang dimilikj
oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di
Kas Negara.

Juga para penérbit dan mereka yang meiakukan perusahaan
dan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di-
keluarkan oleh Menteri Kenangan berkewajiban melakukan
potongan pajak yang terhutang atas honorarium-honorarium
yang mereka bayarkan,

Yang dimaksud Ordonansi ini dengan :
ke-1 majikan :

orang atau badan yang mempunyai hutang kepada bu-

ruh yang berupa upah.

ke-2 buruh :

a. setinp orang yang menurut suatu perjanjian-kerja
dalam arti kata bab VHA, buku ketiga dari Kitab
Undang-Undang Hukum perdata melakukan peker-
jaan, juga jika ketentuan-ketentuan dari bab itu tidak
atau tidak semua berlaku atas perjanjian-kerja itu;

b. sctiap orang yang melakukan kerja dalam jabatan

*  Negeri atau badan-badan umum lainnya;

¢. setiap orang yang melakukan kerja dalam dan untuk
suatu perusahaan yang dilakukan olch pihak lain,
juga jika kerja itu tidak dilakukan dalam jabatannya,
tidak termasuk kerja untuk perusahaan itu dilakukan
oleh secorang, yang melakukannya sebagai seorang
yang melakukan suatu pekerjnn bebas atgu perusa-

+ T A

d. tidak dianggap sebagu‘ mehkuhn suatu pekerjaan
bebas atau perusahaan ialah melakukan kerja me-
nurut petunjuk pimpinan perusahaan yang walaupun
dengan terhenti-henti, lerjadi dengan teratur untuk

perusahaan itu,
ke-3 upah

segala sesuptu yang terhuwu Atau yang dlbnyarkun
oleh majikan kepada burub dengan nama apapun juga,
baik yang berupa uang atay yang berupa barang dan
jasa yang dapat dinilaikan dalam uang, sebagai ganti
jasa yang diberikan buruh kepada mljiknn berdasarkan
hubungan kerja.

23

INTENSIFIKAS|I DAN EKTENSIFIKASI ... Setyoadi, Sujanto



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
24

(4) Jika kewajiban dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan
saksama, maka terhadap mercka yang berkewajiban pajak
karena menerima upabh, tidak dikenakan ketetapan pajak,
kecuali atas permohonannya sendiri atau dalam hal pajak
yang terutang atas seluruh pendapatan bersihnya untuk
tahun takwim atau masa pajak yang bersangkutan, berjum-
lah lebih dari pada jumlah potongan-potongan yang telah
disetor atas nama mereka, mengenai masa setahun takwim
atau masa pajak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, maka diadakan
perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib pa-
jak, sesuai dengan aps yang ditentukan pada ayat pertama,
apa yang lebih disetor dikembalikan kepada buruh yang ber-
sangkutan,

(6) Untuk pelaksanaan pasal ini maka @

a. dalam upah yang dimiliki oleh buruh termasuk pula apa
yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada ahli
warisnya karena suatu jabatan atau hubungan kerja yang
telah lampau;

.b. dalam honorarium pengarang termasuk pula apa yang di-
bayarkan kepada ahli-waris seorang pengarang karena hal-
hal yang berhubungan gengan pekerjaannya yang telah
hmp.!‘" . . al # ‘ A

(7) Pajak yang terhutang atas gaji, gaji cuti, uang tunggu, tun-

. jangan pensiun dan lainein basil yang dibebankan pada ke-

uangan umum Indonesia, dipotongkan dari pendapatan itu

dan disetor di Kas Negara menurut peraturan-peraturan yang
akan ditetapkan olech Menteri keyangan.

Avyat-ayat (4) dan (5) berlaky agsuai untuk itu.

* Pased 17b.

(1) Jika ternyata, bahwa upah terhutang atau dibayarkan de-
ngan tidak dipenuhinys' kewajiban seperti yang dimaksud
pada pasal 17a ayat (1), atau dengan tidak diturutinya de-
ngan tertib ketentuan-ketentuarnt yang dikeluarkan untuk pe-
laksanaan pasal tersebut, maka Kepala Inspeksi Pajak dapat

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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mengenakan kepada majikan yang lalai karena ity suatu
ketetapan pajak tagihan tambahan untuk menagih yang
kurang dibayar menurut keterangan-keterangan yang ada
padanya,

Pajak yang dipungut berdasarkan ayat (1) ditambah dengan
dua ganda. Tambahan dua ganda itu tidak dipungut, jika
sepanjang pengenaan pajak itu terjadi sebagai akibat dari
perkiraan yang salah dari majikan dan dapat ditcrima bahwa
perkiraan itu dilakukan dengan itikad baik.

Ketetapan pajak ditetapkan dengan suatu keputusan yang
memuat alasan; salinan dari keputusan itu dikirimkan
kepada yang berkepentingan menurut cara yang ditetapkan
oleh Kepala Inspeksi Pajak sesudah tanggal pengisiman di-
catat pada salinan itu,

Jika telah lewat dua tahun sejak hari diketahuinya oleh
Kepala Inspeksi Pajak fakta yang menyebabkan tagihan tam-
bahan pajak itu, maka hak untuk mengenakan suatu ketetap-
an pajak hilang.

* Pasal 17c.
Terhadap ketetapan pajak seperti dimaksud pada pasal 17b

ayat (1) maka pasal-pasal 14a, l4d ayat (5), 19 ayat (4) dan 29
berlaku sesuai.

(N

2)

(3)

. Pasal 17d.

Majikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indo-
nesia dikenakan pajak di tempat di mana mereka bertempat
tinggal atau berkedudukan; mereka yang tidak mempunyai
tempat-linggal yang tetap, dikenakan, pajak di tempat di
mana merekq diketerukan atau dj Imna metcka melaporkan
diri.

Majikan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di
Indonesia dikenakan pajak di tempat di mana perusahaan
atau pekerjpan semata-mata atau tzruth_n'\a dilakukan.

Oleh Menteri Keuangan ditetapkan péreturan tentang tempat
pengenaan pajak majikan, untuk siapa ketentuan pada ayat

* Teks resmi mchurut Undang-Undang
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(2) tidak menunjuk suatu tempat pengenaan pajak, ataupun
menunjuk lebih dari satu tempat pengenaan pajak.

(4) Di mana majikan bertempat tinggal ditentukan menurut ke-
adaan,

* Pasal 17e.

(1) Kctetapan pajak yang jumlahnya lima puluh rupiah atau
lebih begitu puia tambahan-tambahan, juga yang dimaksud
pada pasal 15 Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak,
dimuat dalam kohir,

(2) Kohir ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak.
(3) Pormulir kohir ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

* Pasal 17f,

(1) Segera sesudah kohir ditetapkan, maka kepada penanggung
pajak diberitahukan hal ketetapan pajak yang dimuat di
dalamnya dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak
kepada majikan bersangkutan atau wakilnya dalam arti kata
pasal l7h

(2) Penyelenuaraan pemberian syraj ketetapan pajak dilakukan
oleh Kepala Inspeksi Pajak.

(3) Tanggal pemberian dicatat baik pada kohir maupun pada
surat ketetapan Pajak.

(49) Pormulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak,

< 'Pasal 173,

(1) Ketetapan ruak dapat ditagih selwttthnyn mulal hari kese-
puluh sesudah hari surst ketetspaif pafuk diberikan.

(2) Ketetapan pajak dapat ditagih ;eketil_ca itu, jika ketetapan

pajak itu dikenakan kepada ma)ikah yang tidak bertempat

" tinggal atau berkedudukan d! mdonedia yang untuk semen-

tara melakukan sendiri perusahaath atau pekerjaan di in-
donesja ataupun dengan perantaraan wakiinya.

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(3) Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda pencrimaan
pembayaran jika pembayaran dilakukan kepada yang berhak
menerimanya.

(4) Kewajiban membayar pajak tidak ditunda oleh pemasukan
keberatan terhadap ketetapan pajak.

¢ Pasal 17h.

(1) Majikan atau wakilnya bertanggung jawab atas pembayaran
tagihan tambahan seperti yang dimaksud pada pasal 17b.

(2) Tanggung jawab dimaksud pada pasal ini meliputi pula biaya
tuntutan,

* Pasal 17i.

(1) Untuk ketetapan pajak tagihan tambahan, Negara mempu-
nyai hak utama terhadap segala barang majikan yang me-
nanggung pajak, begitu pula terhadap barang mercka yang
menurit pasal 17h bertanggung jawab terhadap pembayarun
pajak. :

(2) Hak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala
hak laihnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal
1139 No. | dan 4 dan pasal 1149 Nd. 1 dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan
terhadap gadai dan hipotek yang distur eleh Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang dizdakan sebelum saat pajak
terhutang atau dalam hal diadakan setelah saat itu, sepan-
jang untuk itu diberikan suatu suras ketesangan hipotek se-
perti yang dimaksud pada ayat ($).,

(3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1)
tiduak mendahului ikatan kredit yang diadakan sebelum saat
terhutangnya pajak atau dalam hal dindakannya sesudah saat

* itu, -sepanjang untuk itu diberikam suatu surat keterangan
seperti dimaksud pada ayat (5). Terhadap tanah dan barang
vang digadaikan menurut hukum gdat, hak utama Negara
tidak mendahului hak pemegang gadai terhadap pembayaran
uang gadai. -

N

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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(4) Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak
diberikan atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat
paksa untuk membayar, dua tahun setelah diberitahukannya
surat tuntutan yang terakhir. Dalam hal diberikan penunda-

" an pembayaran, maka waktu itu karena hukum diperpanjang
dengan waktu penundaan,

(5) Sebelum atau sesudah diadakan hipotek dalam arti kata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemberi
hipotek dapat minta suatu surat keterangan, bahwa hipotek
itu mendahului hak utama yang diberikan pada ayat (1).
Surat keterangan diminta pada Kepala Inspeksi Pajak dalam
wilayah siapa pemberi hipotek bertempat tinggal atau jika
merc¢ka tidak bertempat tinggal di Indonesia, dalain wilayah
siapa barang tak gerak terletak atau berada atau kapan
dibukukan. Kepala Inspeksi Pajak memberikan surat kele-
rangan itu, jika tidek ada pajak yang mendahului hipotek

. atau menurut pendapatnys eda jaminan, bahwa pajak yang
berhak mendahului hipotek itu akan dilunasi.
Dalam hal surat keterangan itu tidak diberikan, maka
pemberi hipotek dapat mengajukan keberatannya kepada
 Direktur Jenderal Pajak yang akan menyuruh memberikan
Y matkk:;ler&wm itu, jilkg menytu pendepatnya ada alasan
untu :
Terhddep ikatan kredit maka Eetptyan ini berlaku sesuai.

tﬁ) txaentmlmmman tentang baltitema meliputi pula biaya

e

,untutan, -

(B Pajak yang terutang setbieh ravi i ng pajak dinyata-
* kan dalsain teadnan wummmmm di bawah
penyeleuhn pcmdﬂad yang memberatkan
.keknyum

 Besar 167

(1) Kepada pznanggung-pajek yo=dt'titunjukken, bahwa kete-
tapan pajak yang nkan dikenzXen . padanya ssbagai yang di-
-maksudkan paderpasal 12 aysti{l), kinm-kira akan dihitung
_otes suatu pendapaton-jpang kureny desi-tisa perempat dari
pada pendapatan-yang dihitung untuk ketetep=n sementara
atas permintaannya diberikan suatu penundaan pembayaran
untuk jumiah, dengan mana ketetapan gementara kira-kira
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akan melebihi ketetapan-pajak yang kemudian akan ditetap-
kan.

Jumlah yang pembayarannya ditunda dibagi rata menurul
banyak angsuran ketetapan sementara yang belum dilunasi.

Keputusan penundaan pembayaran dapat ditarik kembali
sctiap waktu, bilamana berdasar perkiraan jumlah ketetap-
an-pajak yang akan ditetapkan kemudian memberi alasan
untuk itu.

Pasal 19,

Pajak dapat ditagih atas barang-barang gerak dan barang tak
gerak dari orang yang dikenakan pajak, begitu pula atas
barang gerak dan barang tak gerak dari isteri yang penda-
patannya menurut ketentuan pada pasal 6 dianggap sebagai
pendapatan suaminya, dan atas barang gerak dan barang tak
gerak dari isteri sescorang, yang menurut ketetuan pada pasal
15 ayat (4) dan pada pasal 17a bertanggung-jawab atas pem-
bayaran ketetapan-pajak. .
Untuk pajak Negars mempunyai hak utama terhadap barang
gerak dad barang tak gerak yang dimaksud pada ayat (1).
Heak utams ynng diberikan pads oyat (2) mendahului segala
hak kecuali jerhadap piutang tergzbut dalam pasal 1139 No.
! dan 4 dasi pasel 1149 No. { dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, dan | pau!-pqal. . dan 81 dari Kitab

Undang-Undang Rukum Dageng, mal jaminan panen baik
pun hipotek, yang qmdakan sebelum awal tahun untuk mana

pajak terhutang.

Piutang untuk membayar pajak lswet waktu setelah lanipau
lima tahun, dihitung dari akhir ¢shun, stss mana pajak
dipungut.

Pasal 20.
(Dihapuskan),
Pasal 21,

Setiap orang dilarang untuk memberitahukan lebih jauh se-
lain dari pada yang diperfukan untuk melakukan jabatan
atau pekerjaan, apa yang ternyata etau diberitahukan ke-
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padanya dalam jabatannya atau pekerjaannya dalam melak-
sanakan ordonansi ini atau yang berhubungan dengan itu.

(2) Larangan ini berlaku juga terhadap ahli bukan pegawai atau
juru bahasa dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, sepan-
jang mereka, berhubung dengan pelaksanaan ordonansi ini
diminta pendapatnya atau ditunjuk memeriksa pembukuan,
surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-
surat lain,

Pasal 22.

(1) Mereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan di dalam
negeri diwajibkan kepada pejabat yang dibebani ketetapan-
pajak atau kepada ahli yang ditunjuk, sesuai dengan pasal 11
ayat (1) huruf ¢, untuk memeriksa pembukuan, surat-surat
yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat lain, atas
permintaannya, untuk :

a. memberikan segala keterangan yang oleh peminta diang-
gap perlu untuk penentuan yang saksama dari pendapatan

- Wajib-pajak yang tersebut pada permintaan itu dan;

b. memperlihatkan semua “buku-buku, surat-surat atau
tulisan-tulisan yang oleh peminta dianggap perlu untuk
dilihat guna pelaksanaan tugasinys dengan saksama.

*(2) Kewajiban yang dimuat pada ayat pertama berlaku pula un-
tuk para pensurus termasuk .patanys pesero-pesero kerja,
para wakil dari para penyelesai’ dari badan-badan hukum,
yang melakukan suatu perusatinan-dl Indonesia.

(3) Jika mengenai kéterangan yahf diminta untuk diberitahukan
atau untuk diperlihatkan menurut ayat (1) ada kewajiban un-
tuk merahasiakan, maka kewajibmitersebut aleh permintaan .
itu ditiadakan upanjang ini dipsslulmn untuk. mencukupi
permintaan itu.

me 2.,{ .

(1) Barang siapa untuk dirl sendirl atau untuk orang lain dengan
sengaja mengisi surat pemberitahuan sebagai dimaksud pada
pasal 11 ayat (1) huruf a denga¥ keterangan-keterangan yang

. tidak benar atau tidak lengkap, maka jika hal itu dapat me-

* Teks resmi menurut Undang-Undang
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nimbulkan kerugian untuk negara, dihukum dengan huhum-
an penjara paling lama enam bulan atiau hukuman denda pa-
ling banyak sepuluh ribu rupiah.

Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku, jika orang yang
memberitahukan, selama hal itu belum disampaikan kepada
kejaksaan, dengan kemauan sendiri melakukan pemberitahu-
an baru yang benar dan iengkap asal ketetapan-pajah belum
ditetapkan dan orang yang memberitahukan tidak diminta
untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan pada pasal |1
ayat (1) huruf b dan ¢ atau asal ketetapan-pajak ditctaphan
kercndahan.

Pasal 24,

Barang siapa kepada pejabat yang dibebani ketetapan-pajak

atau kepada seorang ahli atau juru bahasa, yang sesuai dengan
pasal {1 ayat (1) huruf ¢, ditunjuk untuk memeriksa pembukuan,
surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu dan surat-surat
lain, dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan suatu
buku atau tulisan lain yang palsu atau dipalsukan, seoiah-olah itu
benar dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara
paling lama dua tahun.

(1

2

&)

(N

Pasal 25,

Barang siapa dengan sengaja melanggar perahasiaan yang
diwajibkan pada pasal 21, dihukum dengan hukuman pen-
jara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling
banyak enam ratus rupiah,

Barang siapa bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasia-
an, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga
bulan atau hukuman denda paling banyakatiga ratus rupiah.
Penuntutan tidak dilakukan selain atas pengaduan orang ter-
hadap siapa perahasiaannya dilanggar.

Pasal 26,

Barang siapa dengan sengaja tidak atau tidak sepenuhnya
mencukupi kewajiban yang dimaksud pada pasal 22, atau
oleh karena melakukan tindakan atau mengabaikan sesuatu,
dengan sengaja membuat atau dengan sengaja ikut membuat
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supaya kewajiban itu tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi,
dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan
atau hukuman denda paling banyak lima ribu rupiah.

(2) Barang siapa bersalah atas tidak atau tidak sepenulmya di-
cukupinya kewajiban dimaksud pada ayat (1), dihukum
dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama sebulan
atau hukuman denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 27.

Ketentuan dalam pasal 23 sampai dengan pasal 25 berluku
juga atas peristiwa yang dilakukan dl {uar Indonesia.

Pasal 28,

Peristiwa yang dapat dituntut dalam ordonansi ini dianggap
sebagai kejahatan.

Pasal 28a.

Bilamana hukuman menurut pasal 23 menjadi pasti, maka
setelah: lewat batas waktu yang ditentukan pada pasal l4d
dilakukan tagihan kemudian terhadap pajak.

Pasal 29,

(1) Oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak, maka kesalahan
tulis dan hitung pada pembuatan kohir atau surat ketetapan
pajak, karena jabatan atau atas permintaan wajib-pajak
dapat dibetulkan dan ketetapan pajak yang salah ditetapkan
oleh karena kekhilafan mengenai kenyataan dapat dikurang-
kan atau dibatalkan.

*(2) Ketetapan-ketetapan pajak yang tidak benar dapat dibctul-
kan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan,

(3) Wewenang yang diberikan pada ayat (1) hilang setelah lewat
dua puluh empat bulan sesudah tanggal pemberian surat ke-
tetapan pajak kecuali jika dalam waktu itu yang berkcpen-
tingan mengajukan permintaan tertulis untuk melakukan we-
wenang itu. .

P e PR
* Teks resmi menurut Undang-Undang
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* Pasal 2Ya.

Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan peratur-
an-peraturan yang dipcrlukan untuk menambah dan menjalankan
ordonansi ini.

Pasal 30.

(1) Ordonansi ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 1945,

(2) Ordonansi ini dapat disebut "'Ordonansi Pajak Pendapatan
1944",

(3} Dihapuskan.

(4) Dihapuskan.

—————— st

* Teks resmj menurut Undang-Undang
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Lampiran ¢ IV

Tarip Umum Pwjak Pendapatan (PPd) yang berlaku atas pendapat-

an yoang diperoleh dalam tahun 1976 sampai dengan tahun 1080,

1. PARIP PPd YANG BERLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1976

Pendapatan
Sisa Kena Pajak

2l HERDRCTENNIANNTHN o= )

Poi:ok Pajak

Proseptase setiap tam-
bahan Rp 100,~ penuh.

0
100,000
200,000
300,090
500, 000
700.000
900, 00¢
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,200,000
2,600,000

3.000,000 !
3,500,000
4+000,000
4,500,000
54500,000
64500.000

7+500.000

l

SKRIPSI

0

33,000
59,000
67.000

117.000
165.000
216,000
273000
3574000
449,000
549,000
689000
844,000

1,014,000

1.394,000

1,814,000

2,274,000

10..000

21,000

L]

10
11
12
13
14
15
16
17
1
21
23
25
28
31
34
38
42
46
50

hﬂ‘-Bﬂﬂ-’--ﬂﬂﬂﬂ-.ﬂﬂl----u---.ﬂ--“-’-m.-J

h---.----ﬂﬂﬂ=-:ﬁ-l!’------:1

Sumber s Bentuk KP, PPd,2, Direktorat Jendral Pajak 1976,
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Sumber : Bentuk KP.PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1977.

SKRIPSI
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2+ TARIP PPA YANG BERLAKU ATAS PiNDAPATAN

YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN 1977

:Paanﬂ=-=-===I-=--:ST===3:==d=w===d=--=--qrsulsanﬂ8¢==-===u=¢-a-=-7
Pendapatan
Pokok Pajak Prosentase sstiap tam -
3isa Kena Pajak bahan Rp 100,~ penuh.
O 0 10
150.000 15,000 11
300,000 31.500 12
500, u00 554500 13
700.000, 81.500 14
900,000 109.590 15
1,200,000 1544500 16
1,500,000 202,500 17
1,800,000 253,500 18
2,200,000 325,500 20
2,600,000 405,500 22
3,000,000 493,500 24
345004000 613,500 26
4.000.000 7434500 29
4,600,000 917.500 32
8,200,000 1.109.500 35
54900,000 1.354.500 38
6+ 600,000 1.6204500 42
T+400.000 1.956:500 46
i 8,400,000 | 24.416.500 50
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3
3. TARIP PPd YANG BNRLAKU ATAS PENDAPATAN
YANG DIPLHOLEH DALAM TAHUN 1978
e Bt s
Pendapatan

Pokok Pajak Prosentase setiap tam o

3isa Kena Pajak bahan Rp 100,~ penuh. {
0 0 10
2004000 20,000 11
400,000 42,000 12
700,000 78.000 13
1,000,000 117.000 14
1,400,000 1734000 15
1.800,000 233,000 16
2,300,000 313,000 17
24800000 398,000 19
3.300,000 493,000 21
3.900,000 619,000 3 23
4.500,000 “7157.000 25
5+100,000 907,000 28
5800, 000 1,103,000 31
64500, 000 1.320,000 34
7.200,000 1,558,000 38
8,000,000 1,862,000 42
8.800,000 2.198.000 46

oA N bR AT

Sumber ¢ Bentuk KP.PPd.2, Direktorat Jendral Pajak 1978.
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4.TARIP PPA YANG BLRLAKU ATAS PLNDAPATAN

YANG DIPLROLEH DALAM TAHUN 1979

R R S R S S S A RN AR AT e eI TRz m ANy
Pendapatan Prosentase setiap tam-
Pokok Pajak

Sisa Kena Pajak bahan Bp. 100,~ penuh.
0 0 10
200,000 20,000 11
400,000 42,000 12

700,000 78.000 13 .

1,000,000 117.000 14
1,400,000 173.000 15
| 1,800,000 233,000 16
f 2.300,000 313,000 17
! 2,800,000 398,000 19
i 3.300,000 493.000 h 21
34900000 619.000 23
4.500,000 757,000 25
54100, 000 /907,000 28
5,800,000 1,103.000 3
64500.000 1,320,000 | 34
7,200,000 1,558.000 38
8,000,000 1.862,000 42
8,800,000 2,198,000 46
9,600,000 2.566.000 50

S SISO PRR SO PRSI P

Sumbor s Bentuk KP, PPd 2, Direktorat Jendral Fajak 1979
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5« TARIP PPd YANG BERLAKU ATAS PLNDAPATAN

YANG DIPEROLENR DALAM TAHUN 1980

PrEoNREED RIS KIS KR

PR 35 2 2 3T B U2 T X EX 3 NN 0 TN a0 9 O T 2 I x 2

Pendapatan Prosentase setiap tem-
Pokok Pajak
Sisa Kena Pajak bahan Rp 100,- penuhT

0 0 5

240,000 12,000 6
480,000 264400 17
720,000 43,200 8
960,000 624400 9
1,200,000 84,000 10
1,500,000 114,000 12
1.800,000 150,000 14
2.400,000 234,000 16
3,000,000 330,000 18
3.900.000 492 ,000 * 20
4,800,000 672,000 23
6,000,000 948,000 26
7200,000 1,260,000 29
8.700,000 1.695.000 33
10,500,003 2,289,000 37
12,600,000 3.,066.000 41
15,000,000 4,050,000 45
18.000.000 5+400,000 50

3t 3 3-1 1 143 01 1 9 1 ¢ %1 13

EE 2 1 g 2 b ot 2 ] ] --hﬂl L1 -':-ﬂﬂ’-gﬁﬂﬂaﬂgl.BJ

Sumber ¢ Bentuk KP., PPd 2, Direktorat Jendral Pajak 1980.
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